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ABSTRAK

Di tahun 2018, terdapat gugatan yang diajukan oleh Asbiati dan Murisa Binti
Nang Agus sebagai Para Penggugat terhadap PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT.
BSS) sebagai Tergugat I, Koperasi Perkebunan Tritunggal Jaya sebagai Tergugat
I, Bupati Musi Rawas Utara sebagai Tergugat 11l dan Kepala Desa Biaro Lama
sebagai Turut Tergugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan
telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN Llg. Dalam
perjalannya Putusan ini tidak dapat dieksekusi, mengapa Putusan Pengadilan
Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg yang sudah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dieksekusi dan apa yang menjadi
hambatan terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN. Llg. Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dilakukan
secara paksa oleh Pengadilan Negeri dimana tempat para pihak mengajukan
gugatan yang disebabkan oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau
mematuhi dan melaksanakan amar Putusan Pengadilan. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan
sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan putusan yang tidak dapat
dieksekusi dikarenakan tidak ada dalil dalam gugatan Para Penggugat yang
meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag), dan sita eksekusi (excekutorial
beslaag) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde), sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
tidak adanya batasan waktu yang menjadi pedoman bagi Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau untuk melaksanakan dan menetapkan suatu eksekusi putusan,
adanya perlawanan oleh pihak tereksekusi yang tidak mau secara sukarela
melaksanakan isi putusan hakim.

Kata kunci: Eksekusi, Putusan, Berkekuatan Hukum Tetap



ABSTRACT

In 2018, there was a lawsuit filed by Asbiati and Murisa Binti Nang Agus as the
Plaintiffs against PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) as Defendant I,
Plantation Cooperationof Tritunggal Jaya as Defendant Il, Regent of Musi Rawas
Utara as Defendant Ill, and Village Head of Biaro Lama as Co-Defendant that
was submitted to the Lubuklinggau District Court and had been decided in
Decision Number: 15/ Pdt. G/2018/PN.LIg In the course, this decision could not
be executed. This study discusses the reasons for the Lubuklinggau District Court
Decision Number 15/Pdt.G/2018/PN.LIg which has permanent legal force
(inkracht van gewijsde) cannot be executed, as well as discussing the obstacles to
the execution of the Lubuklinggau District Court Decision Number
15/Pdt.G/2018/PNLIg.Execution is the implementation of a Court Decision which
has permanent legal force (in kracht van gewijsde) which is carried out forcibly
by the District Court where the parties file a lawsuit caused by the losing party in
the case rejecting to comply with and to carry out the Court's Decision.The
approach used in this study was a normative juridical approach. This study used
secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results
of this study describe a decision that cannot be executed because there is no
argument in the Plaintiffs' lawsuit that places a confiscation of collateral
(conservatoir beslaag), and confiscation of execution (excekutorial beslaag) for a
decision that has permanent legal force (inkracht van gewijsde), so that the
decision does not have executive power. While the obstacles that arise are in the
form of the absence of a time limit that serves as a guide for the Head of the
Lubuklinggau District Court to carry out and determine an execution of a
decision, and the resistance by the executed party who does not want to
voluntarily carry out the contents of the judge's decision.

Keywords; Execution, Decision, Permanent Legal Force
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa
dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang
kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan
menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan
atau dijalankan, sehingga terealisasilah prestasi sebagai kewajiban pihak yang
tercantum dalam putusan.

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan
pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban
seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga
mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana
suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran
hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan
tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan
itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak
ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau

eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban



pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan
tersebut”.

Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan
menetapkan hak atau kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan
realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Suatu putusan yang
hanya memiliki kekuatan mengikat saja belum cukup dan tidak berarti apa-
apa, bila putusan tersebut tidak dapat direalisir atau dieksekusi. Jadi putusan
yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara
tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui
eksekusi yang dilakukan oleh alat Negara.

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak
yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau
penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan
tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan
selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau
dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak
dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum
eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan
dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang

yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala

! Fara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri
pamekasan, http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210, diakses 18 Januari
2022.



putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti
suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang
berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi
oleh pihak tergugat.

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan
undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum
biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan
undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum

untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi?.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindari bahwa persoalan
tanah menjadi hal yang umum, antara orang pribadi dengan orang pribadi,
orang pribadi dengan perusahaan bahkan orang pribadi dan perusahaan

bersengketa dengan pemerintah. Maka dari itu perlu adanya pembuktian yang

2 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 2009, him. 174.



kuat terkait dengan kepemilikan tanah guna menghindari terjadinya konflik
dikemudian hari.

Problematika keadilan diuji pada saat terjadi persoalan hukum,
hukum itu harus menegakkan Kketertiban, tujuan akhirnya adalah
pembangunan keadilan®.

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi
kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek
kehidupan serta penghidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi,
politik maupun budaya. Oleh karena itu masalah tanah merupakan tanggung
jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan, penguasaan dan
pemilikan tanah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Persoalan atau sengketa tanah bukan hanya terjadi diluar pengadilan,
akan tetapi banyak kasus tanah yang dibawah ke ranah pengadilan, tentunya
hal ini memerlukan kecermatan para pihak yang berperkara dan juga majelis
hakim untuk memutuskan suatu perkara tentang persoalan tanah ini apalagi
menyangkut persoalan kepemilikan tanah yang telah mempunyai Surat seperti
Surat Pengakuan Hak atas tanah yang menjadi dasar kepemilikan bagi
individu sementara yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

SPH dimaksud merupakan akta dibawah tangan®. Sebuah konflik dapat

* Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan,
Cetakan Il, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2017, him 267

* Freddy Haris, Notaris Indonesia, Cetakan Kedua, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm
63-64



berkembang sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan
menyatakan rasa tidak puas baik secara langsung kepada pihak yang dianggap
sebagai penyebab kerugian, atau kepada pihak lain>. Maka dari itu apabila
terjadi persoalan mengenai hak atas tanah, harus ada pembuktian yang konkrit
mengenai kepemilikan atas tanah yang di sengketakan. Kekuatan pembuktian
alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dan bukan akta.
Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta autentik dan
akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta autentik dibedakan
menjadi®;

1. Kekuatan Pembuktian Luar
Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan
diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan
bahwa akta itu bukan akta autentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formil
Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata, segala keterangan yang
tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan
kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala
keterangan yang diberikan oleh penanda tangan dalam akta
autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan
dikehendaki oleh yang bersangkutan.

3. Kekuatan Pembuktian Materil
Mengenai pembuktian materil akta autentik menyangkut
permasalahan benar atau tidaknya keterangan yang tercantum
didalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil
adalah persoalan pokok akta autentik. Adanya sertifikat hak atas

® Nia Kurniati, Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, Sosiohumaniora,
Volume 18 No. 3 Nopember 2016: 207-217, him. 208,
jurnal.unpad.ac.id/sosichumaniora/article/download/10008/pdf, diakses pada 17 Maret 2021.

® M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cetakan ke 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
him. 152.



tanah merupakan akibat hukum dari pendaftaran tanah yang
dapat dijadikan bukti.

Sejalan dengan semangat pemerintahan Republik Indonesia dalam
melindungi dan mencegah terjadinya konflik pertanahan serta kepastian
hukum hak atas tanah di masyarakat, Pemerintah menertbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai
pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal ini didasarkan
pada ketentuan Pasal 19 UUPA yang menyatakan:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria.

Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 Ayat (1)
UUPA yaitu: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Peraturan pemerintah™’.

Di tahun 2018, terdapat gugatan yang diajukan oleh Asbiati dan
Murisa Binti Nang Agus sebagai Para Penggugat terhadap PT. Buana

Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) sebagai Tergugat |, Koperasi Perkebunan

" Rudi Indra Jaya, Emelia Kontesa, Rizkika Arkan Putra Indrajaya, Pengantar Hukum
Agraria Teori dan Praktik, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2020, him 13
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Tritunggal Jaya sebagai Tergugat Il, Bupati Musi Rawas Utara sebagai
Tergugat 11l dan Kepala Desa Biaro Lama sebagai Turut Tergugat yang
diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan teregistrasi dengan
Nomor Perkara 15/Pdt.G/2018/PN Llg, yang menjadi dasar gugatan ini
diajukan adalah terkait dengan kepemilikan lahan perkebunan sawit plasma
yang dikelola oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, dimana Para Penggugat
adalah peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh
Tergugat | dengan lokasi areal Pembangunan Kelapa Sawit meliputi Desa
Karang Dapo, Kelurahan Karang Dapo, Biaro Lama, dan Desa Aringin Kec.
Karang Dapo, Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Jadi Mulya
Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014
Tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit
yang dibangun oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera Di Desa-desa Kecamatan
Rawas llir, Nibung dan Karang Dapo Tanggal 03 Oktober 2014. Pada tahun
2009, setelah melalui proses administrasi baik itu pengurusan segala perizinan
dan pembebasan-pembebasan serta ganti kerugian terhadap tanah-tanah yang
dijadikan areal Pembangunan Kebun Plasma dan Inti, PT. Buana Sriwijaya
Sejahtera, memulai melakukan pembibitan dan selanjutnya penanaman bibit-
bibit kelapa sawit tersebut, termasuk tanah atas nama Para Penggugat yang
pada waktu itu masih dimiliki oleh Saudara Asik Ependi, dan dikarenakan

paket plasma sawit mempunyai aturan tersendiri seorang tidak boleh



mempunyai lebih dari 1 paket sawit, maka tanah tersebut dipecah dan
dibagikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik paket tersebut agar dapat
dibuatkan paket plasma sawit.

Para Penggugat menyerahkan tanahnya kepada Koperasi Tri Tunggal
Jaya untuk dijadikan kebun plasma kelapa sawit yang akan dikelola oleh PT.
Buana Sriwijaya Sejahtera, bukan hanya fisik tanahnya akan tetapi dokumen
Kepemilikan tanah yaitu Surat Pengakuan Hak Atas tanah Para Penggugat
juga diserahkan kepada Koperasi Tri Tunggal Jaya, lalu kemudian Koperasi
Tri Tunggal Jaya melalui kesepakatan bersama dengan para pemilik lahan
menyerahkan dokumen kepemilikan tanah tersebut kepada PT. Buana
Sriwijaya Sejahtera untuk dijadikan paket kebun plasma kelapa sawit.

PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, melakukan verifikasi data
penyerahan tanah untuk dijadikan paket sawit plasma yang masuk dari
Koperasi Tri Tunggal Jaya, dan dicek kebenarannya, lalu data tersebut setelah
difinalisasi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
untuk dibuatkan Surat keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor
100/153/KPTS/1/12014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma
Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT. Buana Sriwijaya
Sejahtera Di Desa-desa Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang Dapo
Tanggal 03 Oktober 2014.

Dalam perjalananya, pada bulan April tahun 2016, PT. Buana

Sriwijaya Sejahtera melalui Koperasi Tri Tunggal Jaya memberikan sebagian



hak-hak para peserta pemilik lahan kebun plasma kelapa sawit dan dalam hal
ini disepakati adanya suatu dana talangan yang besarannya masing-masing
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 paket lahan plasma pada
setiap bulannya. Termasuk paket lahan plasma kepala sawit yang dimiliki
oleh Para Penggugat dimana dalam Lampiran | Surat Keputusan Bupati Musi
Rawas Utara Nomor 100/153/KPTS/1/2014 Tentang Penetapan Nama-nama
Peserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT. Buana
Sriwijaya Sejahtera Di Desa-desa Kecamatan Rawas Ilir, Nibung dan Karang
Dapo Tanggal 03 Oktober 2014, nama Para Penggugat masing-masing berada
pada nomor urut 82 dan 85.

Akan tetapi terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan pencoretan
yang dilakukan oleh Tergugat | dan Tergugat Il, untuk nama Penggugat I
dalam Lampiran tersebut tertulis dengan nama Asbiat Lan. Sedangkan untuk
nama Penggugat Il, tertulis atas nama Musriyah dan terhadap kesalahan
penulisan nama-nama tersebut Para Penggugat telah membuat suatu
pernyataan yang diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan
hubungan langsung dengan pembangunan kebun plasma sebagaimana
dimaksud di atas.

Sehingga pada saat penyaluran dana talangan yang dilakukan oleh
Koperasi Tri Tunggal Jaya, Para Penggugat hingga saat Putusan Pengadilan
Negeri Lubuklinggau dibacakan belum juga menerima dana talangan tersebut.

Dikarenakan pihak Koperasi Tri Tunggal Jaya dan PT. Buana Sriwijaya



Sejahtera tidak mengakui adanya nama Para Penggugat sehingga dianggap
tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayarkan dana talangan tersebut
kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengalami kerugian secara materil
dimana penyaluran dana tersebut mulai bulan April 2016 hingga saat gugatan
ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang nilainya sebesar
Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan dikalikan dengan jangka
waktu telah dimulainya pembelian dana talangan kepada peserta plasma
pemilik kebun kelapa sawit yakni selama 23 (dua puluh tiga) bulan, sehingga
total kerugian yang di tanggung oleh masing-masing Para Penggugat sebesar
Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 23 (dua puluh tiga) bulan = Rp.
6.900.000.- (Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ditambah dengan
kerugian secara materil atas penguasaan tanah oleh Tergugat | (PT. Buana
Sriwijaya Sejahtera) tanpa alas hak yang sah dan tidak ada ganti kerugian
terhadap tanah yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat | sejak
ditetapkan menjadi peserta plasma pemilik kebun kelapa sawit berdasarkan
Keputusan Bupati sebagaimana disebut diatas sejak Tahun 2014 hingga saat
ini atau dalam jangka waktu selama * 4 (empat) tahun yang diperhitungkan
sebagai sewa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- pertahun dikalikan dengan
lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat | selama 4
(empat) tahun, sehingga total kerugian yang ditanggung oleh masing-masing
Para Penggugat adalah sebesar: Rp. 15.000.000 X 4 tahun = Rp. 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah).
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Demi kepentingan Para Penggugat haruslah mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri setempat, untuk mengembalikan hak-hak mereka agar
tidak ditindas secara semena-mena oleh subjek hukum lainnya, gugatan akan
menghasilkan Keputusan, produk pengadilan secara garis besar terjadi
menjadi dua, yaitu Putusan dan Penetapan, Putusan merupakan suatu
pernyataan (yang dituangkan dalam bentuk tertulis) oleh Hakim sebagai
pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, dan diucapkan
dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu
perkara®. Sedangkan Penetapan (beschikking) adalah adalah keputusan
pengadilan atas perkara permohonan (volunter), Permohonan ini merupakan
kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan
pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah,
wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya.

Berdasarkan ~ Putusan  Pengadilan ~ Negeri Lubuklinggau
15/Pdt.G/2018/PN Llg. Yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
sebagian, dan menghukum Tergugat | untuk mengembalikan tanah dimaksud
maka hal demikian menjadi issu hukum yang akan diangkat dalam Tesis saya
ini, tentang kepemilikan lahan plasma Para Penggugat di PT. Buana Sriwijaya
Sejahtera di Kabupaten Musi Rawas Utara, yang mengakibatkan pemilik
lahan menderita kerugian akibat tidak dibayarkannya dana talangan kepada

mereka yang berhak.

® Elza Syarif, Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di
Pengadilan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Desember 2020, him 1
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Sampai dengan penelitian ini ditulis, faktanya bahwa Putusan
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Llg, tidak ditaati
dan dilaksanakan oleh Para Tergugat sebagai pihak yang kalah (tidak
dieksekusi) padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Ayat (1) HIR, Pasal
218 Ayat (2) Rbg, dan Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (RV)
yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan
melakukan sesuatu.

Penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan tidak
dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang sudah
diterima oleh Para Pihak dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga
merugikan Pihak yang telah dinyatakan menang yang tertuang dalam putusan
ini, maka penulis tertarik dalaam mengkaji serta menelaah eksekusi Putusan
yang tidak dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk itu penulis akan menelaah dengan
judul  “TELAAH EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI LUBUKLINGGAU NOMOR 15/PDT.G/2018/PN LLG”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang

menjadi permasalahannya adalah:
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1. Mengapa Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuklinggau = Nomor
15/Pdt.G/2018/PN. Llg yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) tidak dapat dieksekusi ?

2. Apa yang menjadi hambatan terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri

Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. LIg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain:

a. Untuk mengetahui serta menelaah mengapa Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap tidak dapat di eksekusi, padahal seharusnya
putusan merupakan bagian terpenting dan akhir dari segala Perkara
yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

b. Untuk mengkaji hal-hal apa saja yang menjadi hambatan Pelaksanaan
Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang tidak ditaati oleh Para
Penggugat dengan mengabaikan apa yang telah diperintahkan oleh

hukum yang tertuang dalam Putusan Hakim.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari pembuatan proposal penelitian ini antara lain:
a. Manfaat Teoritis adalah memberi tambahan kajian ilmu dalam bidang

hukum acara perdata dan teori eksekusi putusan.
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b. Manfaat Praktis adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi para individu khususnya para Pengacara/Advokat

yang berpraktek di Pengadilan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi, pemeriksaan dan penelusuran yang telah
dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya di perpustakaan
Pascasarjana ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta
penelusuran secara online terhadap hasil penelitian ini, maka belum ada
penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup
penelitian ini. Dalam hal pembeda dengan yang ada kemiripan dengan
penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai
eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN. Llg, serta untuk menjadi bahan bagi para
Pengacara/Advokat dan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Berikut adalah judul-judul tesis yang sudah ada di Universitas lain

berkaitan dengan penelitian ini:

Pembuat, Judul &

No Universitas

Perbedaan

Nova Avianti Sutanto,
Universitas Gajah Mada,
“Hambatan-Hambatan

1 Dalam Eksekusi Putusan
Arbitrase Nasional
Indonesia”

Tesis ini mengangkat eksekusi putusan
arbitrase, perbedaan dengan tesis yang
saya buat adalah Eksekusi Putusan
Pengadilan ditingkat pertama dan Arbitrase
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Haryanto, UM
Palembang,
“Pelaksanaan Putusan
(Eksekusi) Perkara
Perselisihan Hubungan Tesis ini berkaitan dengan pelaksanaan

Industrial Terhadap putusan Mahkamah Agung, dimana
Badan Usaha perbedaaanya adalah dalam tesis saya
Commanditaire terkait dengan eksekusi persoalan perdata
Vennootschap (Studi umum dan tesis pembandig adalah perdata
Putusan Mahkamah khusus yaitu sengketa hubungan industrial

Agung Republik
Indonesia Nomor
828k/Pdt.Sus-Phi/2016)”

Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis
lakukan ini adalah asli merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri serta
dapat  dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena  senantiasa
memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus

dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi.

E. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi
yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka
seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang
dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap
masalah yang dihadapi®. Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan

dari gejala-gejala yang tidak berubah dibawah kondisi tertentu tanpa

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul-Press 2008, him. 6.
15



pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan
arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang dihadapi.
1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum:

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi
mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari
penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan
nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan

penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit°.

a. Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup™.

1 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo, Jakarta, 2007, him 7

' 1bid, him 35
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Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan
hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti
luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan
hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite
yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku,
berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum
tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana
seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya
ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai
keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai
keadilan yang ada dalam masyarakat.Dan dalam penegakan hukum
dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan
yang formal dan tertulis saja.

Penegakan  hukum  hakikatnya merupakan upaya
menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam
bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan
sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus

diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
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1)

2)

Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap
orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap
peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya,
itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa
yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada
penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus
ditegakkan,  sampai-sampai  timbul  perumpaan
“meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap
ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum.
Dengan adanya kepastian hukum, Kketertiban dalam
masyarakat tercapai.
Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus
memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi
masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk
kepentingan  masyarakat  (manusia).  Karenanya
pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi
manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi
pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan
masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan

keresahan.
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3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan
pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas
kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian
yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan.
Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya
diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus
mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik
dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum
melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang
memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum
sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan
istilah as a tool of social engineerning?.

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di
dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara
dan memeperhatikan kedamainan dalam pergaulan
hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai

tersebut perlu diserasikan.

12 Darmodiharjo, Darji, Pokok — Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Umum,

Jakarta, 2002, him 19
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4)

5)

Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai
ketentramman

Nilai ketertiban bertitk tolak pada keterikatan,
sedanngkan nilai ketentraman bertitik tolak pada
kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan
tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan
dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang
berisi suruhan, kebolehan atau larangan.
Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian
hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus
diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum,
kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah
satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif
sehigga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga
penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang
selalu didengungkan adalah Summun jus, summa
injuria, summa lex, summa crux (hukum yang keras
akan dalam melukai, kecuali keadlian yang dapat
menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum

positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari
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ketidak- pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi
jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara
yang diserahi tugas tanggung jawab untuk menegakan
hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar
ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar
Kusuma Atmaja dikatakan : “ Hukum tanpa kekuasaan
adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum

2

adalah kelaliman . sehingga untuk tegaknya hukum
perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya
kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-
aturan hukum.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna
menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di
Indonesia®,
1) Faktor Hukum
Yang dimaksud dengan hukum adalah segala

sesuatu yang menimbulkan aturan aturan yang

mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu

181 oc. Cit, him 15
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apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas
dan nyata**. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum
adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi
mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk
ketentraman ~ masyarakat®™. Hukum  mempunyai
jangkauan universal karena dengan hukum bias
menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap
individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar
tentang kasus Hak Atas Tanah, dari sekian banyak
hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda
(misalnya dugaan mengenai mafia tanah terkait dengan
pemalsuan Sertifikat tanah, dan pemikiran lainnya
misalnya dengan cara salah satu pihak menyerobot
tanah tanpa hak menguasai, dan lain sebagainya)
sebelum melihat berkas tentang kasus hak atas tanah
tersebut. Artinya, hukum memiliki jangakauan yang
sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung
bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum

yang dihadapinya.

“Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. him 13

5 1bid, him 13
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Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan
bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang
dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa
guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah
masyarakat.

2) Faktor Manusia (Subjek Hukum)

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi
dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama,
masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang
kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan
direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan
dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola
tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir
memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan
yang disengaja®®. Penegakan hukum berasal dari
masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian
didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari
sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi
kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada
khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu

mengenai hukum.

1% Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, him 194
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Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada
hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada
masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan
mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini
penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya
adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa
dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut
yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan
dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat ~ sebagai warga Negara yang
memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum
dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus
tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila
kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak
mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut’.

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi
masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki
kebutuahan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk
memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu

Y Ramly Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di
Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, him 78
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sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas,
dengan demikian kemampuan kebudayaan Yyang
merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam

memenuhi segala kebutuhan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari
hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai
kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan
sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri
disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian
dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu
sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara
berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang
diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah
jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut
hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat
dilaksanakan®.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun

hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum,

'8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta, 2007,

him. 160.
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mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat
subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai
dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa
hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan
perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan
dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri'°. Persyaratan
internal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan konsep yang digunakan

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku
tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu
pula;

b.Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk

peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah
atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan
perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki
akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang
mempunyai  kewenangan untuk membentuk suatu
peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan

Ketentuan-ketentuan  dari  sejumlah  peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek

tert%ltu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang
lain”".

9 Fernando M Manulang, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, 2007, him 95.
%% 1bid, him 39.
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Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan
hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang
berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek
yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa
hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas,
maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya
kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan
kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di
dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun

dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi
Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.
1. Pengertian Eksekusi
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh
Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara
merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan
perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang
berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.
Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau
RBG. Setiap orang Yyang ingin mengetahui pedoman aturan
eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang undangan
dalam HIR atau RBG?'.
Pengertian eksekusi secara umum adalah pelaksanaan
putusan hakim atau menjalankan putusan hakim. Adapun ketentuan
mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi ini diatur dalam

ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 HIR/Rbg.

21 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2014), him 1

28



Pengertian eksekusi menurut R. Subekti dikatakan bahwa
“Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak
yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela
sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan
kekuatan umum?,

Masih sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M.
Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa “Eksekusi sebagai
tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak
yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara
lanjutan dari proses pemerikasaan perkara. Oleh karena itu
eksekusi tiada lain daripada tindakan yang bersinambungan dari
keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan
suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib
beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg?®.

Pengertian eksekusi dalam arti yang lebih luas
dikemukakan oleh Mochammad Dja’is yang menyatakan bahwa :
“Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa
karena debitor tidak mau secara sukarela mememuhi kewajibannya.
Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses

penyeleseian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum

2 Mochammad Djais, Pikiran Dasar Hukum Eksekusi, (Semarang : Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 2000), him 12

% M. Yahya Harahap, ibid, him 1
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eksekusi, objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse
akta?”.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa
dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada
pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup
hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan,
melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau
dijalankan, sehingga terealisasilah prestasi sebagai kewajiban pihak
yang tercantum dalam putusan®.

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang
merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang
menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau
persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana
putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti
rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran
hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan
putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah
selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau

dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila

?* Mochammad Dja’is, Ibid, him 16

% Djamanat Samosir, HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara
Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), him 328

30



tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi
pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban
pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam
putusan tersebut®®,

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa
pengertian eksekusi tidak hanya menjalankan putusan hakim saja
namun eksekusi juga mencakup upaya kreditor merealisasi haknya
secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi
kewajibannya.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksekusi tidak
hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas.
Eksekusi tidak hanya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak yang kalah, yang
tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, tetapi eksekusi
dapat dilaksanakan terhadap grosse surat hutang notariil dan benda
jaminan eksekusi serta eksekusi terhadap perjanjian. Eksekusi
dalam arti luas merupakan suatu upaya realisasi hak, bukan hanya
merupakan pelaksanaan putusan pengadilan saja.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal

54, dan Pasal 55. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat (3)

% Fara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri
pamekasan, http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210, diakses 24 Juni 2021.
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menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam
perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh
ketua pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ketua
pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56)%".

Melaksanakan putusan berarti  bersedia memenuhi
kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat
putusannya, atau realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan
untuk memenuhi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan
istilah menjalankan putusan mengartikan bahwa tiada lain daripada
melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan
kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan
secara sukarela sebagai pihak yang dikalahkan?®.

2. Sumber Aturan Eksekusi
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh
Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan

aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh

%" Djamat Samosir, Op.Cit., him. 329
%8 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Djambatan, 2003, him 194.
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karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang
berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata®.

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut
eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206
sampai Pasal 258 Rbg. Namun pada saat sekarang, tidak semua
ketentuan pasal-pasal itu berlaku efektif. Yang masih betul-betul
berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau
Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg. Sedang Pasal 209
mpai 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang mengatur
tentang “’sandera” (gijzeling), tidak lagi diperlakukan secara efektif.

Disamping itu, terdapat lagi Pasal 180 HIR atau Pasal 191
Rbg yang mengatur tentang pelaksanaan putusan “serta merta”
(uitvoerbaar bij voorraad) atau provisionally enforceable (to have
immediate effect), yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan
lebih dahulu sekalipun putusan yang bersangkutan belum
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, pembahasan berdasarkan pasal-pasal tersebut sama
sekali tidak terlepas dari peraturan lain seperti yang terdapat dalam
asas-asas hukum, yurisprudensi, maupun praktik perasilan sebagai
alat pembantu memecahkan penyeleseian masalah eksekusi yang

timbul dalam konkreto. Misalnya eksekusi mengenai barang hipotek

M. Yahya Harahap, Op.Cit, him 2
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dan Hak Tanggungan, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-
undangan yang diatur dalam KUHPerdata maupun UUPA No. 5
tahun 1960 dan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Kemudian aturan yang tidak kalah penting dalam ruang lingkup
eksekusi adalah Peraturan Lelang No. 189 tahun 1908 (Vendu
Reglement St. 1908/No. 189).
3. lstilah-istilah Tentang Eksekusi
Beberapa pembakuan istilah eksekusi dalam Bahasa
Indonesia guna menghindari pemakaian istilah yang berlebihan
antara lain®".
a. Oleh Subekti, beliau mengalihkannya dengan istilah
“pelaksanaan” putusan.
b. Retno Wulan Sutantio, mengalihkannya ke dalam
Bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan.
Pendapat kedua penulis tersebut dapat dijadikan
perbandingan. Bahkan, hampir semua penulis telah membakukan
istilah ”pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi
(executie). Pembakuan istilah ’pelaksanaan” putusan sebagai kata
ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari

ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau titel Keempat

% Ibid, him 5
3 Ibid, him 5
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Rbg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “menjalankan
putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen). Menjalankan putusan
pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan
pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan
pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang
kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannay
secara sukarela (vrijwillig voluntary).

Dengan diterimanya istilah pelaksanaan putusan sebagai
pengganti istilah eksekusi, tidak pada tempatnya kedua istilah itu
digabungkan dalam satu rangkaian penulisan. Penulisan dan
pemakaian istilah itu dalam satu rangkaian adalah berlebihan.
Seperti misalnya : pelaksanaan eksekusi. Cukup dipilih salah satu,
boleh  dipergunakan ”pelaksanaan” putusan atau cukup
dipergunakan perkataan “eksekusi” putusan. Akan tetapi, pada
masa belakangan ini, hampir baku dipergunakan istilah hukum
(legal term) “eksekusi” atau menjalankan eksekusi®?.

4. Asas Umum Eksekusi
Asas-asas umum eksekusi:
a. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat

% 1bid, him 6
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”dijalankan”. Sehingga pada asasnya putusan yang dapat
dieksekusi adalah:

1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

2) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan
hukum terkandung wujud hubungan hukum yang
tetap (fixed) dan pasti antara pihak yang berperkara;

3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang
berperkara sudah tetap dan pasti

4) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang
ditetapkan dalam amar putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap:

a) Dapat dilakukan atau dijalankan secara
’sukarela” oleh pihak Tergugat, dan

b) Bila enggan menjalankan secara “sukarela”,
hubungan hukum yang ditetapkan dalam
putusan harus dilaksanakan “dengan paksa”

dengan bantuan “’kekuatan umum”

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak
yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi,

putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap
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berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Prinsip ini, ditegaskan dalam
Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971%.

Dengan demikian eksekusi merupakan tindakan paksa yang
dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna
manjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum
tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama
putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan
tindakan eksekusi belum dapat berfungsi. Eksekusi baru berfungsi
sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung:

a) Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap, dan

b) Pihak Tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan
memenuhi putusan secara sukarela

Sehingga, jika ditinjau dari segi yuridis, asas ini
mengandung makna bahwa eksekusi menurut “hukum perdata”
adalah ”menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum
tetap. Cara menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan
bantuan kekuatan umum, apabila pihak Tergugat (pihak yang

kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela. Cara

% Tanggal 3-12-1974, Rangkuman Yurisprudensi MA 1 (RY MA I1), him 271
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melaksanakan putusan (eksekusi) diatur dalam Pasal 195 HIR atau

Pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya*.

1) Putusan Dijalankan Secara Sukarela

Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela,
pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi
putusan pengadilan. Eksekusi dalam suatu perkara baru
mucul dan berfungsi apabila pihak yang kalah tidak bersedia
menaati dan menjalankan putusan secara sukarela.

Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada
eksekusi dalam menjalankan putusan secara paksa,
merupakan tindakan yang timbul akibat pihak yang kalah
tidak menjalankan putusan secara sukarela. Sehubungan
dengan tindakan menjalankan putusan secara sukarela,
terdapat beberapa hal yang perlu disinggung, yaitu :

a) Kepastian Pemenuhan Putusan Secara Sukarela

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan
secara sukarela, maka hendaknya pengadilan
membuat berita acara pemenuhan putusan secara
sukarela. Berita acara mana harus disaksikan oleh
dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan
tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita
pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri.
Hal ini bertujuan agar ada pembuktian yang dapat

dijadikan pegangan oleh hakim untuk kedepannya.

b) Manfaat Menjalankan Putusan Secara Sukarela

 Ibid, him, 8
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Menjalankan  putusan secara  sukarela
mempunyai keutungan tersendiri untuk pihak yang
kalah, karena dapat terhindar dari pembebanan biaya
eksekusi dan kerugian moral.

2) Putusan Dijalankan Secara Tidak Sukarela

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi
apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan
menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan Tergugat
menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan
menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa
yang disebut “eksekusi.
3) Putusan yang Dapat Di Eksekusi Bersifat Kondemnator

Hanya putusan yang  bersifat ~ Kondemnator
(condemnatoir) yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang
amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”
Hanya putusan yang bersifat Kondemnator (condemnatoir)
yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau
diktumnya mengandung unsur ’penghukuman”.
4) Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua

Pengadilan Negeri
Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat 1 HIR atau Pasal

206 ayat 1 RBG. Didalamnya berisi beberapa hal yang perlu

dipedomani dan dijelaskan, yakni :
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a) Menentukan Pengadilan Negeri mana yang
berwenang manjalankan eksekusi Putusan,
yakni:

a. Di Pengadilan Negeri mana gugatan
diajukan

b. Di Pengadilan Negeri mana perkara
diperiksa dan di putus tingkat pertama

b) Kewenangan menjalankan eksekusi hanya
diberikan kepada Pengadilan Negeri;

c) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan
Ketua Pengadilan Negeri.

b. Syarat-syarat Sahnya Pelaksanaan Eksekusi
1) Adanya Peringatan (Aanmaning)

Peringatan adalah merupakan syarat pokok
eksekusi, karena tanpa peringatan eksekusi tidak dapat
dijalankan. Peringatan menjadi penting berkaitan dengan
pelaksanaan eksekusi itu sendiri, apakah dapat
dilaksanakan atau tidak. Eksekusi baru dapat dilaksanakan
(sebagai tindakan nyata) sejak waktu peringatan telah
lewat. Peringatan merupakan upaya yang dilakukan oleh
Ketua PN berupa teguran kepada tergugat agar ia
melaksanakan putusan secara sukarela. Tenggang waktu

peringatan yang diberikan undang-undang adalah secara

maksimum, yakni paling lama 8 (delapan) hari (Pasal 196
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HIR/Pasal 207 RBg). Artinya dalam selama delapan hari
kepada tergugat diminta untuk menjalankan putusan
secara sukarela®.
Syarat-syarat pelaksanaan eksekusi diantaranya
yaitu:
a) Adanya Surat Perintah Eksekusi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196
ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg, surat
perintah eksekusi adalah surat penetapan
ketua PN yang ditujukan kepada panitera
atau juru sita untuk menjalankan eksekusi.
Surat perintah ketua PN  berbentuk
penetapan. Bentuk penetapan ini bersifat
imperatif dan tidak boleh dalam bentuk
lisan. Pasal 197 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1)
RBg menjelaskan bahwa secara ex officio
ketua PN membuat perintah menjalankah
eksekusi dan perintah itu dengan surat.

b) Adanya Berita Acara Eksekusi

Berita acara eksekusi merupakan
syarat formal keabsahan pelaksanaan
eksekusi. Ketentuan berita acara eksekusi,
diatur dalam Pasal 197 ayat (4) HIR/ Pasal
209 ayat (4) RBg, secara tegas
memerintahkan pejabat yang menjalankan
eksekusi membuat berita acara eksekusi.
Oleh karena itu, tanpa dibuat berita acara
eksekusi maka eksekusi dianggap tidak sah.

c. Jenis-jenis Eksekusi

% Wildan Suyuthi, SITA EKSEKUSI Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Jakarta,

PT.Tatanusa, 2004, him 67
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Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya pada dasarnya
ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak
dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan
pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak
dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan
suatu “tindakan nyata” atau “tindakan riil”, sehingga eksekusi
semacan ini disebut “eksekusi riil”. Adakalanya hubungan hukum
yang mestinya dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan
”pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi semacam ini disebut
eksekusi "pembayaran uang36.

Menurut Retnowulan Sutantio pembagian jenis eksekusi
meliputi®’.

1) Eksekusi Pasal 196 HIR vyaitu eksekusi pembayaran

sejumlah uang

2) Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR vyaitu

menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan

3) Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan

akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa jenis

pelaksanaan eksekusi antara lain*®.

% M. Yahya Harahap, Op. Cit, him 23

%" Retnowulan Sutantio, Op.Cit, him 130
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1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang
dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196
HIR/208 Rbg). Prestasi yang diwajibkan adalah
membayar sejumlah uang

2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk
melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259
Rbg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi
prestasi yang berupa perbuatan tetapi pihak yang
dimenangkan dapat meminta pada hakim agar
kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan
uang

3) Eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR tetapi
diatur dalam Pasal 133 RV. Eksekusi riil merupakan
pelaksanaan prestasi yang dibebankan pada debitor oleh
putusan hakim secara langsung

4) Eksekusi parate atau eksekusi langsung (Pasal 1155
KUHPerdata)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa eksekusi

tidak hanya terhadap putusan hakim saja namun mencakup
pelaksanaan eksekusi dalam praktek yaitu eksekusi berdasarkan

perjanjian dan undang-undang. Bahkan dapat diperluas lagi

% Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, him 206
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5. Tah

a.

b.

C.

dengan eksekusi terhadap sesuatu yang menggangu hak dan
kepentingan, hal ini menunjukkan bahwa eksekusi bukan saja
merupakan pelaksanaan putusan hakim tetapi eksekusi merupakan
suatu upaya realisasi hak.

ap-tahap Pelaksanaan Eksekusi®.

Permohonan Eksekusi;

Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh

Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan

Negeri dan dituangkan dalam resume eksekusi;

Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat

dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya

eksekusi dan pemohon eksekuis dipersilahkan untuk melakukan
pembayaran;

Peringatan eksekusi (Aanmaning);

1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan
peringatan eksekusi/Aanmaning setelah lebih dahulu ada
permintaan eksekusi dari pemohon Eksekusi (Pihak yang
menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR
atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi
perintah kepada Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti
untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Pihak yang
kalah dalam perkara) untuk diperingatkan agar supaya
memenuhi atau menjalankan putusan;

2) Apabila termohon eksekusi (pihak yang kalah) tidak hadir
tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka

proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi

¥ Direktorat
Jakarta 2019, him 7

Jenderal Badan Peradilan Umum, Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri,
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peringatan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri menganggap
perlu untuk dipanggil sekali lagi;

3) Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri
harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dinatu
oleh Panitera, dengan dihadiri oleh pihak termohon eksekusi
(pihak yang kalah), serta apabila perlu dapat menghadirkan
pemohon eksekusi (pihak yang menang). Sebelum Ketua
Pengadilan melakukan peringatan eksekusi perlu memeriksa
terlebih dahulu indentitas dari termohon eksekusi (pihak
yang kalah) ataupun kuasanya dan pemohon eksekusi;

4) Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat
dalam Berita Acara yang ditandatangi oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan Panitera;

5) Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan
Negeri memperingatkan termohon eksekusi agar memenubhi
atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari
terhitung sejak diberikan peringatan;

6) Dalam hal Aanmaning pembayaran sejumlah uang, atau
eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil
pemohon eksekusi/kreditor dan termohon eksekusi/debitor
untuk mencari jalan keluar guna meringankan debitor;

Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri berdasarkan hasil apraisal dari penilai publik;
Sidang pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, BA
menjadi landasan keabsahan penetapan eksekusi selanjutnnya;
Ketua Pengadilan mengingatkan supaya termohon eksekusi
melaksanakan isi putusan paling lambat 8 (delapan) hari (Pasal
196 HIR/207 RBg)

. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan
atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan
putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti pemrmohonan
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eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak
yang menang (Pasal 197 Ayat 1 HIR/Pasal 208 Ayat 1 RBQ);
Tata cara Aanmaning terhadap semua objek eksekusi relatif
sama;

Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (conservatoir
beslaag), maka tidak diperlukan lagi sita eksekusi (excekutorial
beslaag). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan
sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat
mengeluarkan penetapan sita eksekusi;

Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk
melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal
pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah
dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan;

Apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI (yang masih
aktif atau telah purnawirawan), maka harus melibatkan

pengamanan Polisi Militer (PM)

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1.

Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu

pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi
wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar
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pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan,
melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan
kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep
putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum
diucapkan di persidangan oleh hakim?.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh
hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung
sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu
persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum
Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat
dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya
saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa
pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang
telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan
pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara
Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda*’.

2. Asas-Asas Putusan Hakim
Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang

dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR,

0 Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Revisi. Yogyakarta:
Liberty, 2006, him 115

*1' M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata. Jakarta, Sinar Grafika, 2004, him 78
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Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman®. Antara lain:
a. Memuat dasar dan alasan dengan jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus
berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang
tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang
tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd
(insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi
dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yakni:

1) Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-

undangan;

2) Hukum kebiasaan;

3) Yurisprudensi, atau;

4) Doktrin hukum

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal

189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total

42 sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
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C.

d.

dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan
yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan
sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.
Tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal
189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh
mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan.
Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan
maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan
harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim
dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.
Diucapkan di muka umum

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas
ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses
yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak
belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau
confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi
atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para
pihak yang bersengketa.

Selain persidangan harus terbuka untuk umum,
pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan

mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang
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pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan
putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim
Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG
dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir
walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat
secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara
persidangan saja. Berdasarkan apa yang tercantum di dalam kedua
Pasal diatas, dapat dikategorikan ada 2 (dua) jenis putusan yaitu
putusan sela dan putusan akhir.
a. Putusan Sela
Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih
dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk
memperlancar jalannya pemeriksaan.putusan sela tidak
mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap
arah dan jalannya pemeriksaan.Putusan sela dibuat seperti
putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan
ditulis dalam berita acara persidangan saja.
Putusan Sela (interim meascure) adalah putusan yang
dijatunkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok
perkara perdata. Adanya putusan sela biasanya dijatuhkan

karena ada eksepsi dari Tergugat, eksepsi oleh tergugat
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biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya
putusan sela oleh hakim pemeriksa perkara®.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara
Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa:

1) Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang
eksepsi tersebut;

2) Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil
dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok
perkara;

3) Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi
yang berisi pernyataan PN tidak berwenang
mengadilinya baik secara absolut maupun
relatif;

4) Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;

5) Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan
memutus eksepsi lebih dahulu;

6) Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak
dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum
adanya putusan yang menegaskan apakah PN
yang bersangkutan berwenang untuk
memeriksanya atau tidak, hakim bebas untuk
menjatuhkan putusan menolak atau
mengabulkan®.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka
untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan

panitera yang turut bersidang.Putusan sela selalu tunduk pada

4 https://klikhukum.id/curkum-71-apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-sela/ diakses

tanggal 29 Mei 2021

* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2015, HIm 426
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putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya
dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para
pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim
menyelesaikan  pemeriksaan  perkara, sebelum  hakim
menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam
teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul
dari putusan sela®, antara lain:

1) Putusan Preparatoir

Putusan Preparatoir adalah putusan sela
yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan
akhir®®. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas
pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya
dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.
Misalnya:

a) Putusan yang menolak atau menerima
penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-
saksi;

b) Putusan yang menolak atau menerima
pen_undaan sidang untuk pemeriksaan saksi

C) ?’TJItIL’Jsan yang memerintahkan tergugat supaya
menghadap sendiri dipersidangan pengadilan

untuk dimintai keterangan langsung tentang
terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya

** M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 20

“8 Ibid, him 32
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walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa
hukumnya dan lain sebagainya.

2) Putusan Interlocutoir

Putusan Interlocutoir adalah putusan sela
yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan
terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada
para pihak yang sedang berperkara dan para saksi
yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

Putusan Interlocutoir ini dapat
mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari
pemeriksaan  terhadap  alat-alat  buktidapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
membuat keputusan akhir®’.

a) Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli,
berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim
secara ex officio maupun atas permintaan salah
satu pihak, menganggap perlu mendengar
pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal
yang belum terang tentang masalah yang
disengketakan;

b) Memerintahkan pemeriksaan setempat
(gerechtelijke plaatssopmening) berdasarkan
Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau
atas permintaan salah satu pihak, perlu
dilakukan  pemeriksaan  setempat maka
pelaksanaannya dituangkan dalam putusan
interlocutoir yang berisi perintah kepada
Hakim Komisaris dan Panitera untuk
melaksanakannya;

" Ibid, him 33
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c) Memerintahkan pengucapan atau
pengangkatan sumpah baik sumpah penentu
atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR,
Pasal 1929 KUHPerdata maka pelaksanaannya
dituangkan dalam putusan interlocutoir;

d) Memerintahkan pemanggilan para saksi
berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang
diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi
tidak dapat menghadirkannya berdasarkan
pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan
dapat meminta kepada hakim supaya saksi
tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita;

e) Memerintahkan  pemeriksaan  pembukuan
perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa
oleh akuntan publik yang independen.

3) Putusan Insidentil

Putusan Insidentil adalah putusan sela yang
berhubungan dengan insident atau peristiwa yang
dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk
sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu
pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

a) Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat
mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum
dilaksanakan putusan serta merta.

b) Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga
turut serta dalam suatu perkara (voeging,

tusschenkomst, vrijwaring) dan sebagainya®.
4) Putusan Provisional

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB.
Disebut juga prvisionele beschikking, yakni
keputusan yang bersifat sementara atau interm

award (temporaru disposal) yang berisi tindakan

“8 Ibid, him 34
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sementara menunggu sampai  putusan akhir

mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Untuk menunggu putusan akhir, putusan

provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan

alasan yang sangat mendesak demi kepentingan

salah satu pihak. Misalnya:

a)

b)

b. Putusan Akhir

Putusan

Putusan dalam perkara perceraian dimana
pihak istri  mohon agar diperkenankan
meninggalkan tempat tinggal bersama suami
selama dalam proses persidangan berlangsung.
Putusan yang menyatakan bahwa suami yang
digugat oleh istrinya karena telah melalaikan
kewajibannya untuk memberikan nafkah
kepada anak istrinya, agar suami tersebut
dihukum untuk membayar nafkah terlebih
dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan
akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

Akhir adalah putusan yang mengakhiri

pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan

pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua

tahapan pemeriksaan.

Putusan

akhir (eindvonnis) adalah putusan yang

mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.

Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat

pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan
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negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan
pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung™.

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya
(diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu®’:

1) Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang
hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan
hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang
keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli
waris yang yang sah, putusan pemilik atas suatu
benda yang sah.

2) Putusan Constitutief (Pengaturan)

Putusan Constitutief adalah putusan yang
dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau
menimbulkan suatu keadaan hukum vyang baru.
Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang
menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan
tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu

perkara.

* H. Zainuddin Mappong, Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara
Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata), Tunggal Mandiri
Publishing, Malang, 2010, him 34

*% 1bid, him 35
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3) Putusan Condemnatoir (Menghukum)

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang
bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam
persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada
umumnya putusan condemnatoir ini terjadi
disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan
antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada
perjanjian atau undang-undang telah terjadi
wanprestasi  dan  perkaranyadiselesaikan  di
pengadilan. Contoh:

a) Hukuman untuk meyerahkan sebidang
tanah beserta bangunan rumah yang
berdiri diatasnya sebagai pelunasan utang

b) Hukuman untuk membayar sejumlah
uang

c) Hukuman untuk membayar ganti rugi

d) Hukuman untuk menyerahkan barang-
barang jaminanbaik terhadap barang-
barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan condemnatoir ini mempunyai
kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang
dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi
prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah
mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga

dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana

pelaksnaan eksekusi terhadap barang-barang yang
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menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan
dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang
dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah)
setempat.

Putusan berdasarkan kehadiran para pihak, yang kategori
putusan ini juga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai
berikut:

4) Putusan Gugatan Gugur

Yakni apabila Penggugat tidak datang pada
hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak
menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil
secara patut, maka dalam hal ini hakim dapat dan
berwenang untuk menjatuhkan putusan
menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan
dengan itu penggugat akan dihukum membayar
biaya perkara, sebagaimana telah diatur dalam Pasal
124 HIR. Hal ini jelas menguntungkan Tergugat
karena tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah
sebagaimana yang dikemukakan di gugatan
penggugat.

5) Putusan Verstek
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Putusan ini merupakan suatu hukuman yang
diberikan kepada tergugat atas ketidakhadirannya
dimuka persidangan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan oleh Pengadilan, meskipun tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut. Putusan ini diatur
dalam Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 78 Rv. Bentuk
hukumannya adalah tergugat dianggap mengakui apa
yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya,
terhadap putusan ini pihak tergugat dapat
mengajukan upaya perlawanan atau verzet. Dalam
tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak putusan verstek diberitahukan
kepada tergugat.

6) Putusan Kontradiktoir atau (Contradictoir Vonnis)

Yakni putusan atas dasar kehadiran para
pihak pada saat pembacaan putusan akhir. Oleh
karena itu ada dua jenis putusan contradictoir, Pada
saat pembacaan putusan diucapkan para pihak hadir
dan Pada saat pembacaan putusan diucapkan salah

satu pihak tidak hadir.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode
penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian metode
yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Lebih lanjut, Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum
adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi®*.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur
tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran
dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan, sehingga dapat
menghasilkan sebuah karya tulis berkualitas yaitu karya tulis yang
memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain

tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang

5! peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2011, him 35
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digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk
memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian®%.

Metodologi pada hakekatnya berusaha untuk memberikan
pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari,
memahami, dan menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi di
masyarakat. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun
fakta-fakta dan menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta
yang diamati secara seksama dengan kaidah-kaidah/dalil hukum yang ada
dan berlaku di masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa
didapatkan sebuah kesimpulan dan temuan yang berguna bagi peneliti

khususnya dan juga pada kalangan masyarakat pada umumnya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah literer atau penelitian
perpustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan
mengkaji buku-buku atau Kkitab-kitab terkait dengan tesis ini yang
berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal
dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).

>2 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, him 10.
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Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter
Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum
doktrinal adalah sebagai berikut:

“doctrinal research: research wich provides a systematic
exposition of the rules goverming a particular legal kategory,
analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty
and, perhaps, predicts future development.”

Dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai berikut
“Penelitian  doktrinal adalah penelitian yang memberikan
penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum
tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan
daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa
depan)2,

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu
pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan
tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,
yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak
menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis
melainkan dengan pemahaman mendalam (in depth analysis)
dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus.

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan
yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara

atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum

dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan

>3 Op, cit, him 32
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permasalahan yang dibahas. Pendekatan yuridis normatif yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan

hukum positif.

Pada pendekatan penelitian normatif, ada beberapa

pendekatan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah

hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:>*

a. Pendekatan kasus (case approach)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang
telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Dilakukan dengan menelaah semua ketentuan undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan historis (historical approach)

Dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga
hukum dari waktu ke waktu guna memahami perubahan
dan pekembangan filosofi yang melandasi aturan

tersebut.

. Pendekatan perbandingan (comparative approach)

> 1bid, him 93
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Dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan
hukum.

e. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
Dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa
pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach).

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Suatu
penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-
undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang
menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian, pendekatan
ini digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang
berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi suatu putusan Pengadilan
yang tentunya diperlukan untuk memahami aturan dan asas-asas
peraturan perundang-undangan serta untuk menemukan jawaban
terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian

ini.
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C. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini bersumberkan pada sumber data
sekunder. Data sekunder adalah data yang berbentuk bahan pustaka yang
telah terdokumentasi, siap saji, siap digunakan, dan tidak terikat pada
waktu dan tempat.

Data sekunder atau bahan pustaka berasal dari bahan bahan hukum
diantanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier, antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat™. Bahan
hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan
hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-
bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan
putusan-putusan hakim®. Di dalam tesis ini bahan hukum primer
terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer), Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-

> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2006), him 52
% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana, 2009, him 141
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Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan,
Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN

Llg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer®’. Yaitu berupa buku-buku literatur,
jurnal-jurnal  ilmiah, maupun tulisan-tulisan ilmiah  yang
berhubungan dengan materi atau substansi penelitian yang akan

dibahas didalam Tesis ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder®®. Dalam penelitian ini

bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
b. Kamus Hukum

c. Ensiklopedia

" Op Cit, him 53

%8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2006), him. 114
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d. Jurnal dan atau bahan yang berasal dari situs internet yang
berkaitan dengan cara/metode dalam melakukan eksekusi

suatu Putusan Hakim Pengadilan

D. Pengolahan Bahan Hukum
Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan

pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai
berikut:
1. Editing
Yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang
diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan
bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan
hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
2. Sistematisasi
Yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian
melakukan Klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan
menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang
dilakukan secara logis, artnya ada hubungan dan keterkaitan antara
bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
3. Deskripsi
Yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan

hukum yang diperoleh kemudian menganalisanya™.

> Soerjono Sukanto, Op, Cit., him. 181
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E. Metode Analisis Bahan Hukum
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus

M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang
diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal
dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum).
Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis
itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak
sesederhana silogisme tradisional®®. Penelitian ini menggunakan teknik
analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan
bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang
bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih
Khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu
Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN.Llg, Kemudian menginventarisasi dan
mengidentifikasi  peraturan  perundang-undangan,  selanjutnya
dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-
undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-

undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

% peter Mahmud Marzuki, Op, cit, him 47
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Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang penulis

inventarisasi adalah sebagai berikut:

1.

2.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
(SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam

membahas suatu persoalan hukum®. Metode penafsiran yang

digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran Sistematis

61 Johan, Bahder Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008,

him 93
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Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan
jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam
suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain®
Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri
sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem
perundang-undangan.

Menurut pendapat ahli lainnya Penafsiran sistematis yaitu
penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang
lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada
perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-
undangan hukum lainnya.

Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten,
sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis
dengan penatalaksananya secara Kritis, logis, dan sistematis, sehingga
nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

b. Penafsiran Otentik
Penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang

sudah jelas dalam undang-undang.

%2 peter Mahmud Marzuki, Op, cit, him 11
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.LIg Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tetapi Tidak di Eksekusi

1. Putusan PN Lubuklinggau Merupakan Putusan Condemnatoir

(Bersifat Menghukum)

Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN.LIg merupakan putusan yang bersifat menghukum
(condemnatoir) dimana Para tergugat di dalam amar putusan hakim
dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

b. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum;

c. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Riil
berupa kerugian materil yang diderita para Penggugat sebesar Rp.
9.900.000.- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

d. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi
putusan dalam perkara ini;

e. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan condemnatoir adalah putusan yang di dalamnya

mengandung amar penghukuman, vyaitu amar menghukum atau

membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk
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melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum®®. Putusan
yang ditelaah dalam tesis ini mengacu dengan apa yang dijelaskan
dalam pengertian putusan condemnatoir diatas adalah merupakan
putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir).

Ciri-ciri  putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir,
dirumuskan sebagai berikut:*

a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;

b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah
atau rumabh;

€. Menghukum atau memerintahkan “membongkar” suatu bangunan;

d. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan
tertentu (contoh: pembagian warisan);

e. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan
atau keadaan;

f. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran”
sejumlah uang.

Berdasarkan ciri-ciri putusan condemnatoir, Putusan dalam
pembahasan tesisi ini adalah putusan yang bersifat menghukum
(condemnatoir) mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan
eksekutorial. Kekuatan mengikat Putusan pengadilan memiliki
kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi
juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat diganggu gugat.

Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (bindende

% M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta, Ull Press, 2014, him 14

% Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Jakarta, 2019, him 6
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kracht) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap
benar.

Putusan kondemnator (condemnatoir) adalah putusan yang
memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.
Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak

terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif®

. Oleh karena itu dapat

dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar

deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri
sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana
hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat
deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.

Oleh karena itu, amar putusan condemnatoir:

a. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar
deklaratif, sehingga amar deklarator merupakan conditio sine qua
non atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan
kondemnator;

b. Penempatan amar deklarator dalam putusan yang bersangkutan,
mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator.

Tanpa didahului amar deklarator seperti itu, hakim tidak
mungkin menjatuhkan amar kondemnator yang menghukum tergugat
menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka

melakukan pembagian harta warisan. Suatu putusan yang hanya berisi

amar deklarator tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar

% Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 877
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manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif
menyelesaikan sengketa. Selain itu, putusan demikian mengakibatkan
tidak tuntasnya sengketa, karena tanpa amar kondemnator, pelaksanaan
atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi,
apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela®.

Kekuatan esekutorial dari putusan ini adalah dikarenakan
Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk
dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi
oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan
putusan tersebut secara sukarela.

Hanya putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) yang
bisa dilakukan eksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya
mengandung unsur “penghukuman” kepada pihak yang kalah dalam
suatu perkara perdata di Pengadilan.

Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi secara paksa oleh
pengadilan. Dari tiga bentuk putusan hakim yaitu putusan declaratoir,
konstitutif,dan condemnatoir, hanya bentuk yang terakhir ini saja yang
dapat dieksekusi. Putusan condemnatoir merupakan putusan yang
bersifat menghukum, sehinga perlu dilaksanakan secara sukarela atau

paksa melalui eksekusi. Sedangkan putusan declaratoir dan putusan

% Ibid, him 877
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konstitutif ~ tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk
melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena untuk kedua jenis
putusan hakim ini tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi,
sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak tergantung kepada
bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Lilik Mulyadi, bahwa pada
asasnya putusan hakim hanya bersifat, ’condemnatoir’ dengan amar
berisi penghukuman saja yang dapat dieksekusi. Seperti: penghukuman
berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah,
membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan
lain-lain. Sedangkan terhadap putusan hakim dengan sifat amar
declaratoir dan konstitutif tidak memerlukan eksekusi oleh karena
pada putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah
serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta sejak putusan itu
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum?®’.

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila
pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara
sukarela. Keengganan Tergugat menjalankan pemenuhan putusan
secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa

tindakan paksa yang disebut eksekusi.

%7 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia,
Jakarta, Djambatan, 2002, him 276

75



Proses eksekusi terlebih dahulu harus diajukan oleh Pemohon
Eksekusi dalam hal ini Penggugat atau Tergugat yang menang dalam
suatu perkara. Apabila Penggugat yang memenangkan perkara maka
yang mengajukan permohonan eksekusi adalah Penggugat, begitupun
sebaliknya apabila Tergugat yang memenangkan perkara maka
Tergugatlah yang harus membuat permohonan eksekusi kepada Ketua
Pengadilan Negeri dimana gugatan diajukan dan/atau Pengadilan

Negeri dimana perkara diperiksa dan diputus di tingkat pertama.

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg
Pada hakikatnya Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap
tindakan. Yaitu tahap Pendahuluan, tahap Penentuan dan tahap
Pelaksanaan. Tahap Pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada
penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan
pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada
putusannya. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan
pelaksanaan dari pada putusan®®.
Sehubungan dengan tahap pelaksanaan (eksekusi) putusan
tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim

dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Yogyakarta
,Liberty, 2016, him 5

76



memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan,
unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Peranan Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman, pada
prinsipnya tidak lain dari pada melaksananakan fungsi peradilan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bagi hakim dalam mengadili
suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau
peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat,
sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat
menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-
tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif
tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan
bukan secara a priori menemukan putusannya sedangkan
pertimbangannnya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang
sebenarnya diketahui oleh hakim dari pembuktian. Jadi bukannya
putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru
dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus
dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian
sampai pada putusan®®.

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan
tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg

dan Pasal 19 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 (dahulu diatur

% Ibid, him 5
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dalam Pasal 18 Undang Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang
kekuasaan kehakiman), antara lain:
a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang
jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan
bertitik tolak pada ketentuan:

1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,

2) Hukum kebiasaan,

3) Yurisprudensi, dan

4) Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun
1970 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 35 tahun 1999
dan sekarang dengan Pasal 25 undang-undang No. 4 tahun 2004
tentang Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan
Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan
mencantumkan pasal pasal peraturan perundang-undangan tertentu
yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan
hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.
Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau
secara ex officio wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak
dikemukakan para pihak yang berperkara.
b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, putusan harus

total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan

78



yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian
saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.
c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3
Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi
tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini berupa ultra
petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun
petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra
vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of
his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus
dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan
itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum
(public interest). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari
apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah
(ilegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim
yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran
terhadap prinsip rule of law:

1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal
sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan mesti
hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with law);

2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang
dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang
diberikan Pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai
dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan

tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the
powers of his authority).
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d. Diucapkan dimuka umum
Mempunyai makna:
1) Prinsip keterbukaan untuk Umum bersifat Imperatif
(memaksa).

2) Berakibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap

diucapkan dalam sidang terbuka.

4) Diucapkan di dalam sidang Pengadilan

5) Radio dan Televisi dapat menyiarkan Langsung

Pemeriksaan dari Ruang Sidang sesuai dengan
perkembangan era teknologi informasi

Perlu diketahui bahwa putusan hakim yang dapat dilaksanakan/
yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan dengan
mensyaratkan mencantumkan kalimat “Demi Keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari tidak tercantumnya
rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, dapat mengakibatkan
putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya,
eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya, dan
putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki
kekuatan eksekutorial.

Dalam penelitian ini, sekaligus menjadi bahan hukum primer
dari penelitian ini, eksekusi suatu Putusan Hakim mengacu kepada
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam

Pasal 54, dan Pasal 55. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat (3)

menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara
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perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua
pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ketua
pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56) .

Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum yang berbunyi: “Dalam Perkara Perdata, Panitera
Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan”
artinya bahwa Panitera merupakan salah satu person in charge yang
diberikan kewenangann oleh undang-undnag dalam melaksanakan
eksekusi suatu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dibantu oleh Jurusita yang tugasnya tertuang dalam Pasal 65 Ayat (1)
huruf ¢ yaitu: “melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan
Negeri”, juga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk
melaksanakan eksekusi suatu putusan dalam perkara Perdata.

Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban
untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya, atau

realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi

® Djamanat Samosir, HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara
Perdata, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, him 329.
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yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan istilah menjalankan
putusan mengartikan bahwa tiada lain daripada melaksanakan secara
paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila
pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela sebagai pihak
yang dikalahkan.

Pelaksanaan terhadap suatu eksekusi putusan pengadilan harus
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang
yaitu sebagai berikut:

1) Adanya Surat Perintah Eksekusi
Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1)/ Pasal 208
ayat (1) RBg, surat perintah eksekusi adalah surat penetapan
ketua PN yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk
menjalankan eksekusi. Surat perintah ketua PN berbentuk
penetapan. Bentuk penetapan ini bersifat imperatif dan tidak

boleh dalam bentuk lisan. Pasal 197 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1)

RBg menjelaskan bahwa secara ex officio ketua PN membuat

perintah menjalankah eksekusi dan perintah itu dengan surat’.

2) Adanya Berita Acara Eksekusi
Berita acara eksekusi merupakan syarat formal

keabsahan pelaksanaan eksekusi. Ketentuan berita acara

"t Johanes Bratawijaya, EKSEKUTABILITAS PUTUSAN PERADILAN PERDATA
(Penelitian asas, Norma, dan Praktek Penerapannya), Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2002, him 337
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eksekusi, diatur dalam Pasal 197 ayat (4) HIR/ Pasal 209 ayat

(4) RBg, secara tegas memerintahkan pejabat yang

menjalankan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Oleh

karena itu, tanpa dibuat berita acara eksekusi maka eksekusi
dianggap tidak sah’.

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN. Llg merupakan Putusan yang bersifat
condemnatoir (menghukum) maka harus dilakukan eksekusi.

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan.
Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-
masing, namun dapat diambil garis besarnya bahwa kekuatan putusan
antara lain";

a. Kekuatan mengikat,

Sifat mengikat ini bertujuan untuk menetapkan suatu
hak atau suatu hubungan hukum antara para pihak yang
berperkara. Dalam hukum acara kita putusan mempunyai
kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif.
Yakni dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dalam arti positif, bahwa pada prinsipnya putusan

pengadilan itu untuk mnyelesaikan perselisihan antara
mereka yang sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-

" 1bid, him 338

" Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Jakarta, Prenada media, 2005, him 309
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pihak tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang
dijatuhkan oleh pengadilan. Dan tidak boleh melakukan
hal-hal yang bertentangan dengan putusan tesebut, karena
putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak
yang berperkara (Pasal 1917-1920 BW).

2) Sedangkan dalam arti negatif, bahwa kekuatan mengikat
pada suatu putusan ialah hakim tidak boleh memutus
perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang
sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan
dari tindakan tersebut dapat mengakibatkan “Nebis in
Idem” (Pasal 134 RV).

Kekuatan Pembuktian

Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai
alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk
keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sehingga
putusan harus dibuat secara tertulis, dan juga merupakan akta
otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Sekalipun
putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak
ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap
pihak ketiga. Kekuatan pembuktian terhadap putusan pidana,
diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, namun tentang
kekuatan pembuktian putusan perdata tidak ada ketentuannya.
Menurut pasal 1916 ayat 2 Nomer 3 BW maka putusan hakim
adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan
bahwa isinya benar : apa yang telah diputus oleh hakim harus
dianggap benar (res judicata pro veritate habateur). Adapun
kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada

pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk
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menggunakan kekuatan pembuktian putusan terdahulu. Putusan
verstek, tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk
mengikat’*.
c. Kekuatan Eksekutorial
Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai
kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary

power).

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan
kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.
Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh
suatu putusan yang inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap).

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi. Menurut M.
Yahya Harahap, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan
oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara,
merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemerikasaan
perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang

berkesinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata.

" R. Ida Iswojokusumo dalam Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,
Yogyakarta, Liberty, 1998, him 183
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Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg".

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut
eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206
sampai Pasal 258 Rbg. Namun pada saat sekarang, tidak semua
ketentuan pasal-pasal itu berlaku efektif.

Yang masih betul-betul berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal
208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258
Rbg, selain itu juga masih ada Pasal 225 HIR atau Pasal 259 HIR yang
mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum
untuk melakukan suatu “’perbuatan tertentu”, kemudian adapula Pasal
18 HIR atau Pasal 191 Rbg, yang mengatur tentang pelaksanaan
putusan secara “serta merta” (uitvoerbaar bij voorraad) yakni
pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun
putusan tersebut belum memeproleh kekuatan hukum tetap. Sedang
Pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang
mengatur tentang “sandera” (gijzeling), tidak lagi diperlakukan secara
efektif’®.

Aturan-aturan inilah yang menjadi pedoman tindakan eksekusi.

Namun dalam pelaksanaan nya tidak terlepas dari dari peraturan lain

> M. Yahya Harahap, Op, Cit, him 1
" Ibid, him 1
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seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi maupun
praktik peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian
masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto. Misalnya dalam
eksekusi mengenai sejumlah uang dan barang dalam penelitian ini
yang tidak dapat diselesaikan dengan mengaitkan pasal-pasal yang ada
dalam KUHPerdata sahaja akan tetapi juga dapat megacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-undang No. 4

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan’’.

Dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.LIg belum memenuhi asas-asas umum
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Hukum
Acara Perdata, antara lain:

a. Tidak menjalankan putusan yang Telah Berkekuatan Hukum
Tetap

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap
adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan
tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat
banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang berkekuatan hukum
tetap adalah litis finiri opperte, maksudnya tidak bisa

disengketakan lagi oleh para pihak yang berperkara.

™ Ibid, him 17

87



Dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri
Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg dan tidak adalagi
upaya hukum lainnya yang dilakukan baik oleh Penggugat
maupun Para Tergugat yaitu Banding ke Pengadilan Tinggi
maupun Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia,
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Hukum
Acara Perdata maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum
tetap dan telah tertutup upaya hukum lainnya.

. Pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan
permohonan eksekusi

Pihak Pemohon Eksekusi (Para Penggugat/pihak yang
menang dalam perkara ini) telah mengajukan permohonan
eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
melalui permohonan secara tertulis. Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau mengeluarkan Aanmaning (Peringatan Keras)
kepada Para Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk mentaati
dan melaksanakan apa yang tertuang di dalam putusan ini.

Aanmaning atau Peringatan adalah merupakan syarat
pokok eksekusi, karena tanpa peringatan eksekusi tidak dapat
dijalankan. Peringatan menjadi penting berkaitan dengan
pelaksanaan eksekusi itu sendiri, apakah dapat dilaksanakan

atau tidak. Eksekusi baru dapat dilaksanakan (sebagai tindakan
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nyata) sejak waktu peringatan telah lewat. Peringatan
merupakan upaya Yyang dilakukan oleh Ketua PN berupa
teguran kepada tergugat agar ia melaksanakan putusan secara
sukarela. Tenggang waktu peringatan yang diberikan undang-
undang adalah secara maksimum, yakni paling lama 8
(delapan) hari (Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg). Artinya dalam
selama delapan hari kepada tergugat diminta untuk
menjalankan putusan secara sukarela’®.
c. Tidak diindahkannya Aanmaning oleh Para Tergugat
Aanmaning atau Peringatan dari Ketua Pengadilan
Negeri Lubuklinggau tidak diindahkan oleh Para Tergugat
sehingga pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam tesis ini
tidak terlaksana sesuai dengan perintah ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sehingga hal ini jelas merugikan Para
Penggugat dimana haknya tidak dipenuhi oleh Para Tergugat
sebagai pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan tersebut.
d. Tidak ada perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
untuk langsung melakukan eksekusi
Dalam buku yang berjudul “Pedoman Eksekusi Pada
Pengadilan Negeri” apabila termohon eksekusi

(Tergugat/Pihak yang kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah

’® Mohammad Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta, Rineka Cipta,
2004, him 215-216.
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dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat
langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa
sidang insidentil untuk memberi peringatan.

Seharusnya Pemohon eksekusi kembali meminta
kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk
melakukan eksekusi langsung tanpa sidang insidentil,
dikarenaka Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut
tetapi tidak hadir pada saat yang telah ditentukan, kecuali Ketua
Pengadilan Negeri menganggap perlu untuk dipanggil sekali
lagi. Sampai dengan saat ini Putusan Pengadilan Negeri
Lubuklinggau yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
tidak di eksekusi disebabkan oleh Pengadilan Negeri tidak
memanggil untuk kedua kali para Termohon Eksekusi serta
tidak melakukan perintah eksekusi secara langsung dan
Pemohon Eksekusi juga tidak meminta kembali untuk
dilaksanakan eksekusi putusan tersebut, pada akhirnya Putusan
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.
Llg Tidak dilakukan eksekusi meski telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde).

Berdasarkan pemaparan serta mengacu kepada ketentuan
perundang-undangan yang ada sebagai metode pendekatan dalam

penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), maka
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dapat dilihat bahwa eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri
Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.LIg yang dimohonkan oleh
Penggugat/Pemohon eksekusi, secara hukum tidak terlaksana (tidak
dilakukan eksekusi) dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku beserta petunjuk atau tata cara pelaksanaan
eksekusi yang tertuang dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
pedoman teknis bagi peradilan umum khususnya dalam penelitian ini
Pangadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan eksekusi
putusannya. Sehingga fungsi dan tugas jabatan seperti Ketua Pengadilan,
Panitera dan Juru Sita di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah
ditentukan dan diberikan kewenangan oleh Undang-undang tidak dapat
melaksanakan kewajibannya.

Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pihak yang berperkara
terkhusus yang telah memenangkan perkara dalam penelitian ini, karena
tentunya sudah mengeluarkan tenaga, fikiran, waktu dan juga materil
dalam mencari keadilan dan kepastian hukum atas apa yang menjadi objek
sengketa dalam perkara ini.

3. Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Yudisial (KY) Terhadap
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Yang Tidak Melaksanakan
Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van

gewijsde)
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Kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial
bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan.
Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan khususnya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial , pasal 20A
ayat (1) poin d yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas, Komisi
Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara’.

Undang-Undang mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial
merupakan pengawas eksternal perilaku hakim berpedoman pada Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama oleh Komisi
Yudisial dan Mahkamah Agung. Faktanya bahwa sebagian besar
laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial
menyangkut  perilaku  hakim  dalam  mengadili  dan/atau
memutus/menetapkan putusan, sehingga tidak bisa terhindarkan dalam
memeriksa laporan masyarakat, Komisi Yudisial harus membaca
putusan sebagai pintu masuk dan/atau bukti terjadi atau tidaknya

pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim®°.

® Komisi Yudisial, Tegaskan Menjaga Independensi Pengadilan, Buletin Komisi Yudisial,

2012, him 9

8 Rishan, Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan, Genta Press,

2013, him 4
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Reformasi melahirkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang
berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, salah satu
tugas yang melekat pada lembaga ini adalah pengawasan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Yudisial memiliki tugas:

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku
hakim;

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan
pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

c. Melakukan verifikasi, Kklarifikasi, dan investigasi terhadap
laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman
Perilaku Hakim secara tertutup;

d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode
Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan

e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap
orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial bersama

pengawas internal kehakiman, Badan Pengawasan Mahkamah Agung,
menyelaraskan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut melalui
beberapa peraturan bersama. Salah satunya, keputusan bersama
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik
Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/1V/2009-02/SKB/P.KY/1V/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain itu,

terdapat pula beberapa peraturan bersama, seperti: Peraturan Bersama

tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
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Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan
Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan
Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang
disusun tahun 2012.

Dalam hal proses adanya dugaan terhadap hakim melakukan
pelanggaran kode etik, khususnya terkait dengan laporan mengenai
eksekusi harus memuat dan melampirkan sebagai berikut:

a. Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi

b. Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi

c. Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya
pemohon eksekusi)

d. Fotokopi surat penetapan eksekusi

e. Fotokopi surat teguran (aanmaning)

f. Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi

g. Fotokopi berita acara sita eksekusi.

Adapun beberapa perbuatan yang dilarang dan tidak boleh
dilakukan oleh hakim, diantaranya®:

a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak
yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan
saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi
hakim yang bersangkutan.

b. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah
suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga
hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah,
hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau
fasilitas dari: advokat; penuntut; orang yang sedang diadili;
pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili.

c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk
kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

8 Lihat Pasal 5 s.d pasal 11 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-
02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
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d. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan,
memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau
menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di
pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

e. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim
untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau
siapapun juga dalam hubungan finansial.

Apabila hakim melakukan perbuatan yang dilarang tersebut,
maka hakim dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Pelanggaran
adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh
seorang hakim yang bertentangan dengan normanorma yang
ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.14 Seorang
hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan
dikenakan sanksi.

Jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran KEPPH, maka
akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli.
Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan
tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh
Komisi Yudisial. Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pelapor dan saksi
dituangkan dalam bentuk Laporan Penanganan Pendahuluan (LPP)
yang akan dibawa ke Sidang Panel. Proses ini dilakukan secara
tertutup dan bersifat rahasia. Sidang Panel merupakan forum

pengambilan keputusan oleh tiga Anggota Komisi Yudisial untuk

memutuskan apakah laporan masyarakat itu dapat ditindaklanjuti atau
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tidak dapat ditindaklanjuti. Proses ini pun dilakukan secara tertutup
dan bersifat rahasia.

Laporan yang putusannya dapat ditindaklanjuti karena terdapat
dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan atau
permintaan Klarifikasi kepada hakim terlapor. Hasil pemeriksaan atau
klarifikasi hakim terlapor dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP). Sebaliknya, apabila Sidang Panel memutuskan
laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat
dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat
dianggap berakhir.

Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti
melanggar KEPPH atau tidak, maka dilakukan melalui Sidang Pleno.
Sidang ini merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial
untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau
tidak terbukti. Sidang Pleno dilakukan oleh tujuh orang atau paling
sedikit lima orang Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pleno dilakukan
secara tertutup dan bersifat rahasia. Hasil Sidang Pleno tersebut
tertuang dalam Putusan Sidang Pleno. Apabila di dalam Sidang Pleno
hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi
Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga

melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur

96



dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Mekanisme penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti
tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 menyatakan, Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan
sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang
melanggar KEPPH. Sanksi tersebut berupa sanksi ringan, sanksi
sedang dan sanksi berat.

a. Sanksi ringan terdiri dari®*:
1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis;
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri dari:

1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu)
tahun;

2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji
berkala paling lama 1 (satu) tahun;

3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu)
tahun;

4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;

5) Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih
rendah;

6) Pembatalan atau penangguhan promosi.

c. Sedangkan sanksi berat terdiri dari:

1) Pembebasan dari jabatan;

2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling
lama 2 (dua) tahun; penurunan pangkat pada pangkat
yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga)
tahun;

3) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun

® Lihat Pasal 19 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 -02/PB/P.KY/09/2012
Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
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4) pemberhentian tidak dengan hormat

Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan
Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.LIg, sesuai dengan
Pasal 18 Ayat (3) huruf g dan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Bersama
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi
Yudisial  Republik Indonesia  Nomor :  02/Pb/Ma/lx/2012
02/Pb/P.Ky/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Hakim maka apabila terdapat laporan kepada
Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial merekomendasikan kepada
Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi dengan kategori berat
kepada Hakim yang menangani perkara ini.

Usulan penjatuhan sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan
wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat, pertama
jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang
penjatuhan sanksi, dan kedua, Mahkamah Agung belum menjatuhkan
sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan Pasal
22D ayat (3) UU Komisi Yudisial.

Pengawasan Komisi Yudisial telah diatur secara konstitusional
dan jelas tugasnya menjaga harkat dan martabat perilaku hakim.
Bentuk pengawasan refresif (penindakan) dan perventif (pencegahan)
termasuk dalam kewenangan Komisi Yudisial untuk memaksimalkan

pengawasannya dan Komisi Yudisial hanya bersifat eksternal artinya
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hanya perilaku hakim yang diawasi dan bukan pada teknis yudisial

yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim Tidak Memuat Materi
Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan Sita Eksekusi
(Executorial Beslaag)

Dalam amar putusan ini sama sekali tidak mencantumkan sita
terhadap barang berharga Para tergugat, sehingga putusan ini tidak
memiliki kekuatan untuk melakukan penyitaan terhadap barang
berharga para Tergugat sepanjang apabila Para Tergugat tidak mentaati
dan melaksanakan putusan ini. Dalam praktik dengan berdasarkan
ketentuan Pasal 197 Ayat (1) HIR, “maka barang-barang pihak yang
kalah diletakan sita eksekusi (executorial beslaag) terlebih dahulu,
proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak. Jikalau barang-
barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan
penyitaan terhadap barang-barang yang tidak bergerak”.

Apabila seseorang enggan dengan sukarela memenuhi isi
putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Jika

sebelum putusan telah dilakukan sita jaminan®, maka sita jaminan itu

8 Sita Jaminan diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi: “jika ada sangkaan yang
beralasan bahwa seorang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang
keputusan yang jatuh kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha menggelapkan atau
mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan
barang itu dari penagih hutang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukan untuk itu ,
oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita dan akan
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setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita
eksekutorial sesudah adanya putusan akhir. Jika Para Tergugat tidak
melaksanakan ketentuan putusan maka eksekusi dillakukan dengan
cara melelang barang-barang milik orang yang yang dikalahkan
sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan
hakim dan ditambah dengan semua biaya, sehubungan dengan
pelaksanaan putusan ini.

Dalam sebuah permasalahan hukum yang memperebutkan suatu
aset, seperti tanah, rumah, kantor, mobil dan sebagainya, maka salah
satu hal yang harus diutamakan dan didahulukan adalah tentang sita
jaminan. Hal ini penting karena akan menjamin posisi aset yang
menjadi sengketa tidak dipindahtangankan, disembunyikan, atau
dimusnahkan.

Dalam hukum acara perdata diatur mengenai sita jaminan, yang
pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak penggugat
dan melindungi penggugat dari itikad tidak baik tergugat ketika
gugatan penggugat dikabulkan. Kepastian hukum dalam hal ini terkait
erat dengan pelaksaan putusan pengadilan ketika gugatan

dimenangkan, karena akan sia-sia gugatan jika tidak dapat

menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan
menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan
tuntutannya dan meneguhkannya”
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dilaksanakan hanya karena tidak ada jaminan harta/benda tergugat atas
pemenuhan gugatan tersebut.

Menurut Yahya Harahap, pada intinya sita merupakan tindakan
yang didasarkan atas perintah pengadilan untuk menempatkan harta
kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan
selama dalam proses pemeriksaan pengadilan sampai dengan adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tujuan
utama agar harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang
lain melalui jual-beli, hibah dan sebagainya.

Menurut Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau 720 RV, maupun
berdasarkan SEMA No.5 Tahun 1975 sita jaminan tidak dapat
ditetapkan dan putuskan oleh hakim tanpa adanya pengajuan dari
penggugat untuk diletakkan sita atas harta/benda baik bergerak mapun
tidak bergerak milik tergugat, hal ini merupakan penerapan salah satu
asas dalam hukum acara perdata, bahwa hakim bersifat pasif. Artinya,
hakim tidak bisa memutus atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa
diminta oleh penggugat.

Dengan kata lain sita jaminan yang dilakukan terhadap harta
tergugat haruslah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh
penggugat kepada ketua pengadilan negeri dimana kasus tersebut
disidangkan, pengajuan sita jaminan diatur dalam Pasal 127 (1) HIR,

yang intinya menyatakan bahwa sita jaminan dapat dimohonkan oleh
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penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, tetapi
putusan tersebut belum dapat dijalankan.
Lebih lanjut, M Yahya Harap menjelaskan bahwa ada 2 Tujuan
dilakukannya penyitaan:
a. Agar gugatan tidak illusoir

Maksudnya adalah Tujuan utama dari penyitaan adalah agar
barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang
lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun
tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada
pihak ketiga.

Sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat
tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat
diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh
karenanya, gugatan penggugat menjadi tidak illusoir atau tidak
hampa.

b. Objek eksekusi sudah pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus
menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak
disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya.
Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui juru sita
memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat
penyitaan dilakukan. Hal ini secara langsung memberi
kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan
hukum tetap.

Dilihat dari tujuan pokok tersebut, dapat dikatakan bahwa sita
jaminan memiliki esensi kepastian hukum dan perlindungan dari itikad
buruk tergugat untuk dapat menjamin terpenuhinya hak penggugat
manakala ia mampu membuktikan kebenaran dari dalil-dalil

gugatannya.
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Seperti itu juga dengan sita eksekusi, Sita eksekusi adalah sita
yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena
pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun
Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan
secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa
dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar
sejumlah uang, sedangkan tentang tata cara dan syarat-syarat sita
eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR.

Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi
Sita Eksekusi karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih
menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai
putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ada dua macam sita eksekusi:

a. Sita Eksekusi Langsung, yakni sita eksekusi yang langsung
diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak
milik debitur atau pihak yang kalah.

b. Sita Eksekusi yang Tidak Langsung, adalah sita eksekusi yang
berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan
berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi
sita eksekusi.

Apabila telah lewat jangka waktu 8 delapan hari setelah

diberikan teguran aanmaning akan tetapi pihak yang kalah dalam
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perkara tetap tidak mau secara sukarela untuk mematuhi/menjalankan
Amar Putusan Pengadilan tersebut dan pemberian teguran aanmaning
kepada pihak yang kalah dalam perkara telah dilakukan oleh
pengadilan secara sah maka Ketua Pengadilan Negeri karena
jabatannya dapat memberikan perintah dan membuat surat kepada
Panitera Jurusita agar melakukan sita eksekusi (executorial beslag)
atas objek yang diletakan sita eksekusi dalam perkara. Perlu
digarisbawahi bahwa dengan adanya sita jaminan yang telah
dilaksanakan terlebih dahulu, maka tahap sita eksekusi menurut hukum
dengan sendirinya dikecualikan dan dihapuskan®*.

Penulis menyimpulkan bahwa apa yang telah dijelaskan diatas
konsekuensinya apabila didalam gugatan tidak mencantumkan sita
jaminan (conservatoir beslag) dan sita eksekusi (executorial beslag)
maka gugatan tersebut menjadi illusoir dan tidak mempunyai kekuatan
hukum untuk melakukakan eksekusi, sehingga kalaupun penggugat
dinyatakan menang maka gugatanya akan sia-sia sahaja.

Berdasarkan Asas Hakim tidak boleh mengabulkan suatu
gugatan melebihi dari tuntutan yang tersurat dalam Pasal 178 ayat 3
HIR, Pasal 189 ayat 3 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh
mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Larangan ini berupa ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan

8 M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua,
Sinar Grafika, 2013, him 69-70
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melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui
batas wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui
wewenangnya (beyond the powers of his authority). Apabila putusan
mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun
hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai
dengan kepentingan umum (public interest). Mengadili dengan cara
mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan
dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan
itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra
petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law:

1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal
sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan mesti
hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with law);

2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang
dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang
diberikan Pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai
dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan
tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the
powers of his authority).

Hakim dalam amar putusan ini tidak mencatumkan sita jaminan
(conservatoir beslag) dan sita eksekusi (executorial beslag)
dikarenakan para penggugat tidak jeli dalam membuat gugatan dimana
mereka tidak memasukan baik dalam dalil gugatan dan tuntutanya
tentang penyitaan dimaksud, sehingga jika dikaitkan dengan asas

diatas maka sudah tepat dan benar apa yang diputuskan oleh majelis

hakim di dalam putusan ini. Sehingga putusan ini bagi penggugat
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walaupun sudah dinyatakan menang tetapi tidak dapat dilakukan
eksekusi dengan kata lain putusan ini hanya bersifat mengakhiri

sebuah perkara secara prosedura tidak untuk eksekusi putusan.

. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN. Llg Dikaitkan Dengan Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu putusan Pengadilan
sangatlah dibutuhkan, agar pihak yang berperkara dapat merasakan
keadilan dari upaya penyelesaian sengketa yang dihadapinya.
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu
ditegakkan ~ sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  bunyi
hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya
hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana
hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak
dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum
harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum.
Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenang-wenang, Yyang berarti bahwa seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas
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menciptakan  kepastian hukum karena bertujuan ketertiban
masyarakat™.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya
dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran
untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan
putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, Sebab
kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga
hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum
adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat®.

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan
telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal Pasal 195 sampai Pasal
208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258
Rbg, selain itu juga masih ada Pasal 225 HIR atau Pasal 259 HIR,
dalam rangka memberikan kepastian hukum pemerintah membuat
peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
(KUHPer), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

% Sulardi, LEGAL CERTAINTY, PURPOSIVENESS, AND JUSTICE IN THE JUVENILE
CRIME CASE, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2015, him 263

% Busyro Mugaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum lus
Quia lustum, Yogyakarta, 2002, him 21
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Menurut oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah
jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum
dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
Terhadap makna kepastian hukum yang dimaksud dalam pelaksanaan
eksekusi putusan ini adalah dilaksanakannya putusan yang telah
diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau oleh
Para Pihak dengan upaya Paksa dari Pengadilan dalam hal ini
pengadilan negeri lubuklinggau sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang menjadi dasar dari pelaksanaan putusan, dikarenakan pihak yang
kalah (Para Tergugat) tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan
pengadilan. Putusannya telah mencermikan kepastian hukum tetapi
pada fase pelaksanaan atas putusan hakim tersebut tidak mempunyai
kepastian hukum hal ini disebakan oleh tidak adanya itikad baik pihak
yang kalah untuk melaksanakan putusan, tidak adanya itikad dari
Ketua Pengadilan untuk mengeksekusi secara langsung sesuai dengan
Pasal 196 HIR/208 Rbg, dan tidak adanya peranan aktif dari Penggugat
sebagai pihak yang menang dalam hal mempertanyakan kenapa tidak

dilakukan eksekusi terhadap putusan ini serta pada tataran yuridis
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masih terdapat kekkurangan terkait dengan norma yang mengatur
tentang eksekusi yang masih sumir sehingga pada tataran
implementatif menimbulkan gejolak bagi para pihak yang berperkara.
Apabila dari Pengadilan dan Para pihak tidak ada niatan untuk
melaksanakan putusan tersebut, maka tidak akan tercapai kepastian

hukum.

B. Analisis Yuridis Faktor yang Menghambat Eksekusi Putusan
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg

Dikaitkan Dengan Teori Keadilan

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan
Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar- benar
menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh
pihak pengadilan®’.

Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang
kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim
secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan
permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan
baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

memutus perkara. Berdasarkan permohonan dari pihak yang menang

8 Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata
tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, Jurnal Verstek VVol2, 2014, him 2
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perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang
dikalahkan untuk diperingatkan (aanmaning) agar menjalankan putusan
Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan ) hari setelah diperingatkan
( Psal 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak
yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir
setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya
memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan
pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang barang bergerak
yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar
oleh pihak ytang kalah ditambah dengan biaya eksekusi ( Pasal 197
HIR/208 RBG).

Pelaksanaan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu dilaksanakan secara sukarela dan secara
paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan tanpa
campur tangan pengadilan tetapi dilaksanakan secara langsung oleh pihak
yang kalah secara sukarela tanpa ada unsur pemaksanaan dari pihak
manapunsesuai dengan amar putusan Hakim. Pelaksanaan putusan Hakim
secara sukarela dilaksanakan sendiri atas kesadaran dan kemauan sendiri
dari pihak yang kalah untuk menyerahkan hak dari pihak yang menang
sesuai dengan amar putusan. Putusan Hakim yang dilaksanakan secara
sukarela tidak akan ditemukan adanya hambatan- hambatan dalam

pelaksanaan amar putusan, karena putusan tersebut dilaksanakan atas
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kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang menang tanpa ada paksaan
dari pihak manapun. Pihak menang menyadari bahwa objek yang
disangketakan adalah bukan haknya lagi dan sudah mengakui juga didepan
Hakim, dengan itikad baik pihak kalah melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan bunyi putusan Hakim.

Menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan
prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah
dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai
keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan
keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk
memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh
anggota masyarakatnya®. Begitu juga dengan pelaksanaan eksekusi suatu
putusan, agar mendapatkan keadilan maka putusan yang memenangkan
pihak dalam suatu perkara harus dilakukan eksekusi.

Namun kenyataannya dalam praktek tidak selalu putusan Hakim
yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah
secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Hakim.
Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur- ulur waktu dan bahkan
tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan Hakim.
Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata siapa yang berkepentingan

dia harus aktif. Pada suatu Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap,

8 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),
Rajawali Pers, Depok, 2018, HIm 98-102
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jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara
sukarela, maka pihak yang dimenangkan dalam perkara harus aktif
bagaimana supaya putusan Hakim tersebut dilaksanakan oleh pihak yang
dikalahkan dalam perkara.sesuai bunyi putusan Hakim. Upaya yang dapat
ditempuh oleh pihak yang menang adalah dengan mengajukan
permohonan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa melalui Pengadilan
Negeri yang berwenang untuk melakukan eksekusi yaitu Pengadilan
Negeri yang memutus perkara.

Dalam praktek permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri,
khususnya pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bahwa pelaksanaan
eksekusi putusan perkara perdata, maka terlebih dahulu harus melalui
prosedur hukum secara perdata. Permohonan tersebut merupakan tahapan
yang terlebih dahulu dilakukan oleh pihak yang menang, faktor-faktor
yang menjadi hambatan eksekusi putusan adalah sebagai berikut:

1. Batasan Waktu Eksekusi yang tidak jelas
Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 55.
Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat (3) menyebutkan bahwa
pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh
panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dalam
pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai

kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ketua pengadilan wajib
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mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap (Pasal 56).

Selain itu ketentuan yang mengatur tentang tata cara
pelaksanaan eksekusi suatu putusan diatur khusus dalam pedoman
eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi baik secara
tertulis maupun lisan;

b. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh
Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume eksekusi;

c. Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut
dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya
eksekusi dan pemohon eksekuis dipersilahkan untuk melakukan
pembayaran;

d. Peringatan eksekusi (Aanmaning);

1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan
peringatan eksekusi/Aanmaning setelah lebih dahulu ada
permintaan eksekusi dari pemohon Eksekusi (Pihak yang
menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR
atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi
perintah kepada Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti
untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Pihak yang

kalah dalam perkara) untuk diperingatkan agar supaya
memenuhi atau menjalankan putusan;
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€.

f.

2)

3)

4)

5)

6)

Apabila termohon eksekusi (pihak yang kalah) tidak hadir
tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka
proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi
peringatan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri menganggap
perlu untuk dipanggil sekali lagi;

Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri
harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dinatu
oleh Panitera, dengan dihadiri oleh pihak termohon eksekusi
(pihak yang kalah), serta apabila perlu dapat menghadirkan
pemohon eksekusi (pihak yang menang). Sebelum Ketua
Pengadilan melakukan peringatan eksekusi perlu memeriksa
terlebih dahulu indentitas dari termohon eksekusi (pihak
yang kalah) ataupun kuasanya dan pemohon eksekusi;
Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat
dalam Berita Acara yang ditandatangi oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan Panitera;

Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan
Negeri memperingatkan termohon eksekusi agar memenuhi
atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari
terhitung sejak diberikan peringatan;

Dalam hal Aanmaning pembayaran sejumlah uang, atau
eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil
pemohon eksekusi/kreditor dan termohon eksekusi/debitor
untuk mencari jalan keluar guna meringankan debitor;

Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan hasil apraisal dari penilai

publik;

Sidang pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, BA

menjadi landasan keabsahan penetapan eksekusi selanjutnnya;

Ketua Pengadilan mengingatkan supaya termohon eksekusi

melaksanakan isi putusan paling lambat 8 (delapan) hari (Pasal

196 HIR/207 RBg)

114



h. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan
atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan
putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti pemrmohonan
eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak
yang menang (Pasal 197 Ayat 1 HIR/Pasal 208 Ayat 1 RBQ);

i. Tata cara Aanmaning terhadap semua objek eksekusi relatif
sama;

j. Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (conservatoir
beslaag), maka tidak diperlukan lagi sita eksekusi (excekutorial
beslaag). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan
sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat
mengeluarkan penetapan sita eksekusi;

k. Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk
melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal
pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah
dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan;

Tata cara pelaksanaan putusan dalam eksekusi riil, untuk dapat
dilaksanakannya suatu putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan
Negeri, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan
secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

bersangkutan supaya putusan tersebut dapat dilaksanakan (207 ayat 1
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RBQ). Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan
tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan
(aanmaning) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah
peringatan/teguran tersebut (207 ayat 2 RBg). Dalam tenggang waktu 8
hari tersebut pihak yang dikalahkan diberikan kesempatan untuk
melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan tersebut pihak
yang dikalahkan tidak memenuhi/menjalankan putusan pengadilan
secara sukarela, dan pihak yang dikalahkan tersebut telah dipanggil
secara patut tidak juga menghadap tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka Ketua Pengadilan Negeri karena
jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan (beschiking)
supaya disita barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan, dan
apabila tidak ada barang bergerak untuk disita, maka barang tetap pun
dapat disita sebanyak nilai uang yang tersebut dalam putusan hakim
untuk menjalankan eksekusi tersebut (Pasal 197 ayat 1 HIR/ 208RBg)

Hal inilah yang tidak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau yaitu perintah untuk melakukan eksekusi, dikarenakan
tidak adanya batasan waktu yang diberikan oleh undang-undang
kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mengeluarkan

penetapan (beschiking).
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2. Perlawanan Termohon Eksekusi

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN. Llg yang menghukum Para Tergugat untuk
membayarkan sejumlah uang dengan pertimbangan hukum bahwa
Tergugat | telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak
membayarkan uang yang menjadi hak dari Para Penggugat dimana
uang tersebut sesungguhnya telah dicairkan oleh Tergugat | dimana
oleh Tergugat 1l yaitu Koperasi Tri Tunggal Jaya tidak membayarkan
kepada Para Penggugat sehingga munculah kerugian Para Penggugat,
oleh karena itu Tergugat | tentu tidak mau mentaati putusan Pengadilan
Negeri Lubukklinggau tersebut karena merasa sudah melakukan
pembayaran kepada semua anggota plasma.

Keengganan termohon eksekusi atau pihak yang oleh pengadilan
diputuskan untuk memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan atau
menmbayarkan sejumlah uang dan/atau apa yang diperintahkan oleh
putusan Pengadilan, hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kurangnya kesadaran akan hukum bagi pihak yang dengan
keharusan menjalankan kewajibannya atau pihak termohon
eksekusi.

b. Faktor Pisikologi dikarenakan merasa malu karena perkara

yang dihadapi diketahui halayak umum
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Dalam pertimbangan hakim, Para Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum dimaksud, sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum
haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

d. Adanya kerugian bagi korban.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan
kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan
hukum. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila
salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat
dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga jika dikaji
berdasarkan unsur-usur tersebut maka Tergugat | dan Tergugat Il telah
melakukan perbuatan melawan hukum.

Biaya Eksekusi

Berkaitan dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh
pihak penggugat dalam perkara perdata, maka proses selanjutnya jika
permohonan itu sudah dilakukan oleh pemohon, dan permohonannya
dikabulkan maka majelis hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri

Lubuklinggau memanggil para pihak untuk didengar keterangannya
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serta memerintahkan kepada pihak tergugat agar mau membayar
sejumlah uang secara sukarela.

Beban biaya dimaksud termasuk memanggil personil kepolisian
untuk mengamankan situasi pada saat eksekusi, hal ini menjadi beban
dari pemohon eksekusi serta biaya tambahan lainnya.

Nilai Objek Sengketa yang Akan di Eksekusi

Dalam putusan ini Para Tergugat dihukum secara tanggung
renteng untuk membayar kerugian yang di derita oleh Para Tergugat
yaitu uang yang berjumlah Rp. 9.900.000.- (Sembilan Juta Sembilan
Ratus Ribu Rupiah), sehingga Para Tergugat saling mengandalkan satu
sama lain, Tergugat I mengandalkan Tergugat Il dan seterusnya
sehingga merasa tidak perlu untuk membayar karena nilainya sangat
kecil, tentu dapat dibayarkan sendiri oleh Tergugat | sebagai
perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang
kepada Para Penggugat.

Hambatan Prosedur

Prosedur eksekusi putusan perdata pembayaran uang dengan
barang jaminan dan/atau barang sitaan jangka waktunya tidak diatur
dimulai dari Permohonan Eksekusi, permohonan sita eksekusi,
penetapan pengadilan, kecuali pada saat aanmaning oleh ketua
Pengadilan Negeri yaitu dibatasi waktu selama 8 hari kalender sesuai

dengan Pasal 196 HIR.

119



Tentu saja prosedur yang cukup banyak dan tidak efisien ini
akan menghambat eksekusi putusan itu sendiri, hal ini jelas
bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya
ringan. Sehingga membuat para pihak yang berperkara merasa
dirugikan apabila putusan tidak dilaksanakan.

6. Hambatan Kelembagaan®.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M.
Syarifudin menjelaskan eksekusi putusan perdata merupakan tugas,
tanggungjawab dan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. la
mengaku, melakukan eksekusi lebih berat daripada memutus perkara.
M. Syarifuddin menuturkan bahwa “hambatan itu antara lain karena
regulasi dan pengaplikasian regulasi yang belum optimal. Kemudian,
minimnya kapasitas juru sita, kondisi geografis Indonesia, serta
kepatuhan pihak yang dihukum untuk menjalani putusan. Dalam
menjalankan eksekusi itu memang tidak bisa kalau hanya ditumpukkan
kepada pengadilan saja, negara harus hadir di situ karena itu sudah
menjadi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap”. Oleh sebab
itu diperlukan kerjasama antar lembaga terkait misalnya Kepolisian,
dan peran serta masyarakat untuk mempermudah eksekusi suatu

putusan.

89 MA: Eksekusi perkara perdata lebih berat daripada memutuskan,
https://nasional.kontan.co.id/news/ma-eksekusi-perkara-perdata-lebih-berat-
daripada-memutuskan, diakses tanggal 1 Juni 2021
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Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah jika pihak
yang kalah bersedia menyerahkan apa yang merupakan hak dari pihak
yang menang, Namun dalam praktek eksekusi secara paksa dilakukan
karena pihak pihak kalah tidak bersedia melaksanaakan amar putusan
Hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara
lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi
mengerahkan massa, mengahalangi dengan mengunakan benda, Panitera
atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan
Hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri,
kalau perlu untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaa
eksekusi pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat
keamanan (polisi dan milter) untuk menjaga keamananan selama
pelaksanaan eksekusi. Hambatan-hambatan ini menimbulkan ketidakadilan
bagi para pihak yang berperkara terutama pihak yang menang dalam suatu
perkara.

Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata, dapat dianalogikan
dari teori keadilan menurut Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan
dengan azas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dan asas
kewibawaan, yang menurut Scholten, ada asas hukum yang bersifat
universal yang mengandung antinomi didalamnya, yaitu antara asas

kepribadian dimana manusia menginginkan adanya kebebasan individu
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dengan asas persekutuan karena manusia adalah mahluk sosial, sudah tentu
berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari®.

Dalam konteks pelaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri
Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg, berdasarkan asas keadilan
korelasinya mewujudkan pelakasanaan putusan pengadilan yang ditaati
oleh Para Pihak, maka diperlukan adanya dimensi keadilan, baik untuk
Pemohon maupun Termohon eksekusi, ketika termohon eksekusi tidak
mau secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka didahului melalui
proses peringatan (aanmaning) kepada termohon eksekusi, kemudian bila
tidak dilaksanakan oleh termohon eksekusi setelah tenggang waktu yang
ditentukan terlewati, baru dilaksanakan sita eksekusi.

Pada tahap ini, pihak yang kalah (Tergugat) tidak melaksanakan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
dimana semua proses persidangan telah dilalui dan sesuai dengan Pasal
1365 BW bahwa Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum dimana Pasal tersebut berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu
karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”,

Hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi pihak Penggugat

selaku pihak yang menang dalam perkara ini, dimana Penggugat telah

% sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan
Keempat, Liberty Yogyakarta, 2006, him 9-10
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menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan uang guna menyelesaikan
persoalan ini dengan mengedepankan hukum sebagai panglima, sampai
dengan putusan ini dibacakan dan tidak adanya upaya hukum lainnya oleh
Para Tergugat, maka seharusnya untuk memenuhi rasa keadilan bagi
Penggugat putusan tersebut harus dilakukan eksekusi, dengan upaya paksa
untuk mengganti kerugian Penggugat jikalau tidak maka secara Paksa pula
dilakukan penyitaan oleh Pengadilan terhadap harta benda milik para

Tergugat sebagai pihak yang kalah.
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BABYV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde)

Tidak Dapat Dieksekusi Oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Secara  yuridis Putusan PN  Lubuklinggau = Nomor
15/Pdt.G/2018/PN.LIg Telah Berkekuatan Hukum Tetap tapi Tidak di
Eksekusi dikarenakan tidak ada dalil dalam gugatan Para Penggugat
yang meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag), dan sita eksekusi
(excekutorial beslaag) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde), sehingga putusan tersebut tidak mempunyai
kekuatan eksekutorial. Tidak adanya laporan kepada komisi yudisial
terkait dengan pengawasan kode etik hakim dalam memproses suatu
perkara mulai dari tahapan awal pengajuan perkara sampai dengan yang
paling urgent dalam suatu perkara yaitu pelaksanaan putusan oleh ketua
Pengadilan setempat dimana suatu perkara disidangkan, lemahnya
pengawasan internal di tubuh Mahkamah Agung lembaga kekuasaan
kehakiman, Tidak adanya perintah Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau untuk langsung melakukan eksekusi padahal Pengadilan
Negeri Lubuklinggau diberikan kewenangan oleh Undang-undang

untuk melaksanakan eksekusi atas suatu putusan yang telah berkekuatan
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hukum tetap yang amar putusannya merupakan putusan yang bersifat
menghukum (condemnatoir) yang wajib dieksekusi.
Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PN Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN.LIg Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Hambatan tersebut terjadi karena, tidak adanya batasan waktu
yang menjadi pedoman untuk Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
dalam melaksanakan dan menetapkan suatu eksekusi putusan, adanya
perlawanan oleh pihak tereksekusi yang tidak mau secara sukarela
melaksanakan isi putusan hakim, , biaya eksekusi yang cukup mahal
sedangkan nilai uang yang ada didalam putusan untuk dieksekusi
tidaklah besar jumlahnya, tidak adanya amar putusan hakim yang
memuat materi tentang Sita Jaminan dan Sita Eksekusi, hambatan
prosedural serta hambatan kelembagaan seperti minimnya kapasitas

juru sita, jarak tempuh dan lain sebagainya.
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B. Saran

Gugatan Penggugat Harus Lengkap

Dalam mengajukan gugatan perdata, Penggugat ataupun
kuasanya harus membuat gugatan sebaik mungkin, lengkap dan
jelas, karena gugatan perdata merupakan gugatan yang bersifat
formalistik (tujuannya hanya untuk mencari kebenaran formil),
agar apa yang diputuskan hakim dalam putusannya sesuai dengan
dalil gugatan dan tuntutan Penggugat. Olehkarena hakim dalam
perkara perdata tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang
dituntut maka gugatan yang diajukan haruslah lengkap dan jelas.
Batasan Waktu Eksekusi

Untuk menunjang serta mengoptimalkan peran lembaga
peradilan di Indonesia khususnya terkait dengan eksekusi suatu
putusan guna kepastian hukum para pencari keadilan, maka
Mahkamah Agung Republik Indonesia harus membuat aturan yang
baku dan mengikat mengenai batasan waktu eksekusi suatu putusan
bagi para hakim dan/atau Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, serta
peraturan penunjang laninnya agar eksekusi putusan pengadilan

dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.
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PUTUSAN
Nomor15/Pdt.G/2018/PNLlIg
DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus
perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikutdalamperkaragugatanantara:

1.Asbiati,berkedudukandiJalanPatimuraKelurahanMesat JayaKecamatan
Lubuklinggau TimurKotaLubuklinggaudalamhalini
memberikankuasa kepada ANDRIAN EVENDI,SH

beralamat diJalanLintasSumatera Km.1 No.3 Rt.010

KelurahanSarkam Kec.SarolangunKab.Sarolangun
berdasarkansurat kuasakhusustanggal28 Maret 2018
sebagaiPenggugatl;

2. MurisaBinti Nang Agus,berkedudukandi Dusun Il DesaBiaro Baru

KecamatanKarang Dapo KabupatenMusi Rawasdalam
halinimemberikankuasa kepada ANDRIANEVENDI,SH
beralamat diJalanLintasSumatera Km.1 No.3 Rt.010
KelurahanSarkam Kec.SarolangunKab.Sarolangun
berdasarkansurat kuasakhusustanggal 28 Maret 2018
sebagaiPenggugatll;
Lawan:
1.PT.Buana SriwijayaSejahtera.(PT.BSS), bertempattinggaldiJalanMayor Ruslan
No.2000Palembang SumateraSelatan, sebagai Tergugatl;
2. KoperasiPerkebunanTritunggal Jaya, bertempattinggaldiDesaBiaro Lama
KecamatanKarang Dapo KabupatenMusiRawas,

sebagaiTergugatll;

HalamanZldaris0PutusanPerdataGugatanNomori15/Pdt.G/2018/PNLIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. ~ha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p. k, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he =r. .J masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sa . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi in” siy. ~rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K¢ 3nie: M ~an Agung RI melalui : Halaman 1

Email : kepaniteraan@mahkamahagu’ . lp : 021-384 3348 (ext.318)
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3. Bupati MusiRawasUtara, bertempattinggaldiJalanLintasSumatera KM.78
Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas
sebagaiTergugatlll;

4. Kepala Desa Biaro Lama, bertempat tinggal di Desa Biaro Lamo
Kecamatan Karang Dapo KabupatenMusiRawas

Utara, sebagaiTurutTergugat;

PengadilanNegeritersebut;
Setelahmembacaberkas perkara;

Setelahmendengarkeduabelahpihakyangberperkara;

TENTANGDUDUKPERKARA
Menimbang,bahwapara Penggugatdengansuratgugatantanggal29

Maret 2018 yang diterimadan didaftarkandiKepaniteraanPengadilanNegeri

Lubuk Linggaupada tanggal29 Maret 2018 dalamRegister Nomor

15/Pdt.G/2018/PNLIg,telahmengajukangugatansebagaiberikut:

1. Bahwa PARAPENGGUGAT adalahpesertaPlasma PemilikKebun Kelapa
Sawityang dibangunolehTERGUGATIdengan lokasiarealPembangunan
KelapaSawitmeliputiDesa Karang Dapo, KelurahanKarang Dapo, Biaro Lama,
dan DesaAringinKec. Karang Dapo, DesaMandiAnginKecamatan Rawasllirdan
Desa JadiMulyaKecamatanNibungKabupatenMusiRawas Utara, berdasarkan
Surat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor:
100/153/KPTS/I/IMRU/2014  Tentang Penetapan Nama-nama Peserta
PlasmaPemilik KebunKelapaSawityangdibangunolehPT.BUANA
SRIWIJAYASEJAHTERA DiDesa-desaKecamatan Rawasllir,Nibungdan Karang
DapoTanggal030ktober 2014;

2. Bahwa dalamLampiraniKeputusanBupatiMusiRawasUtara sebagaimana
dimaksud diatas namaPARA PENGGUGAT masing-masing beradapada

nomor urut 82 dan 85. Dan terhadap penulisannama-nama PARA

Halaman2daris0PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. ~he mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p. k, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he Sreoam ungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami se . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi in” siy. ~rmuat p Litus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K¢ nie’ M ~an Agung RI melalui : Halaman 2

Email : kepaniteraan@mahkamahagu’ . lp : 021-384 3548 (ext.318)
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PENGGUGAT dalamLampirantersebut telahterjadikesalahanpengetikan
namanyaitu;
Bahwa namayang dituliskanuntuk namaPENGGUGAT IdalamLampiran
tersebuttertulisdengannama AsbiatLan.Sedangkanuntuk nama PENGGUGAT
I, tertulis atas nama Musriyah dan terhadap kesalahan penulisannama-
namatersebut PARAPENGGUGAT telahmembuatsuatu pernyataanyang
diketahuiolehpihak-pihakyang memilikikompetensidan
hubunganlangsungdenganpembangunan kebun plasmasebagaimana
dimaksuddiatas;
Bahwa dalam Lampiran itu disebutkan PARA PENGGUGAT memiliki
sebidangtanahdenganstatushak milikyang  terletakdiDesaBiaroLama
Kecamatan Karang Dapo dan masing-masingpeserta diberikan tanah
seluas2(dua) Hektar, yang lokasibesertabatas-batasnya akan ditentukan
kemudian;

3. Bahwa untuk mengakomodirdan mempermudah prosesadministrasiserta segala
hal vyang diperlukan dalam  pembangunan Kebun  Plasma
sebagaimanadimaksuddiatasantarapesertaPlasmaPemilikKebun Kelapa

Sawit denganTERGUGAT | dibentuklah  sebuah Koperasiyang bernama

KoperasiPerkebunanTRITUNGGALJAYAdan  dalamperkaraini adalah
sebagaiTERGUGATII.
4.Bahwa berdasarkankesepakatanyangdibuatantara TERGUGATIdan

TERGUGATllanggota-anggotaKoperasiadalahmerekasemuayangnama-
namanya disebutkandalamLampiranlKeputusanBupatiMuaraUtara
sebagaimanadimaksuddiatas.

Bahwa sifat keangotaanya bagi nama-nama dalam Lampiran itu adalah
wajib dan semua nama-namayang telah disebutkan itu secaraotomatis

langsungmenjadianggotaKoperasi/TERGUGATII.
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5. Bahwa setelehproses administrasibaikitupengurusansegalaperijinandan
pembebasan-pembebasan sertagantikerugianterhadaptanah-tanahyang
dijadikanarealPembangunanKebun Plasmadan Inti, TERGUGAT Isekira tahun
2009 memulai melakukan pembibitan dan  selanjutnya penanaman bibit-
bibitkelapasawitnyaitu.

6. Bahwa ternyatahinggasaatiniPARATERGUGATtanpa adanyasuatuitikad baikdan
suatu dasaryang dapatdipertanggungjawabkanbelumjuga
menunjukkandanmemperlihatkanletakdanalamattanah-tanah PARA
PENGGUGAT sebagaiPesertaPemilikKebun Plasma yang  dibangunoleh
TERGUGATI.

7.Bahwa TERGUGATIlIsebagai instansi yangmengeluarkan keputusan
sebagaimanadisebutdiatassemestinyadenganpenuhrasatanggungjawab
denganberpedoman padaasas penyelenggaraanpemerintahanyang
menjunjung kepastian hukum,tertibmenyelenggarakan fungsinya,
mengutamakan kepentingan umum yang dalam perkara ini  adalah
kepentinganPARAPENGGUGAT, keterbukaan  proporsionalitas,akuntabel,
efisiensertaefektifsertakepatutan yang professionaldalammenegakkan
ketetapan yang telah dikeluarkannya itu dan tidak hanya sebatas
mengeluarkansebuahkeputusan sematatanpaberitikadbaikuntuk
menegakkandanmelakukanpengawasanpelaksanaanyapula.

8. Bahwa selanjutnya sejak bulanApril 2016 diberikanlah sebagian hak-hak para
pesertaplasmapemilikkebun lahankelapasawitdan dalamhalini

disepakatiadanyasuatudanatalanganyang diberikanolehnTERGUGAT | kepada

para pesertaplasmapemiliklahanyang besarnyamasing-masing
sebesarRp.300.000,-(tigaratus riburupiah)danmekanismepenyalurannya
adalahmelaluiTERGUGATII.
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9. Bahwa ternyatapulatanpaadanyasuatualasanyang sahdan berdasar, terhadap
danatalangansebagaimanadisebutdiatasnyata-nyataPARA PENGGUGAT
hinggasaatinitidakmenerimanyasamasekali.

Bahwa tidakditerimanyadanatalangantersebut 0lehPARAPENGGUGAT
disebabkanolehtidakterdaftardan tidakterdatanya PARAPENGGUGAT
dalamkeanggotaanTERGUGAT llyang olehkarenadasardan sebabyang
tidakdapatdipertanggungjawabkanpula.

Bahwa  ternyatasecarasepihakdan denganitikadtidakbaikTERGUGAT |
bersama-sama dengan TERGUGAT I telah mencoret dan/atau
menghilangkannamaPARAPENGGUGAT darikeanggotaannya.

10. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT vyang sedemikian ini merupakan
Perbuatan MelawanHukumatau setidak-tidaknyasuatuperbuatanyang
bertentangan denganHakPARAPENGGUGAT.

11. Bahwa karenaalashak atastanahyang dimilikiolehPARAPENGGUGAT adalah
suatu alas hak yang sah secara hukum, beralasan kiranya bila
kemudianPARAPENGGUGAT mengajukanpermohonan kepadaKetua
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cqg. Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksadan mengadiliperkarainiuntukmenyatakanbahwaseluruhbukti atau
alashak yang dimilikidan digunakanolehnTERGUGAT sebagaisuatu alas hak
yang tidak benar dan karenanyaharus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap tanah terperkara.

12. Bahwa akibatperbuatanPARATERGUGATsebagaimanadisebutkandiatas,
jelastelahmenimbulkankerugianbaikitukerugianmateriilmaupun kerugian
immaterialbagidiri  PARAPENGGUGAT, dan kerugian-kerugianitudirinci

sebagaiberikut:

12.1. KerugianMateriil
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12.1.a. Kerugian materiil atas penguasaan tanaholeh TERGUGAT I|tanpa alas hak
yang sah sejak PARA PENGGUGAT ditetapkan menjadi pesertaplasma
pemilik kebun kelapa sawit  berdasarkanKeputusan
Bupatisebagaimanadisebut diatassejak Tahun 2014 hinggasaat ini atau
dalam jangka waktu selama * 4  (empat) tahun yang
diperhitungkan sebagai sewaadalah sebesarRp. 15.000.000,- per tahun
dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan
0lehnTERGUGAT selama4 (empat)tahun,sehinggatotal
kerugianyangditanggungolehmasing-masingPARAPENGGUGAT
adalahsebesar:Rp.15.000.000X4tahun =Rp.60.000.000,-(enam
puluhjutarupiah).

12.1.b KerugianmateriilmendapatkandanatalangandariTERGUGAT lyang
mekanismenyadisalurkanmelaluiTERGUGAT I yang dimulaisejak
April2016 hinggasaat ini,yang nilainyasebesarRp. 300.000,-(tiga ratus
riburupiah)perbulandikalikandenganjangkawaktutelah
dimulainyapemberiandanatalangankepada pesertaplasmapemilik kebun
kelapasawityakniselama23(dua puluhtiga)bulan,sehingga total kerugian
yang ditanggung oleh masing-masing PARA PENGGUGAT: Rp.
300.000,-X23 bulan=Rp. 6.900.000 (enamjuta sembilanratus

riburupiah).

12.2 Kerugianlmmateriil

Kerugianimmaterialberupa, tekananpsikologisbaikituancamanakan
kehilangan hak atas tanahmiliknya sebagai pesertaplasma maupun
hilangnyarasakenyamanansertapikiran,tenaga,waktu dan biayayang

telahPARA PENGGUGAT keluarkanselamamemperjuangkanhak-
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haknya, yang ditaksir dalamnilaiuang adalahsebesar Rp.

3.000.000.000,-(tigamilyarrupiah).

13. Bahwa TERGUGAT mengetahui atau setidak-tidaknya dapat mengetahui
bahwa perbuatannya itubertentangandengan hukum dan rasakeadilan yang
berlaku,  karenajelastelahmemperkosadan =~ mengabaikanhak orang
lain,khususnyaHakPARAPENGGUGAT.

14.Bahwa perbuatan TERGUGAT itu kalau tidak segera diselesaikan
perkaranya,dikhawatirkanakan menimbulkankerugianyang lebihbesar lagi
bagidiriPARAPENGGUGAT.

15. Bahwa selain hal tersebut diatas untuk menjamin dilaksanakannya isi
putusanperkara inisecarasukarelanantinyaoclehPARATERGUGATsecara
tanggungrenteng, maka PARA PENGGUGAT mohon  agar PARA
TERGUGAT dihukum membayaruang paksa (Dwangsom)kepada PARA
PENGGUGAT sebesarRp. 500.000,-(limaratusriburupiah)per hari jika
TERGUGAT lalaimemenuhiisiputusandalamperkaraini,terhitungsejak
putusandibacakan.

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti otentik
sebagaimanadisebut  dalamketentuanPasall91 RBg (Rechtsreglement
Buitengewesten),mohon kepadaMajelisHakim Yang Muliadalamperkara ini
untuk menyatakanbahwaputusan dalam perkaraini dapatdijalankan terlebih
dahulu  (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan,
bandingdankasasi.

Berdasarkan seluruhuraiandiatas,maka PENGGUGAT denganini
memohonagar Ketua PengadilanNegeri  LubuklinggauCqg.MajelisHakimyang
memeriksadan mengadiliperkarainiberkenanuntukmemutuskan:

PRIMAIR;

1. MengabulkanGugatanPARAPENGGUGAT untukseluruhnya;
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2. MenyatakanbahwaPARATERGUGATtelahmelakukanPerbuatanMelawan
HukumdengansegalaakibathukumnyaterhadapHakPARAPENGGUGAT;

3. Menyatakanbahwasegalabuktiatau alashak yang dimilikidan digunakan
0lehTERGUGAT sebagaisuatualashak yang tidakbenardan karenanya harus
dinyatakanbatalatau  setidak-tidaknayadinyatakantidakmemiliki ~ kekuatan
mengikat;

4. MenghukumPARATERGUGAT secaratanggungrentenguntuk membayar
gantikerugianmateriildanimmaterialberupa:
eKerugianmateriilsebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluhjutarupiah)

ditambahRp.6.900.000(Enam JutaSembilanRatusRibuRupiah)dikali
2 (Dua) untuk masing-masingPENGGUGAT dan totalkeseluruhan
kerugianmateriilyang dialami PARAPENGGUGAT adalahsebesarRp.
133.800.000,-(seratustigapuluhjutadelapanratus riburupiah);
eKerugianimmaterialsebesarRp.3.000.000.000,-(TigaMilyarRupiah);

5. MenghukumTURUTTERGUGAT untuk tunduk dan taat padaisiputusan
dalamperkaraini;

6. Menyatakanbahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulumeskipunada perlawanan,bandingdankasasi;

7. MenghukumPARATERGUGAT secaratanggungrentenguntuk membayar

segalabiayayangtimbuldalamPerkaraini.

SUBSIDAIR;
atau,
ApabilaMajelisHakimyang memeriksadan mengadiliperkarainiberpendapat

lain,Penggugat mohon putusanyangseadil-adilnya(exaequoetbono);

Menimbang,bahwapadahari persidanganyang telahditentukan,untuk
PenggugathadirKuasanyaAndrian Evendi,SH.,FernandoDonaldo,SH.,

Apriandi,SH,.Sedangkan terhadapTergugatl, Tergugatll dan Turut Tergugat
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hadir Kuasanya Rusli Rending, B.A.C,SH.,MH.,  Apriyanto,SH., A.Burlian,SH,
danTergugatllilhadirKuasanyaRandaAlala,SH;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian
diantarapara pihakmelaluimediasisebagaimanadiaturdalamPermaNomor1
Tahun 2016  tentangProsedurMediasidiPengadilandenganmenunjukAndi Barkan
Mardianto,S.H.., M.H.,Hakimpada PengadilanNegeri LubukLinggau,
sebagaiMediator;

Menimbang,bahwa berdasarkanlaporanMediatortanggal3Juli2018,
upayaperdamaiantersebuttidakberhasil;

Menimbang,bahwa telahdibacakandipersidangan surat gugatan

Penggugattersebut,yangisinyadipertahankanolehPenggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugatl, Tergugat I dan Turut

Tergugattelahmengajukantangkisanterhadap gugatanitu,sebagaiberikut :

DALAMEKSEPSI:

Bahwa gugataninitelahsecarakelirudiajukanolehpara Penggugatke
PengadilanNegeriLubukLinggau;

Bahwa Penggugat dalamuraianbahasanpokokperkaranya mengajukan
untuk diperiksapadaKetua PengadilanNegeri LubuklinggaucqMajelisHakim yang
memeriksadan mengadiliperkaraininamun padaPentitumdan ucapan terima kasih
segajadimintakandan diajukankepadaKetua PengadilanNegeri
SarolangunCqg.MajelisHakimyangmemeriksadanperkaraaquo ;

Bahwa Para Penggugattelah dengansegaja memajukan permintaan
gugataninikepadadua Pengadilanyang berbedadalammengajukangugatan halini
Penggugattelahmembubuhkanmeteraisenilai(6000) enamribudan

ditandatanganiuntuksahnyapengajuangugatan ini;
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Bahwa menurutpasalll8ayat (1)HIR,gugatan iniseharusnyadiajukan pada
PengadialanNegeriLubuklinggaudan tidakdiajukanjugakePengadilan

NegeriSarolangun;

Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum denganPokok Gugatankesalahan namapesertaPlasmaatas Surat
Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/IMRU/2014
tertanggal 03 Oktober 2014 dimana gugatanini seharusnyabukan diajukan pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau namun diajukan ke Pengadilan Tata
UsahaNegara(PTUN).

Bahwa setelahmembacadan mencermatidalilgugatanpara Penggugat
terdapatPenggabungan dalamdalilgugatanyang diajukanPenggugatl dan
Penggugat Il sedangkan para Penggugat atau  antara Penggugat | dan
PenggugatlitidakTerdapat hubunganERAT (innerlijkesamenhang)maupun
TerdapathubunganHUKUM.

Maka berdasarkansegalaapa yang teruaidiatas,para Tergugatmohon
denganhormat sudilahkiranya PengadilanNegeriLubukLinggauCQ
MajelisHakim yang mengadiliperkaraaquo menolak untuk tidak diterimadan
tidakberwenanguntuk mengadiliperkarainidan menyatakanperkarainikabur
(obscuurlibel),serta menghukumPenggugatuntukmembayarperkaraini.

ApabilaPengadilanNegeriLubuklinggauberpendapatlainmaka;

DALAMPOKOKPERKARA:
DALAMKONVENSI:

Bahwa Tergugatldan Tergugatlimenyangkaldalil-dailyang dikemukan para
Penggugat kecualiapa yangdiakuinyasecara tegas-tegas.

Bahwa benarTergugat Itelahmembangunperkebunanplasmakelapa
sawitdenganlokasipembangunandesaKarang Dapo, DesaBiaroLama, Desa

AringinKecamatanKarang Dapo, DesaMandiAnginKecamatanRawasllirdan
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DesaJadi Mulya KecamatanNibung sesuai dengansurat Keputusan Bupati Musi
Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tentang Penetapan Nama-
namaPesertaPlasmaPemilik Kebun KelapaSawit yang dibangunoleh PT. BUANA
SRIWIJAYASEJAHTERA didesa-desapadaKecamatanKarang Dapo,
KecamatanRawas Ilirdan KecamatanNibungtertanggal03 Oktober

2014. Dan pesertaplasma DesaBiaro lama sesuai denganlampiran surat
Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014
tanggal030ktober 2014;

Bahwa benar atas dasar kesepakatan, disepakiti antara tergugat | dengan
Tergugatll  nama-namapeserta plasma  berdasarkanlampiran  surat
KeputusanBupatiMusiRawas Utara Nomor:100/153/KPTS/I/IMRU/2014
tertanggal030ktober 2014 adalahjugamenjadianggotaKoperasidalamhalini
KoperasiperkebunanTRITUNGGALJAYA yang berkedudukandiDesaBiaro
LamaKecamatanKarang DapoKabupatenMusiRawas Utara.

Bahwa para Tergugat menyangkaldalil-dalilyang disampaikanpara
Penggugatbahwapara Penggugatadalahanggotapersetaplasmasesuaisurat
KeputusanBupatiMusiRawas Utara Nomor:100/153/KPTS/I/MRU/2014
tertanggal03 Oktober 2014 yang tertulispadalampiranmasing-masingnomor
82 dan 85 yang nyata-nyata bedadengannamapara penggugatbaiktulisan
maupunlapaspenyebuatannya.bahwanyata pulapara Penggugat telah
menyampaikandata namayang salahpadasuratGugatannya dan bilabenar
namatersebutmemang para PenggugatharuslahsesuaidenganKartu
kependudukanpara Penggugat.

Bahwa Tergugatl melaluiTergugatll  benartelahmembayarkandana
talangan kepada pesertaplasmasesuai lampiranlampiransurat Keputusan
BupatiMusi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal03
Oktober 2014 adalahjugamenjadianggota Koperasidalamhalini Koperasi

perkebunan TRI TUNGGAL JAYAyang berkedudukan diDesa Biaro Lama
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repul
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KecamatanKarang Dapo KabupatenMusiRawasUtara sejakbulan April2016 sudah
kurang lebih23bulandan selamaitupulahtidakada complaindaripara Penggugatdan
selamainidanatalangantersebut dibayarkansesuaidengan penerima pertama
yang merasa memiliki keluarga sesuai dengan nama tercantum dilampiranSurat
Keputusan BupatiMusi Rawas Utara Nomor:
100/153/KPTS/I/IMRU/2014tertanggal030ktober 2014. yaitusaudaralskandar

Muit selakumantanKadesBiaroLama;

Bahwa para Tergugat menyangkaldalil-dalilyang disampaikanpara
Penggugatbahwapara  Tergugattelah bersama-sama antaraTergugatl dan
Tergugatll telahberbuatanmencoret/menghilangakannamapara Penggugat pada
lampiranSurat Keputusan BupatiMusi Rawas Utara Nomor:

100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal03 Oktober 2014 karenabaikTergugat!
maupunTergugatllhanyamenyalurkandanatalangankepadapesertaplasma
DesaBiaroLama sesuaidenganlampiransurat KeputusanBupatiMusiRawas Utara
Nomor:100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal030ktober 2014 dan tidak ada
penambahanmaupunpengurangandarilampiransuratkeputusantersebut; Bahwa
DanaTalanganyang dikeluarkanTergugat | dan disalurkan
melaluiTergugatlikepadapersertaplasmabukan merupakandanacuma-cuma yang
diberikanTergugat | tapidana ini merupakandana pinjamankepada
Pesertaplasmadan akan diperhitungkanpengembaliannyamelaluiperhitungan
penjualanbuah sawitketikapanendan apalagipara tergugatbukanlahtercatat
sebagaianggotaplasmasesuaidenganlampiransuratKeputusanBupatiMusi
RawasUtara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal03 Oktober 2014
sehinggatidaklahterjadiyang dapat merugikanbagipara Penggugat baik
materiilmaupunimmateriil;
Bersasarkanalasan-alasantersebutdiatas, Terggugatl dan tergugatll mohon
denganhormat  kiranya  sudilahkepadaHakim yang  muliaPengadilan

NegeriLubuklinggauberkenanmemutuskan:
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Disclaimer

- Menolak Gugatanpara Penggugatatau setidak-tidaknyamenyatakantidak
dapatditerima.

- Menghukumpara Penggugatuntukmembayarbiayaperkara.

DALAMREKOVENSI:

Bahwa dalil-dalilyang dikemukanpara TergugatyaituTergugatl dan Tergugat
lldalamkonvensidianggapdipergunakankembaliuntukdalam Rekonvensi.

Bahwa benar para Penggugat sebagai Tergugat Rekovensi bukanlah
peserta plasmayang tercantumdalamlampiransurat  KeputusanBupatiMusi
RawasUtara wajarsudahselama23 bulanpara PenggugatsebagaiTergugat
Rekovensi tidak menerima dana talangan dari para Tergugat Rekovensi
sekarangPenggugatRekovensi.

Bahwa PenggugatRekonvensi bukanlahpihakyang bertanggungjawab
atastidakterdatanya/terdaftarnyaTergugatRekovensi padapesertaplasmadi
DesaBiaro Lama karenayang mendata untuk menjadikan PesertaPlasma
adalahpihak/panitiayang  dibentukdariKantorDesaBiaroLama dan langsung
melanjutkannyake Kantor BupatiMusiRawasUtara melaluKantor Kecamtan Karang
DapountukdibuatkanSurat Keputusan(SK).

Bahwa PenggugatRekovensitidakpernahmencoret/ menghapusnama para
Tergugat Rekovensi dari daftar lampiran surat KeputusanBupati Musi
RawasUtara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal03 Oktober 2014 dan
untuk Pesertaplasmanomor 82 dan nomor 85 telahdisalurkankepada yang
berhakmenerimanyayaitusaudaralskandarMuitselakumantanKades Biaro lama
kecamatan karang Dapo. dimana dari awal penyaluran dana talangan BulanApril
2016 Saudaralskandar Muit lah  yang mengambil  dan

menandatanganipenyalurandana talangantersebut.
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Bahwa Penggugat Rekovensi tidak pernah merasa merugikan Para
Tergugat Rekovensi karena  nyata-nyata para Tergugat Rekovensi bukan
anggotaKoperasiPerkebunanTRITUNGGALJAYADesaBiaroLama karena,
kembalidijelaskanbahwayang menjadianggotaKoperasiTRITUNGGALJAYA
adalah nama-namaanggotapeserta plasma sesuai surat KeputusanBupati
MusiRawasUtara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal 03 Oktober
2014 dan ParaTergugatRekovensinamanyatidakada padalampiranSurat
BupatiMusiRawasUtara tersebutsehinggatidak ada kerugianyang diderita para
TergugatRekovensi.

Bahwa para TergugatRekovensi dengansengaja dan  mengada-ada
melakukanPenafsiranhukumyangsalahbahwa para TergugatRekovensi
menyatakan namayang terdapat padalampiransurat KeputusanBupatiMusi
RawasUtara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal03 Oktober 2014
adalah nama para Tergugat Rekovensi Nomor urut 82 dan 85 namun
berdasarkankartu kependudukan TergugatRekovensibernamaASBIATI. AN
DANMURISABInti  NANGAGUS (Alm) sehinggaParaTergugat Rekovensi
bukanlahanggota PesertaPlasmapadaKoperasiPerkebunanTRITUNGGAL
JAYADesaBiaro Lama Kec. Karang Dapo dan berkenankiranya yang Mulia
MajelisHakim MemerintahkanParaPengugatRekonvesiuntuk menghentikan
sementaradanatalangankhususpesertaplasmano urut 82 dan 85 sampai

denganperkarainiselesai.

Maka berdasarkanapa yang teruaidiatas,ParaPenggugatRekovensimohon
denganhormat  sudilahkiranya MajelisHakimpada  PengadilanNegeri

Lubukkinggauberkenanmemutuskan:

PRIMAIR:
- Menolak Gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensiuntuk

seluruhnya.
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- Menerimadan mengabulkangugatanbalasan(Rekovensi)dariPenggugat
Rekovensi/TergugatKonvensi.

- Menyatakansahnama-namapeserta plasmaNo.urut 82 dan 85 sesuai
lampiranSurat KeputusanBupatiMusiRawas Utara Nomor:
100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal03 Oktober 2014 Nomor Urut 82
An. AsbiatLandanNomorUrut85An. Murisyabh.

- Menghukum  para Penggugat  Konvensi/Tergugat Rekovensiuntuk
membayarbiayaperkarainibaikdalamgugatankonvensi maupundalam

gugatanRekovensi.

Menimbang,bahwa Tergugat Ill telahmemajukansebagaitangkisan

terhadap gugatanitu,sebagaiberikut:

|. DALAMEKSEPSI

1. KEWENANGANMENGADILIBUKANPENGADILANNEGERI

Bahwa terhadapEksepsikami, yakniKompetensiabsoluteberkaitandengan
kewenangan absolut4(empat) lingkunganperadilan(PeradilanUmum,
PeradilanTata UsahaNegara, PeradilanAgama,dan PeradilanMiliter)dan
Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-
masing  pengadilan mempunyai  yurisdiksi  tertentu.Yurisdiksi suatu
Pengadilantidakbolehdilanggarolehyurisdiksipengadilanlain.
Pengajuaneksepsikewenangan absolut(exceptiodeclinatoir)diaturdalam
Pasall34HerzienelnlandschReglement(“HIR”)dan Pasall32Reglement
opdeRechsvordering(“Rv”).Eksepsikewenanganabsolutedapatdiajukan  oleh
Tergugat setiap saat.Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur
bahwaeksepsikewenanganabsolutedapatdiajukanoleh  Tergugatsetiap saat
selamaprosespemeriksaan berlangsung sejakprosespemeriksaan
dimulaisampaisebelumputusan dijatuhkandipersidangantingkatpertama

(PengadilanNegeri).
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Bahwa berdasarkan dalilGugatan Para Penggugat dalamGugatannya
tertanggal29Maret2018, padapokoknyadalamPositaGugatanPenggugat yang
inti menyatakanbahwaBerdasarkan Surat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara
Nomor: 100/153/KPTS/I/IMRU/2014Tentang Penetapan Nama-
namaPesertaPlasmaPemilik Kebun KelapaSawit yang dibangun
olehPT.BUANASRIWIJAYASEJAHTERADIDesa-desaKecamatanRawas
Ilir,Nibungdan Karang Dapo tanggal03 Oktober 2014. Berdasarkandalil yang
dinyatakanpara Penggugatsebagaimanadikemukakandiatas,maka secara
Hukum PengadilanNegeri Lubuk Linggautidak berwenang memeriksadan
mengadiliperkaraini,apalagiyang digugat adalahPejabat Publik yang bersifat
KeputusanTata UsahaNegarayang dikeluarkanoleh BupatiMusiRawasUtara
dalamhalinisebagaiTergugatlll.Berdasarkan dalildiatasbahwaperkaraini
BUKANLAHwewenangPengadilanNegeri
untukmemutuskannya,melainwewenangPengadilanTata Usaha Negara.
Pertanyaan yang munculadalahapakah Surat Keputusan Bupati
merupakanKeputusanTata UsahaNegara?.Berdasarkanpasallangka3
Undang-UndangNo. 5Tahun 1986 tentangPeradilanTata UsahaNegara
disebutkan“KTUN adalahsuatupenetapantertulisyang dikeluarkanoleh
badanatau PejabatTata UsahaNegara yang berisitindakanhukum Tata
UsahaNegaraberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, yang
bersifatkonkrit,individualdan final,yang menimbulkanakibat hukum
bagiseseorang atau badanhukum  perdata.Pasaltersebut dapatdiuraikan
unsur-unsurnyasebagaiberikut:
1. Penetapantertulis

Bahwa telah jelas semua tindakan hukum dari  seorang kepala

pemerintahdaerahdalamhaliniBupatiMusiRawas Utara berupa keputusan;

2. Dikeluarkanolehbadanatau PejabatTataUsahaNegara;
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Bahwa dalampasallangka2UUNo.5Tahun 1986  disebutkan:“Badan atau

PejabatTata UsahaNegara adalahBadanatau Pejabatyang
melaksanakanurusanpemerintahanberdasarkanperaturan perundang-
undangan yangberlaku”.Bahwa PemerintahDaerahyangmendapat
pelimpahan kewenangan seperti Bupati adalah pejabat yang

melaksanakan peraturanperundangan-undangan yang berlaku, antara
lain:AAUPB,UUNo0.23Tahun 2014 dan Lain-lain;

3. Tindakanhukum Tata UsahaNegara,yang dimaksudtindakanhukum TUN
adalahsuatu keputusan yang menciptakan,atau menentukan
mengikatknyaatau menghapuskan hubungan TUN yang telahada.
DalamUUNo.5Tahun 1986 tindakanhukumTUNadalahyangbersifat: a.

Konkrit
Konkrit adalahKeputusanyang jelasisinya,dalamhalini penerbitan
Surat Keputusanbagipesertaplasma. b.
Individual
KTUNtidak bersifat umum, dan berlakuhanyapadapihak tertentu yang
ditujudalamKTUN tersebut,dalamhalpembuatanSurat
KeputusanBupati, hanyaberlaku untuk pihak yang namanya ada
padaSuratKeputusantersebutsaja.
c. Final
KTUNadalahKeputusanyang terakhirdan tidakada keputusanyang
lahirlagiberdasarkan padaKTUNtersebut.
Olehkarenyaberdasarkanalasan-alasanHukumdiatas,sepatutnyaYang
MuliaMajelisHakimyang memeriksadan mengadiliperkaraaquo,untuk
menyatakan  GugatanParaPenggugatdinyatakanTidakDapat  Diterima
(Nietonvankelijkverklaard);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIOOBSCUUR
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Bahwa gugatan Penggugat telah jelas terjadi Exceptio
ObscuurLibel,secarahukum yang dimaksud dengan obscuurlibel  surat
gugatan tidakterangisinyaatau disebutjugaformulasigugatan
tidakjelas,padahal agar
gugatandianggapmemenuhisyaratformildaliigugatanharusterang dan jelasatau
tegas (duidelijk).Beberapahaldalameksepsigugatan kabur
terhadapgugatanPenggugatdidasarkanpadafactorfactorantaralain:

a. Tidakjelasnyadasar hukum gugatan,bahwadalamgugatanPenggugat
antaraposita atau fundamentumpetenditidakmenjelaskandasar hukum
(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwva yang  mendasari gugatan
terhadappihak-pihakyang terlibatdalamperistiwahokum tersebut.Serta
tidaksamasekalidijelaskandasar fakta(Fatelijkegrond).Dalil-dalildalam
gugatan Penggugatseperti itu tidak memenuh isyarat formil gugatan
dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu
(eenduideljkeenbepaaldeconclusie);

b. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, bahwa sudah dijelaskan,
positadenganpetitumPenggugattidaksalingmendukung,secarahukum
Possita denganPettitumPenggugatsalingbertentangan,yang
mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal hal yang
dapat dituntut dalam  petitum, harus mengenai  penyelesaian
sengketayangdidalilkan.SelanjutnyamasalahPosita TIDAK
MENYEBUTKANALASHAKPENGGUGAT BERUPAAPA, dan didalam
Petitum Penggugatjuga tidak jelas apakahmenyatakansah alas hak
Penggugat seperti apa, Batas-batastanahdimana? Tiba-tiba muncul
menetapkanParaTergugatsecara tanggungrentenguntuk  membayar

gantikerugianmaterildan immateriltanpaalasanhukumyangjelas.
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Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa
perkarainitidaksependapatdenganEksepsiTergugatlV,disampaikanjawaban

sebagaiberikut:

Il. DALAMPOKOKPERKARA
Yang Mulia,MajelisHakim PengadilanNegeriBengkuluyang memeriksa dan

mengadili perkara ini_secara cermat,jelas dan _arif bijaksana, kami selaku

Tergugat Il akan menyampaikanjawaban dalam  pokok perkara dengan

harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga

jawaban kami ini merupakandasar-dasar pertimbangannya dalam memutus
perkarainisebagaimanatersebut dibawabhini:

1. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruhdalil-dalilpara
Penggugat,kecualiataspengakuanyangjelasdan tegas;

2. Bahwa segalasesuatu yang dikemukakandalameksepsitersebut diatas mohon
dianggapdikemukakanpuladalampokokperkaradibawahini;

3. Bahwa Tergugatllimensomirpara Penggugat untukmembuktikandalil-dalil
yangdikemukakandalamgugatannya;

4, Bahwa terhadapdalilGugatanPenggugatpadapoint6halaman3Tergugat |lI
menolak dengan Tegas dikarenakan yang  mengetahui lokasi tanah
tersebutberadadimanaadalahTergugatl, Tergugatlidan ParaPenggugat,
halinisesuaidengankesepakatanawaldaripara pihakyang terkaitdalam
haliniTergugatl, Tergugatlldan ParaPenggugat.

5. Bahwa terhadapdaliiGugatanPenggugatpadapoint7halaman3Tergugat
[limenolakdengan tegasdikarenakankeputusansebagaimanaSurat
KeputusanBupatiMusi RawasUtara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014
TentangPenetapan Nama-namaPeserta Plasma Pemilik Kebun Kelapa
Sawit yang dibangunolehPT. BUANASRIWIJAYASEJAHTERA DiDesa-

desaKecamatanRawasllir,Nibungdan Karang Dapo tanggal03Oktober

Halaman19dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLIg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. ~h ! .nencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p. k, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he Sre o wan .ungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami se . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi in” siy. ~rmuat p _itus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K¢ 3nie M ~an Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagu' . ~Ip : 021-384 3 +8 (ext.318) Halaman 19



5
-,Jz} Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sudahsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan dan
mempunyai kepastian hukum, terkait dengandilaksanakan atau tidaknya
keputusantersebut,dan yang diberikanolehTergugatisampaiatau tidak kepada
peserta plasma dalam hal ini Para Penggugat, dan sudah
diserahkankepada para pihakdalamhaliniTergugatl, TergugatlidanTurut
TergugatsertapesertaPlasmaPemilik Kebun KelapaSawit. Tergugatlll tidak tahu
menahu terkait dengan dana dan yang menjadi kewajiban Tergugat | karena
pembayaran TIDAK  melalui  Tergugat Ill, akan tetapi
langsungdariTergugatlkepadapara Penggugat.

6. Bahwa terhadap daliiGugatan penggugat pada point 10 halaman4
Tergugatllimenolakdengan tegasmelakukanPerbuatanMelawanHukum
terhadappara Penggugat,dikarenakanjelasdan tegasTergugatlll justru
memfasilitasi dengan membuatkanSurat KeputusanBupati Musi Rawas Utara
Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tentangpenetapan nama-nama peserta
plasmapemilikkebun kelapasawityang dibangunolehPT.BUANA
SRIWIJAYASEJAHTERA DiDesa-desaKecamatanRawasllir,Nibungdan Karang
Dapo Tanggal03Oktober 2014, agar tidakterjadipersilisihanyang
mengakibatkankerugianbagiParaPihak.

7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan yang selebihnya yang bukan
relevansi Tergugat Ill  tidak kami tanggapi, dan akan dibuktikan

dipersidanganinidalamagenda Pembuktian;

Makaberdasarkanhal-haltersebutdiatas, Tergugatlil,Mohonyang Mulia
MajelisHakim PengadilanNegeri Lubuk Linggauyang memeriksaperkaraini
memutuskansebagaiberikut:

DALAMEKSEPSI

1. Menerimadan mengabulkanseluruheksepsiTergugatlll.

2. MenyatakanGugatan para Pengugatditolak setidak-tidaknya tidak dapat
diterima(Nietonvankelijkverklaard).

Halaman20dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. ~he mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p. k, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he Sreoam aungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sa . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi in” siy. ~rmuat p. Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K< nue M ~an Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagu' . ~Ip : 021-384 3548 (ext.318) Halaman 20



5
-,Jz} Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMPOKOKPERKARA

1. Menyatakan menolak gugatanPara Penggugatuntuk seluruhnya setidak
tidaknyatidakdapatditerima(Nietonvankelijkverklaard);

2. MenyatakanTergugatllltidakmelakukanPerbuatanMelawanHukum;

3. MenghukumParaPenggugatuntuk membayarseluruhbiayaperkarayang

timbuldalamperkaraini.

ATAU
ApabilaPengadilanNegeri LubukLinggauberpendapatlain,Mohonagar

memberikanputusanyangseadil-adilnya(exaequoetbono).

Menimbang,bahwaterhadapJawabanTergugatl, Tergugatll,Tergugat Ill  dan
Turut Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat melaluiKuasa Hukumnya telah
mengajukan Replik tertanggal 31 Juli 2018, vyang pada pokoknyatetap

padagugatannyasemula;

Menimbang,bahwaatasReplikPenggugattersebut, Tergugatl, Tergugat 1,
Tergugat 1 dan Turut Tergugat melalui

KuasaHukumnyatelahmengajukanDupliktertanggal07 Agustus2018;

Menimbang,bahwa berdasarkanPasall63HIR/283RbgPenggugat

berkewajibanuntukmembuktikanhaltersebutdiatas;

Menimbang,bahwauntuk menguatkandalilgugatannyaKuasaHukum
Penggugattelahmengajukanalatbuktisuratyang berupafotocopyyang mana
telahdiberimateraidan ~ dicocokandengan aslinyasehinggadapat dipakaiuntuk
pembuktianyangsah,yangterdiridari:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara
No0.100/153/KPTS/I/MRU/2014 tertanggal 3 ~ Oktober 2014, selanjutnya
buktisurat tersebutdiberitandaP-1fotokopidarifotokopi;

2. FotokopiSurat Keterangan yang dibuat olehindraGuna yang adalah

Ketua Koperasi Perkebunan Tri Runggallaya periode2015-2016
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selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 sesuai
denganaslinya;

3. Fotokopi  Surat Pernyataanyang dibuatolehiskandarMuit,SE sebagai
KepalaDesaBiaroLama  tertanggal25Februari2011 yang p-da  pokonya
menyatakanAsikadalahpemiliktanahseluas15,6HadiDesaBiaroLama,
selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebutdiberi tandaP-3, sesuai
denganaslinya;

4.  FotokopiSurat Pernyataanyang dibuatolehlskandarMuit,SE sebagai Kepala
DesaBiaro Lama tertanggal 31 Juli 2010 yang p-adapokonya menyatakan
Asikadalahpemiliktanahseluas10HadiDesaBiaroLama, selanjutnya
padafotokopi bukti surat tersebutdiberitandaP-4, sesuai denganaslinya;

5. FotokopiSurat Pernyataanyang dibuatolehlskandarMuit,SE sebagai
KepalaDesaBiaro Lama tertanggal22 April 2010 yang p-adapokonya
menyatakanAsikadalahpemiliktanahseluas19,9HadiDesaBiaroLama,
selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebutdiberi tandaP-5, sesuai
denganaslinya;

6. Fotokopi Surat keterangan keputusanpenguruskoperasiperkebunantri
tunggal jaya Nomor: 8/KOPERBUN/IV/2015 tentangpengangkatan
penguruskoperasi kelompoktanikoperasiperkebunantritunggaljayadi Desa
Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo, selanjutnya bukti surat
tersebutdiberitandaP-6fotokopidarifotokopi;

7. FotokopiSurat PernyataanPaketSawityang dibuatAsikEpenditertanggal
10 Februari 2018 vyang diketahui oleh H. Zainal Amrin sebagai Ketua
KoperasiTri TunggalJayadanYusufAlfian,SPsebagaiKepalaDesaBiaro Lamo,

selanjutnya bukti surattersebutdiberi tandaP-7 sesuai dengan aslinya;
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8. FotokopiSurat PernyataanPaketSawityang dibuatAsikEpenditertanggal
10 Februari 2018 vyang diketahui oleh H. Zainal Amrin sebagai Ketua
KoperasiTri TunggalJayadanYusufAlfian,SPsebagaiKepalaDesaBiaro Lama,
selanjutnya bukti surattersebutdiberi tandaP-8 sesuai dengan aslinya;

9. FotokopiBerita Acara Verifikasidan ValidasiObjek KepemilikanLahan
CalonPlasma tanah atasnama Asik EpendiBinLatif,tertanggall4
November2015, selanjutnyabuktisurat tersebutdiberitandaP-9 sesuai
denganaslinya;

10. FotokopiBerita Acara Verifikasidan ValidasiObjek KepemilikanLahan
CalonpesertaPlasmatanahatasnamaAsikEpendiBinLatif,tertanggal14
November2015, selanjutnyabuktisurat tersebut diberitandaP-10 sesuai
denganaslinya;

11. Fotokopi dari salinan peta lokasi area pembangunan kebun kelapa
Tergugatl di DesaBiaro Lama, selanjutnya bukti surattersebutdiberi tandaP-
11fotokopidarifotokopi

12. FotokopiBerita Acara No0.156//MRU/2016tentangRapatTeam Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dengan
pokonya menyatakan para Tergugat telah diverifikasi Dokumen Administrasi
dan Pemeriksaan lapangan oleh Team Pemda sebagai pesertaPlasma,
selanjutnyabuktisurattersebutdiberitandaP-12 fotokopi darifotokopi

13. FotokopiSurat Pengantarmembuatlaporankepolisianyang dibuat oleh
DesaBiaroLama Yusuf Alfian,SP, tertanggal8Februari2018, selanjutnya
buktisurat tersebutdiberitandaP-13sesuaidenganaslinya

14. FotokopiSurat Tandaterima LaporanPolisiKepolisianResorMusiRawas

No: STTLP/22/11/2018/SPKT,yang dibuat olehBRIGPOLAIldinoGusti.P
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tertanggal22februari2018, selanjutnyabuktisurat tersebut diberitandaP-

l4sesuaidenganaslinya;

Menimbang, bahwaselain bukti surat telah pula didengar keterangan
saksi 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Kuasa
Penggugatyangmenerangkanpadapokoknyayaitu:

1. SaksiINDRAGUNA , dibawahsumpahyang padapokoknyamenerangkan
sebagaiberikut:
- Bahwa saksipernah bekerjadiKoperasiTritunggalJayasejak tahun

2005 sampaitahun 2016 ;

- Bahwa saksipadasaat itumenjabat sebagaiKetua Koperasi, dimana

Koperasitersebutbergerakdibidangperkebunansawit;

- Bahwa saksitahu PerkebunantersebutberadadidaerahNibung,Karang
dapo,Rawasllir,BiaroLama, selebihnyasayalupa;
- Bahwa pemilik dari perkebunan tersebut adalahPT. Buana Sriwijaya

Sejahtera(BSS) ;

- Bahwa Koperasibertugassebagaiwadahatau menangganiplasmamilik
masyarakat;

- Bahwa anggota Koperasiketikasaudara saksipimpinketikaituada
berjumlahsekitar1054(seribulimapuluhempat)orang ;

- Bahwa anggota koperasi tersebut berasaldarimasyarakat daerah

Karang Dapo, Nibung,Rawas llir,BiaroLama;

- Bahwa saksimengetahuiPT. BuanaSriwijayaSejahtera(BSS) bekerja
samadenganKoperasiTritunggaljayasejaktahun 2007 sampaidengan

2016 ketikamasakepemimpinansaya;

- Bahwa saksitidak mengetahuiberapaluasperkebunan tersebut, dan

setahusaksibahwasudahditanamipohon sawit;
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- Bahwa setahusaksi setiapanggotayang terdaftardalamkoperasipasti memiliki
tanahatau lahan yang untuk dijadikan perkerbunan oleh PT
BuanaSriwijayaSejahtera(BSS);

- Bahwa saksimengetahuitentangSurat KeputusanBupatiMusiRawas
UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;

- Bahwa Surat KeputusanBupatiMusi Rawas UtaraNomor
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tersebut tentang penetapan nama-nama
peserta Plasmapemilik kebun kelapa sawit yang dibangun oleh PT.
BuanaSriwijayaSejahteradiDesaKec.  RawasllirNibungdan Karang Dapo
tanggal030ktober 2014;

- Bahwa letak lahanuntuk perkebunan PT. Buana SriwijayaSejahtera
(BSS)tersebut beradadiRawasllir,Karang Dapo, Nibung,BiaroLama;

- Bahwa saksitahu jumlahpesertapadadaerahBiaroLama sekitar 205
(duaratuslima)orang ;

- Bahwa saksimengetahuipara Penggugatyang bernamanama Asbiatlan
danMurisabintiNangAgus(Alm)masukdalamdaftarnama Surat
KeputusanBupatitersebut;

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat | Asbiati AN berapa pada
nomorurut 82 sendangkanPenggugatll MurisabintiNang Agus(Alm) berada
padanomorurut85;

- Bahwa memangada kesalahannama dalamhalpenulisandidalamdaftar Surat
Keputusan Bupati tersebut, dan telah di verifikasi oleh team verifikasidan
mengeceksetiapanggota yang terdaftardalamSurat
KeputusanBupatitersebut ;

- Bahwa team verifikasiyang menyatakan bahwanamaPenggugatidan
Penggugat Il tidak termasuk dalam daftar tersebut melainkan ada
kesalahan namanya, dan kemudian dibuktikan ada surat dari  team

verifikasitersebut;
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~ha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p.
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Bahwa sepengetahuansaksi cara team verifikasitersebutmenyelesaikan
permasalahantersebutdenganmengundang para pihakyang terdaftar
dalamSurat KeputusanBupatitersebutdan mencocokdata-data yang ada;
Bahwa cara atau syaratuntuk bisa ikut dalam keanggotaankoperasi
denganmenmilikitanah/lahanyangakan digunakanuntukperkebunan;

Bahwa benarbuktiP-2 tersebutsaksitandatanganidimanamenjelaskan

tentang ada kesalahanpengetikannamaPenggugatldan Penggugatll dimana
kekeliruan  tersebut sudah  diverifikasi oleh  team Pemda
KabupatenMusiRawas Utara ;
Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugatl dan Penggugatll benar
memilikitanahyang berada dilahanplasmaperkebunanPTBuana
SriwijayaSejahterakarena saksimengetahuidarisdrAsik,dimanalahan
tersebutberasalberasaldaripemecahanlahanyang merupakanbagian
darilahanmiliksdrAsik;

Bahwa sistimkerjasamaantaraPT. BuanaSriwijayaSejahteradengan
KoperasiTritunggalJayadimanaanggotanya harusmemilikilahanagar
bisamenjadianggotakoperasitersebutkemudianpihakkoperasidan PT.
BuanaSriwijayaSejahteraturun kelapanganuntuk mengeceklangsung lahan
tersebut, apakah benar milik warga yang  mau ikut dalam
keanggotaankoperasiatau bukan miliknya;

Bahwa sepengetahuan saksi PT. Buana Sriwijaya Sejahtera aktif
melakukan kegiatan perkebunan khususnyapenanaman dan
penambahanlahanperkebunansejaktahun 2008(duaribudelapan);

- Bahwa saksimengeetahuiadanyadanatalanganyang dikeluarkanPT.
BuanaSriwijayaSejahteramelaluiKoperasidan nantinyadanatalangan

tersebutdiserahkanbagiwarga yangberhakmenerimanya
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- Bahwa setahusaksidanatalangantersebutdiberikansejak  tahun 2005

sampaidengan2016;

2. Saksi MUHAMMAD RUSLI,dibawahsumpah yang pada pokoknya
menerangkansebagaiberikut:

- Bahwa dihadirkanmenjadisaksi dalampersidanganhariinikarenasaksi pernah
menjadi pendamping dari team verifikasi lahan plasma masyarakat
yang akan dijadikan  kebun oleh PT Buana Sriwijaya
SejahteramelaluiKoperasi TritunggalJaya pada tahun 2015 sampai
2017 ;

- Bahwa saksidan team verifikasiditugaskanuntuk wilayahDesaBiaro
Lama;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kades dan  dimandatkan oleh
masyarakat untukmenjadipendampingteam verifikasi;

- Bahwa saksitidak memiliki Surat Keputusan (SK) dalam menjalankan
tugastersebutnamunsaksihanyamendapatkansemacamSurat Kuasa;

- Bahwa saksibertugassebagaijurubicaraserta berkomunikasidengan
pihakPTBuanaSeriwijayaSejahtera,BPNdan PemerintahMusiRawas Utarg;

- Bahwa setahu saksididalamteam verifikasitersebutdiantaranyaada
Asisten |,KepalaDinas,sertaada KasiPemerintahan;

- Bahwa seingatsaksitimverifikasiberanggotakanl5(limabelas)orang ;

- Bahwa saksimengetahuilamanyateam verifikasitersebut bekerjadari tahun
2016danterakhirrapat tanggal300ktober 2016 ;

- Bahwa vyang saksiketahuimengapaharusada team verifikasikarena ada
permasalahan lahan yang akan dipergunakan oleh PT. Buana

SriwijayaSejahtera;
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- Bahwa setahusaksiteam verifikasi tersebut tidak menentukannama- nama
yang terdaftardalamSurat KeputusanBupatiMusiRawasUtara
Nomor:100/153/KPTS/I/MRU/2014;

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1  (SK Bupati) yang diajukan oleh
Penggugattersebutmenyebutkanbahwadalamnomor urut 82 dan 85 adalah
sah anggota plasma  karena sudah terdaftar dalam Surat
KeputusanBupatiMusiRawas UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;

- Bahwa benaradanyakesalahanpenulisannamadariPenggugatl dan
Penggugatlipada Surat KeputusanBupatitersebut,dan telahdiverifikasi data
olehteam verifikasi;

- Bahwa pada saatteam verifikasimelakukanpengecekan dilapangandan
memangilsemuaanggotayang  terdaftarsesuaidenganSurat  Keputusan
BupatiMusiRawasUtara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014,Penggugat Idan
Penggugatlltidakhadirkarenasdr Asikyang menyerahkantanah tersebut
kepadapihakKoperasikarenasdrAsikadalahpamandaripara Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahuikalaunamaPenggugatidan  penggugatlitelah
dicoretdarikeanggotaankoperasidanplasma

- Bahwa setahu saksi nama Asbiati LAN yang tertera dalam  Surat
KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor 100/153/KPTS/I/IMRU/2014
adalahPenggugatlAsbiatiAN  yang artinyaAsbiatiAsikNurdan untuk
namaMurisyahituadalahPenggugatlIMurisabintiNangAgus;

- Bahwa saksibisamengetahuikalauada kesalahananama dalamSurat
KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor 100/153/KPTS/I/IMRU/2014
tersebutsetalahadanyateam verifikasidariteam verifikasiPemda,;

- Bahwa saksimengetahuitentangdana talanganyang diberikanPT.

BuanaSriwijayaSejahteradikarenakanlahanyangdipergunakanolehPT
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adalahlahanmasyarakat dan masyarakatbelummenerimahasildari
pemakaianlahantersebut,laudikeluarkanlahdana talangantersebut;

- Bahwa yang saksiketahui lahan sdrAsik tersebutsekarangdijadikan
lahanintibagipihakPT namunsampaisekarangbelumada gantirugi terhadap

lahantersebut;

Bahwa setahusaksiPenggugatl dan Penggugatll belumsamasekali menerima

dana talangan tersebut dikarenakan Penggugat | dan Penggugat
[ltidakmemilikikartukeanggotaan;

- Bahwa setahusaksidi DesaBiaro Lamo tidak ada namaAsbiatiLan
selainPenggugatlitersebut;

- Bahwa selamaproses verifikasitidakada namayang terdaftardalamSK
Bupatiyangdicoret;

- Bahwa setahusaksi yang terdaftardalamSurat KeputusanBupatiMusi
RawasUtara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014untuk DesaBiaroLama ada
sekitar205 (dua ratuslima)orang dan vyang bisamenunjukanbukti
kepemilikanhanyasebanyak141 (seratusemaptpuluhsatu)orang dan untuk
Penggugat | dan  Penggugat Il sudah termasuk didalam 141
(seratusempatpuluhsatu)orang tersebut;

- Bahwa untuk namapesertapelasmadengannomor urut 82 dan nomor urut 85

sudahdiverifikasidan masalahkekeliruantersebutsaksitidak

berwenanguntukmenyampaikannyakepada Bapak Bupati;

3. SaksiDrs. KASIR MASULI, dibawahsumpah yang padapokoknya
menerangkansebagaiberikut:
- Bahwa saksimengetahuitentangperkebunanyang beradadiDesaBiaro
Lamodan setahusaksiperkebunantersebutmulaisejaktahun 2005;
- Bahwa saksimengetahuiperkebunan tersebutbisadibentukberdasarkan

Surat KeputusanBupatiMusirawasNomor:100/153/KPTS/I/MRU/2014;
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- Bahwa saksitermasukdalamteam verifikasitersebutdanteam berjumlah
15(limabelas)orang ;

- Bahwa team verifikasidibentuk karena adanya ketidak sesuaidaftar
namayang tertera didalam SK Bupati tersebut dan untuk mengecek
langsung terhadap kepemilikan lahan yang diserahkan masyarakat
kepadapihakPT.BuanaSriwijayaSejahtera;

- Bahwa selainituteam verifikasibertugasmenyelesaikanpermasalahan lahan,
mengecek langsung kepemilikan lahan/ bukti surat, memanggil para
pihakyang  termasukdalamSurat KeputusanBupatiMusi Rawas

UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;

Bahwa didalamkeanggotanteam verifikasi,ada warga yang berasaldari

DesaBiaroLamosekitar5(lima)orang ;

- Bahwa saksimengetahuikalauada kesalahannamadalamdaftarSurat
KeputusanBupatitersebut setelahada team verifikasi;

- Bahwa saksimengetahuikalauPenggugatidan Penggugatlitermasuk
dalamdaftarSurat  KeputusanBupatiNomor:  100/153/KPTS/I/MRU/2014
dimanaPenggugatldiurutan nomor 82dan Penggugatlidiurutannomor
85;

- Bahwa  saksimengetahuitidak ada  namalainselainPenggugatl dan
Penggugatllyang tinggaldiDesaBiaroLama selainnamaPenggugatl
danPenggugatlitersebut;

- Bahwa saksitidakmengetahuikalaunamaPenggugatldan Penggugatll
telahdicoretdalamdaftarkeanggotaanKoperasi;

- Bahwa saksimengetahuikalauPenggugatl dan Penggugatll terjadi

kesalahanpengetikannama dalamSurat KeputusanBupatiMusiRawas Utara

Nomor :100/153/KPTS/I/MRU/2014setelahadanyapemeriksaan

daritimverifikasi;
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- Bahwa sepengetahuansaksinamayang terteradalamSurat Keputusan Bupati
Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 dalam Nomor urut
82 dengannamaAsbiati Lan dan nomor urut 85 dengan namaMurisyah
setelahdiverifikasiternyataituadalahbenaratasnama
dariPenggugatidanPenggugatll;

- Bahwa saksimengetahuiada atau tidak surat kepada Bapak Bupati perihal
Penggugatidan Penggugatlltidakmenerimadana talangandan
namanyatelahdicoretdalamkeanggotaankoperasiTritunggalJaya serta

termasukdalamplasmaPT.BuanaSriwijayaSejahtera;

Menimbang,bahwakemudianKuasaTergugatl, Tergugatll dan Turut Tergugat
untukmenguatkan dalil-dalilsangkalannyatelahpulamengajukanalat buktisuratyang
berupaFotocopyyang telahdibubuhimateraisecukupnyadan telah pula dicocokan
denganaslinya sehingga dapatdijadikansebagai bukti surat yangsahyaitu:

1. Fotokopi keputusan Bupati Musi Rawas Utara
No0.100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, selanjutnya
buktisurat tersebutdiberitandaT.1.2.T-1 fotokopidarifotokopi;

2. Fotocopihasilrapat luarbiasaKoperasiTritunggalJayatentang susunan
kepengurusan koperasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda
T.1.2.T-2 fotokopidarifotokopi;

3. Fotocopikartuanggotapetaniplasmaatasnama AsbiatLanNAP;39dan
MURISYAHNAP;42,selanjutnyabuktisurattersebutdiberitandaT.1.2.T-
3fotokopidarifotokopi;

4. Fotocopi daftar tanda terima dana talangan peserta plasma yang
disalurkanTergugatl dan disalurkantergugatll kepadapersertaplasma
(atasnamaAsbiatLanNAP:39dan MURISYAHNAP:42)daritahun 2016 sampai
2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.T-4
fotokopidarifotokopi;
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5. Fotocopiada padaTergugat,ResumeKepalaDesaBiaroLama dan serah jabatan
Kades Definitif, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.T-5
sesuaidenganaslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugatl, Tergugat Il dan Turut Tergugat
mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi untuk  menguatkan sangkalannya
yangmenerangkanpadapokoknyayaitu:
1.SaksiPAIS HARKAMIL, dibawahsumpah yang pada pokoknya

menerangkansebagaiberikut:

- Bahwa saksibekerjadiPT.Buana SriwijayaSejahterasejaktahun 2014
sampaisekarangdanmenjabatsebagailegal;

- Bahwa tugassaksimenangganipermasalahanhukum yang dialamioleh
PT.BuanaSriwijayaSejahtera;

- Bahwa vyang saksiketahuibentuk kerjasamaantaraKoperasiTritunggal
JayadenganPT. BuanaSriwijayaSejahteradalambentuk perkebunan dimana
pihak koperasi sebagai pencari lahan plasma bagi pihak PT.
BuanaSriwijayaSejahterauntukdijadikanperkebunankelapasawit;

- Bahwa saksi mengetahui luas lahan yang dimiliki oleh PT. Buana
SriwijayaSejahtera+2800 (dua ribudelapanratus) Hektare,ltusudah
termasukkebun intinserta plasma;

- Bahwa lahanPT. BuanaSriwijayaSejahterasudahmenghasilkanbuah
sawitsejaktahun 2007 (dua ributujuh)dan umur pohon sawittersebut
sekarangsekitar6(enam)tahun;

- Bahwa saksimengetahuijumlahpersertaplasmauntuk DesaBiaroLama
sekitar205(duaratuslima)orang ;

- Bahwa setahu saksi yang mengajukan nama-nama peserta plasma
kepada pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera Kepala Desa setelah

mendatadariwarga masyarakatdesayangmemilikilahan;
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- Bahwa saksimengetahuitentangSurat KeputusanBupatiMusiRawas
UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;

- Bahwa saksi tidak kenaldengandengannamaAsbiatiLan dan nama
Murisyah dalamdaftarSurat KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor

100/153/KPTS/I/IMRU/2014;

Bahwa saksitahu tentangdanatalanganyangdikeluarkanolehpihakPT.
Buana SriwajayaSejahteradan diberikanke masyarakat melalui

Koperasisejaktahun 2016 sampaidengan2018 ;

Bahwa setahusaksidanatalangantersebutdiberikansetiapbulan;

Bahwa tujuan dari pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera memberikan dana
talangan ke  Masyarakat Biaro Lama dikarenakan lahan yang
dipakaiolehpihakPT. BuanaSriwijayaSejahterabelummenghasilkan maka
diberikanlahdanatersebutuntuk membantuperekonomianrakyat/ warga
yangtermasukdalamkeanggotaanplasma;

- Bahwa cara pembayaranuntuk  danatalangantersebutpihakPT.Buana
Sriwijaya  Sejahtera mengirimkan uang melaluirekening Koperasi
TritunggalJaya yang nantinyapihakkoperasiakan memberikankepada
anggotanyayangberhak;

- Bahwa saksitidakmengetahuikalauada kesalahannamadalamdaftar
namanomor urut 82 dan 85 di dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas
UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;

- Bahwa dikeluarkannyaSurat KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor

100/153/KPTS/I/IMRU/2014tersebutdikarenakanadanyapengajuandari

pihakPT.BuanaSriwijayaSejahterauntukpenentuanpesertaplasma;

- Bahwa saksitidak mengetahuididalamdaftar Surat KeputusanBupati
MusiRawasUtara Nomor100/153/KPTS/I/MRU/2014tersebut ada
perbaikan/perubahan;

- Bahwa saksikenaldengannamaAsbiatidimanaanak darisdrAsik;
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi in”
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siy.

o

Bahwa saksi mengetahui kalau Asbiati termasuk dalam keanggotaan
plasmadiamana dilihatdaridata daftarnama didalamSurat Keputusan
BupatiMusiRawas UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;

Bahwa setahu saksi yang menyerahkan nama-nama untuk dijadikan
peserta plasmabagiwarga yang akan menjadianggotaplasmaadalah
yangmempunyailahan;

Bahwa setahu saksi kalau lahan yang dimiliki oleh Asbiati sudah
diserahkan kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan yang menyerahkan
tanahtersebutadalahsdr Asikkarenasdr Asikyang

mempunyaitanahtersebutdanmembagikannyakepadaPenggugat I;

2. SaksiYUSUFAFFAN,dibawahsumpahyang padapokoknyamenerangkan

sebagaiberikut:

~ha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p.
.J masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami se . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
~rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K¢ 3nie: M ~an Agung RI melalui :

Bahwa saksimengetahuitentangperkebunanyang beradadiDesaBiaro
Lama;

Bahwa saksimengetahuikalau sdr Asiktermasukdalamkeanggotaan plasma,;
Bahwa saksi mengetahui sdrAsik menyerahkan tanahnya untuk  ikut
menjadianggotaplasmasekitartahun 2010 (duaribusepuluh);

Bahwa benaruntuk menjadianggotaplasmaharusmenyerahkantanah
kepihakPT.BuanaSriwijayaSejahtera;
Bahwa setahu saksisyaratluas lahan bagi anggota plasma minimal
harusmemiliki3hektare;

Bahwa tidak ada lahanatau tanahyang diserahkanpadaPT. Buana
SriwijayaSejahteradijadikanperkebunaninti;

Bahwa tidak ada danalainyang dikeluarkanpihak PT. BuanaSriwijaya

Sejahteraselaindanatalangan;
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- Bahwa saksi mengetahui mengapa peserta plasma diberikan dana
talangan dikarenakan permintaan dari wargayang terdaftar dalam

anggotaplasmatersebut;

Bahwa setiapbulannyawarga menerimadana talangansebesarRp.

300.000,00 (tigaratusriburupiah);

Bahwa dana talangan tersebut sudah diserahkan pihak PT. Buana
SriwijayaSejahterakepadamasyarakatmelaluikoperasiyang nantinya akan
disampaikankepada warga yangberhakmenerimanya,;

- Bahwa setahusaksi dulusdrAsiktidakmau menerimadikarenakandia

memintal(satu) jutaperbulan,namunakhirnyasdr Asikmenerimanya juga,

Bahwa danatalangantersebutdiserahkanbagiyang terdaftar dalam
Surat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor

100/153/KPTS/I/IMRU/2014;

Bahwa danatalangantersebutmulaidiberikanolehpihak PT. Buana

SriwijayaSejahterasejaktahun 2013 ;

3. Saksi REDISUPIANTO, dibawahsumpah yang pada pokoknya
menerangkansebagaiberikut:

-Bahwa saksimengetahuitentangKoperasiTritunggalJaya saksitermasuk
dalamkeanggotaanKoperasitersebut;

-Bahwa saksimenjadianggotaKoperasiTritunggalJaya sejakadanyaSurat
KeputusanBupatiMusiRawasUtara  Nomor  100/153/KPTS/I/MRU/2014
ditahun 2014 ;

-Bahwa saksitidak mengetahuikalauPenggugat | dan Penggugat I
termasukdalamdaftarSurat KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor

100/153/KPTS/I/MRU/2014ditahun 2014 ;
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-Bahwa saksi kenaldengansdrAsikdan saksitidakkenaldengananaknya bernama
Asbiatidan keponakannyaMurisahyang saksikenalanaknya namanyaYati;
-Bahwa saksimengetahuitentang danatalangan,karenasaksijuga
mendapatkandanatalangantersebutdarPT.BuanaSeriwijayaSejahtera  dan
setiapbulannya dan saksidapatkandanasebesar Rp.300.000,00
(tigaratusriburupiah);

-Bahwa setahu saksisemua anggota koperasitersebut menerima dana
talangan;

-Bahwa saksi tidak mengetahuiapakah Penggugat | dan Penggugat Il
menerimadanatalangantersebut;

-Bahwa yang memberikanatau membagikandanatalangantersebutadalah
KoperasiTri TunggalJaya;

-Bahwa saksimengetahuidasar untukmenjadianggotaKoperasidan

keanggotaanplasma,harus memilikilahanminimal2hektar ;

4. SaksiERSAN,dibawahsumpahyang padapokoknyamenerangkansebagai berikut:

-Bahwa saksi mengetahuitentangperkebunanyang beradadiDesa Biaro Lama

dan saksijugasalahsatuanggotaKoperasiplasmadiPT. Buana
SeriwijayaSejahtera;

-Bahwa luastanahyang saksiserahkankepadapihakKoperasisebanyak+

47Hektare;
-Bahwa untuklahant47Hektare tersebutsaksibagimenjadil3nama,dan
telahdiserahkankepadapihakkoperasi,dan  yang menyerahkannama-

namatersebutolehsaksisendiri;

-Bahwa setahu saksiboleh untuk tanahmilik saksiseluas * 47 Hektare
tersebutdibagi-bagimenjadibeberapanama,;

-Bahwa saksi tidakkenaldenganPenggugatldanPenggugat II;
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-Bahwa saksitidaktahu apakahPenggugatl dan Penggugatll termasuk anggota
plasma sesuai daftar nama yang tertera di dalam  Surat

KeputusanBupatiMusiRawas UtaraNomor100/153/KPTS/I/MRU/2014;

Menimbang, bahwaselanjutnya Kuasa Tergugatlll untuk menguatkan dalil-
dalilsangkalannyatelahpulamengajukanalat buktisurat yangberupa Fotocopyyang
telahdibubuhi materai secukupnyadan  telah puladicocokan
denganaslinyasehinggadapat dijadikansebagaibuktisurat yangsahyaitu:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara

N0.100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, selanjutnya

pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3-1, fotokopi dari fotokopi;

Menimbang,bahwaKuasaTergugatll tidakmengajukanbuktisaksike

persidanganwalaupuntelahdiberikanhaknyauntukmenghadirkansaksi ;

Menimbang, bahwabaik KuasaPenggugat maupunKuasaTergugatl
Tergugat Il, Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat Il  telah mengajukan

kesimpulanmasing-masingtertanggal08November2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita

acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini
dianggaptelahtermuatdan menjadisatubagianyang takterpisahkandengan
putusanini;

Menimbang,bahwaakhirnyapara pihakmenyatakantidakada hal-hal

yangdiajukanlagidan mohon putusan;
TENTANGPERTIMBANGANHUKUM

DALAMKOPENSI:

DALAMEKSEPSI:
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Disclaimer

Menimbang,bahwamaksuddan  tujuangugatan Penggugatyang  pada

pokoknyaadalahsebagaimanatersebutdiatas;

Menimbang,bahwaTergugatl dan Tergugatll, Tergugatlll sertaTurut
Tergugatberturut-turut telahmengajukaneksepsimengenaikewenangan
mengadili(absolutecompetentie),yang manaeksepsitersebuttelahdi
pertimbangandalamputusanselatertanggal28 Agustus2018 yang amarnya
sebagaiberikut:

MENGADILI:

1.MenolakEksepsipara Tergugatsebagian;
2.Memerintahkankeduabelahpihakuntukmelanjutkanpersidangan;

3.Menangguhkanbiayaperkarahinggaputusanakhir;

Menimbang,bahwaTergugatl dan Tergugatll, Tergugatlll sertaTurut
Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili
(absolutecompetentie) jugatelahmengajukaneksepsitentanggugatankabur atau
tidakjelas(obscurelibele)dan eksepsigugatan Penggugatterdapat
penggabungansubjektifyang manaantaraPenggugatldan Penggugatlitidak

terdapathubunganerat (innerlijksemenhang);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih
dahuludalileksepsiTergugatlll ~ tentanggugatanpara Penggugatkabur atau
tidakjelas(obscurelibele)dimanasetelahMajelisHakimmembaca secara
keseluruhandalilposita gugatanpara Penggugat padaintinyapara Penggugat
mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para
Tergugat berupatidakdiberikannyahak-hakpara Penggugatberupauang dana
talangansebagaipeserta plasmapemilikkebun kelapasawitberdasarkan
KeputusanBupatiMusiRawas UtaraNomor:100/153/KPTS/I/MRU/2014karena
Tergugatldan Tergugatllitelahmencoret  dan/ataumenghilangkannamapara

Penggugat daridaftar keanggotaan KoperasiPerkebunan TritunggalJaya,

Halaman38darie0PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLIg

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. ~he mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p. k, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he Sreoam aungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sa . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi in” siy. ~rmuat p. situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K¢ 3nie: M ~an Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagu’

~lp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



-,Jz} Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Majelis Hakim juga membaca petitum gugatan para
Penggugatyang menyatakanbahwapara Tergugattelahmelakukanperbuatan
melawanhukum sehinggapara Tergugatuntuk  dihukumuntuk  membayarganti
kerugiantersebutmaka dengan demikiandapatdisimpulkanantaradasarfakta
(fetelijkeground) dan dasarhukum  (rechtsground)dengankesimpulantertentu
gugatanpara  PenggugattelahsejalansehinggaeksepsiTergugatlll tersebut

patutlahditolakmenuruthukum;

Menimbang,bahwakemudianMajelisHakim akan mempertimbangkan
eksepsi Tergugatl, Tergugatll dan Turut Tergugatyang mendalilkan bahwa gugatan
yang diajukanolehpara Penggugatterdapatpenggabungansubjektif yang
dimanaantaraPenggugatidan Penggugatlltidakterdapathubunganerat

(innerlijksemenhang);

Menimbang,bahwa terhadapeksepsiiniperludipedomaniPutusan
MahkamahAgung Nomor 2177  K/Pdt/1983 dan  Putusan MahkamahAgung
Nomor 1742 K/Pdt/1983yang menegaskandiantaraorang tersebutharusada
hubungan hukum, setelah membaca seluruh dalil gugatan para Penggugat
MajelisHakimberkeyakinan antaraPenggugatldanPenggugatliterdapat
kepentinganyang samadan hubunganhukum yang samauntuk menggugat para

Tergugat,sehinggaeksepsiinipatutlahpuladitolak;

Menimbang,bahwa berdasarkanpertimbangan-pertimbanganhukum
tersebut diatas,maka seluruheksepsiTergugatl, Tergugatll, Tergugatlliserta

TurutTergugattersebutharuslahdinyatakanditolak;

DALAMPOKOKPERKARA

Menimbang,bahwamaksuddan tujuangugatanpara Penggugatadalah

sebagaimanatersebutdiatas;
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Menimbang, bahwadari dalil gugatanpara Penggugat tersebut,yang

menjadiintipokokpara gugatanadalahsebagaiberikut:

Menimbang,bahwadariintipokokgugatan para Penggugatadalah
Penggugatldan Penggugatlimerupakanpesertaplasmapemilikkebun kelapa sawit
yang dibangun olehTergugatl PT. BuanaSriwijaya Sejahtera dilokasi Desa Biaro
Lama Kecamatan Rawas llir Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan
Keputusan BupatiMusi Rawas Utara Nomor:
100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal030ktober 2014 tentang penetapannama-
namapeserta plasma pemilik kebun sawit yang di bangunoleh PT Buana

SriwijayaSejahtera;

Menimbang, bahwadalam Lampiran | KeputusanBupati Musi Rawas Utara
tersebutpara Penggugatmasing-masingberadapadanomor urut82dan nomor urut
85 namun kemudian terjadi kesalahan pengetikan nama-nama tersebut dimana
nama Penggugat | tertulis nama Asbiati Lan sedangkan Penggugat Il tertulis
nama Musriyah, dan atas kesalahan tersebut para Penggugattelah
membuatsurat pernyataanyang diketahui oleh pihak-pihak  yang
memilikikompetendan hubunganlangsungdenganpembangunan kebun

pelasmatersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir proses administrasi serta
segala hal dalam pembangunanpeserta plasma pemilik kebun Kkelapa sawit
dibentuklahKoperasiyang bernamaKoperasiPerkebunanTritunggalJaya  dan
berdasarkankesepakatannama-nama yang disebutkandalamLampiranl
KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor 100/153/KPTS/I/MRU/2014wajib serta
otomatismenjadianggotaKoperasitersebut,dan  setelahproses perizinan dan
pembebasan serta ganti rugi terhadap tanah yang dijadikan  areal

perkebunanplasmadaninti,kemudianTergugatIPT.BuanaSriwijayaSejahtera
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sejak  April2016 telahmemberikanhak-hakpara  pesertaplasmapemilikkebun
lahankelapasawitberupadanatalangansebesarRp300.000,00(tigaratusribu rupiah)

yang mekanisme penyalurannya melalui Tergugat Il Koperasi Tri TunggalJaya;

Menimbang,bahwaternyatasampaidengansaatini Penggugatl  dan
Penggugatlitanpaada dasar dan alasanyang sah tidaksama sekalimenerima dana
talangantersebut  dan  ternyatapara  Penggugattidakterdaftardan  terdata
dalamkeanggotaanKoperasiTriTunggalJayakarenanama-namaPenggugatl dan
Penggugatlitelahdicoretatau dihilangkandalamdaftarkeanggotaannya, sehingga
tindakan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang
bertentangandenganhak-hak Pengugatldan Penggugatllyang

menimbulkankerugianbagiPenggugatldanPenggugatll;

Menimbang,bahwaTergugat I, TergugatlldanTurutTergugat telah
mengajukanjawabanyang  intinyaadalahbenarTergugatl telahmembangun
perkebunanplasma kelapa sawit denganlokasi pembangunanDesaKarang Dapo,
DesaBiaroLama, Desa AranginKecamatanKarang Dapo, DesaMandi Angin
Kecamatan Rawas llir, Desa Jadi Mulya Kecamatan Nibung sesuai dengan
KeputusanBupatiMusi Rawas  UtaraNomor
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tertanggal 03  Oktober 2014 tentang penetapan
nama-namapesertaplasmapemilikkebun sawityang dibangunolehPTBuana
SeriwijayaSejahteradan ataskesepakatan Tergugatl dan Tergugatll nama- nama
peserta plasma pemilik kebun sawit adalah juga menjadi anggota
KoperasiperkebunanTriTunggallaya, dan para Tergugatmembenarkantelah
membayardanatalangankepadapesertaplasmasejakbulanApril2016 sesuai nama-
nama yang tercantum dalamlampiranSurat Keputusan Nomor:
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tanggal03Oktober 2014 dan selamaitutidakada

keberatandaripara Penggugat;
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Menimbang,bahwa para Tergugatjugamenyangkaldalil-dalilyang
disampaikanpara  Penggugatbahwa para Penggugatadalahanggotapeserta
plasmasesuaidengan Surat Keputusan BupatiMusiRawas Utara Nomor
100/153/KPTS/I/IMRU/2014tertanggal030ktober 2014 yang mana namayang
tertulis padalampiran masing-masing nomor 82 dan nomor 85 yang nyata
berbedadengannama para Penggugatbaiktulisanmaupunlapaspenyebutan, dan
apabilabenarnama-namatersebutadalahpara Penggugatharuslah sesuai
dengankartu kependudukanpara Penggugatsertapara Tergugatmembantah
telahmencoretatau menghilangkannama-namapara Penggugattersebut pada
lampiranKeputusan BupatiMusi Rawas  Utara Nomor
100/153/KPTS/I/IMRU/2014tertanggal030ktober 2014, karenabaik Tergugatl
maupun Tergugat Il hanya menyalurkan dana talangandan tidak ada

penambahanmaupunpengurangandalamsurat keputusantersebut;

Menimbang, Tergugat lllitelahmengajukanjawabanyang intinyamenolak
dalil-dalilpara PengugatdimanasesuaiSurat KeputusanBupatiMusiRawas Utara
Nomor:  100/153/KPTS/I/MRU/2014tertanggal030ktober 2014 tentang
penetapannama-namapesertaplasmapemilikkebun sawityang dibangunoleh
PTBuanaSeriwijayaSejahteratelahsesuaidenganketentuan peraturan perundang-
undangan dan mempunyai kepastian hukum terkait dilaksanakan atau
tidaknyakeputusantersebutdimanadana yang diberikanTergugatlidan
Tergugatlisertasampaiatau tidakkepada pesertaplasmadalamhalinipara
Penggugat, Tergugatlll tidaktahu menahuterkaitdengandanayang menjadi
kewajibanTergugatl, karenapenyerahannyatidak melalui Tergugatlll  akan

tetapilangsungdariTergugatldanTergugatlikepadapara Penggugat;

Menimbang,bahwaolehkarenadalilgugatan Penggugattelahdibantah oleh
para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg timbulah

kewajibanbagipara Penggugatuntukmembuktikandalil-dalilyangdiajukannya;
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Menimbang,bahwauntuk membuktikandalil-dalilnya,maka para
Penggugatmengajukanbukti-buktitertulisyaituBuktiP-1 ~ sampaidenganP-14 dan

3(tiga)orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para
Penggugatberupafotokopiyang telahdilegalisirdan diberimateraisecukupnya serta
setelahdicocokkandenganaslinyadipersidanganmaka diketahuibahwa BuktiP-1,
BuktiP-2, BuktiP-3, BuktiP-4, BuktiP-5, BuktiP-7, BuktiP-8, Bukti P-9, BuktiP-10,
BuktiP-13, dan BuktiP-14 merupakanfotokopiyang sesuai denganaslinya, kecuali

Bukti P-6, Bukti P-11, dan BuktiP-12 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang,bahwauntukmenguatkandalilbantahannyaTergugat I,
Tergugatlldan TurutTergugattelahmengajukanbukti-buktitertulisyaituBukti T.1.2.T-1

sampaidenganBuktiT.1.2.T-5 dan 4(empat)orang saksi;

Menimbang,bahwabukti-buktitertulisyang diajukanolehpara Tergugat berupa
fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta
setelahdicocokkandengan aslinyadipersidanganmaka diketahuibahwaBukti
T.1.2T-4 dan T.1.2.T-5 merupakanfotokopiyang sesuaidenganaslinya,kecuali

BuktiT.1.2.T-1, T.1.2.T-2, danT.1.2.T-3 fotokopidarifotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Il
telahmengajukanbukti-buktitertulisyaituBuktiT.3-1merupakan fotokopiyang

sesuaidenganaslinya,dan tidakmengajukanalatbuktisaksidipersidangan;

Menimbang,bahwasaksi-saksiyang diajukanolehPenggugatdan saksi-
saksiyang diajukanolehTergugatl, Tergugatlldan turutTergugatseluruhnya
telahdisumpahmenurutcara agamanyamasing-masingdan telahdidengar

keterangannya dipersidangan;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii.
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he Sreoam ungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami se . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi in”
Email : kepaniteraan@mahkamahagu’

Menimbang,bahwadarigugatan,jawaban,bukti-buktitertulisdan saksi-
saksiserta kesimpulanmaka MajelisHakimberpendapatterdapat2(dua)
permasalahan pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu untuk
mendapat solusidan pemecahandalamperkaraini,yaitusebagaiberikut:

1. Apakah benar Penggugat | dan Penggugat Il adalah anggota Plasma
pemilikkebun kelapasawitdilokasiDesa BiaroLamaKecamatanRawasllir
KabupatenMusi RawasUtara berdasarkanSurat KeputusanBupatiMusi
RawasUtara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal03  Oktober 2014
tentang penetapannama-namapesertaplasmapemilikkebun  sawityang di
bangunolehPTBuanaSriwijayaSejahterasesuaidengan data  nama-nama
lampiraninomorurut82dannomorurut85?

2. Apakah para Tergugattelahmelakukanperbuatanmelawanhukum dengan
mencoretatau  menghilangkannamaPenggugatl dan Penggugatll dari data
keanggotaan KoperasiTri Tungallayadantidak memberikandana talangan
kepada Penggugat | dan Penggugat 1l sejak bulan April 2016

sampaidengansekarang ?

Ad.1.Apakah benarPenggugatidanPenggugatiladalah anggotaplasma pemilik
kebun kelapa sawitdilokasiDesaBiaro LamaKecamatan Rawas llir
Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat
KeputusanBupati Musi RawasUtara Nomor:
100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang
penetapan nama-namapesertaplasmapemilik kebun sawityang
dibangun oleh PTBuana SeriwijayaSejahtera,sesuaidengandata

nama-namalampiraninomor urut82dannomor urut85?

Menimbang,bahwasesuaidenganbebanpembuktianyang diberikan

Penggugatpadapokoknyatelahmendalilkansebagaiberikut:
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. ~ha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p. k, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he =r. .J masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sa . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi in” siy. ~rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K¢ 3nie: M ~an Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagu’

Menimbang,bahwadaridalilpara Penggugatmenerangkan Penggugatl dan
Penggugatlimerupakan pesertaplasmapemilikkebun kelapasawityang
dibangunolehTergugatl PT. BuanaSriwijayaSejahteradilokasidesaBiaro Lama
Kecamatan RawasllirKabupatenMusiRawasUtara berdasarkanSurat Keputusan
Bupati Musi Rawas Utara  Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03
Oktober 2014 tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilikkebun
sawityang dibangunolehPTBuana SeriwijayaSejahterayang
terlampirdalamlampiraninama-namasesuainomor urut82dan nomor urut85 (Bukti
P-1), namun telah terjadi kesalahan pengetikan nama-namatersebut
dimananamaPenggugatl tertulisnamaAsbiatiLan ~ sedangkanPenggugatll
tertulisnamaMusriyah, dan ataskesalahantersebutsdr AsikEfendimembuat surat
pernyataantertanggallOFebruari2018 dimanamenyatakanbahwapaket sawit atas
namaAsbiati Lan dan atas nama Murisyah yang tertera dalam lampiranSurat
KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor:
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 dengan nomor urut peserta 82 dan nomor urut
peserta 85 adalah benar hak milik sdrAsik berdasarkan atas tukar guling
denganpihak perusahaan(PT. BSS) yang terletak di blok K24/K25 tanah
tersebutdibelidari sdr Komardiyang surat jualbelinyaterlampiryang ukuran
tanah+6,5HadannamaAsbiatiLantersebutsebenarnyaatasnamaAsbiatiAN
sertanamaMurisyah  tersebutsebenarnyaatasnamaMurisa  BintiNang ~ Agus
karenasalahpenulisandidalamSurat KeputusanBupatiMusi RawasUtara Nomor:

100/153/KPTS/I/IMRU/2014tertanggal03 Oktober 2014 (BuktiP7 dan BuktiP-8);

Menimbang,bahwakemudianpara Pengguatuntuk membuktikandalil
gugatannya jugatelahmengajukanBuktiSurat Pernyataan Nomor
06/SP/BL/II/2011tanggal25 Februari 2011 dari KepalaDesa Biaro Lama Iskandar

Muit,SE bahwasdr Asik benarmemilikitanahseluas15,6 Ha yang terletak
diDesaBiaroLama KecamatanKarang Dapo KabupatenMusiRawas

Halaman45dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLIg
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Utara sesuai Surat Pengoperan Hak (SPH) Nomor: 594/004/SPH/BL/2010
denganluas3,5Ha,SPH Nomor;594/002/SPH/2010denganluas3,1Ha,SPH Nomor
594/003/SPH/BL/2010, dengan luas3,4 Ha, SPH Nomor :
594/005/SPH/BL/2010, dengan luas5,2 Ha, dan SPH  Nomor
594/007/SPH/BL/2010,dengan luas0,4 Ha, denganpengoperanhak tersebut saya
menyanggupimemberikanKopensasitanahdiwilayahplasmaBiaroLama
seluas12Hektar 6(enam)paket (BuktiP-3)dan buktiSurat Pernyataantanggal

31 Juli2010 dari KepalaDesaBiaro Lama IskandarMuit,SE bahwasdr  Asik
benarmemiliki tanahseluas 13,1 Hektar yang terletak di DesaBiaro Lama
Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai Surat
PengoperanHak (SPH) Nomor: 594/138/SPH/BL/2009dan Surat Pengoperan Hak
(SPH) Nomor: 594/133/SPH/BL/2009dengan pengoperan hak tersebut saya
menyanggupimemberikanKopensasitanahdiwilayahplasmaBiaroLama  seluasl0
Hektar 5 (lima) paket (BuktiP-4) sertaSurat Pernyataan Nomor
01/SP/BL/II/2010tanggal22April2010 dariKepalaDesa BiaroLama Iskandar Muit,SE
bahwasdrAsikbenarmemilikitanahseluas19,9 Hektar yang terletak diDesaBiaro
Lama KecamatanKarang Dapo KabupatenMusiRawasUtara  sesuaiSurat
PengoperanHak (SPH) Nomor: 594/144/SPH/BL/2010dan Surat
PengoperanHak(SPH)  Nomor:594/146/SPH/BL/2010denganpengoperan  hak
tersebutsayamenyanggupimemberikanKopensasi tanah  diwilayahplasma

BiaroLamaseluasl4Hektar 7(tujuh)paket (BuktiP-5);

Menimbang,bahwaPenggugatidan Penggugatlljugamengajukanbukti Berita
Acara yang dibuatpadahariSabtutanggall4bulanNovember2015 dan
ditandatangani tim fasilitas serta telah dilakukan validasi objek kepemilikan
lahan calon plasma PT. Buana Sejahtera dan tim fasilitas penyelesaian
sengketaantaramasyarakat BiaroLama denganverifikasidan validasinama pemilik

Asik EfendiBinLatifnomor urut dalamSKBupati74 yang terletak di

Halaman46dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLIg
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PematangSilanDesaBiaro Lama KecamatanKarang Dapo KabupatenMusi
Rawasdenganukuran Luas48,6 Hektar dengannamacalonkeluarga(Calon Peserta
Plasma) yang merupakan bagian dari pemecahan lahan tersebut
adalahNomor8namacalonpesertaAsbiyatiAnNomorurutSKBupati82,dan Nomor

1namacalonpesertaMurisyaNomorurutSKBupati85(BuktiP-9 dan BuktiP-10) ;

Menimbang,bahwakemudianpara Penggugat mengajukanbuktiSurat
Keterangan darisaksi Indra Guna selaku Ketua Koperasi Tritunggal Jaya
menjabat dari tahun 2005 sampaidengantahun 2016 tertanggal30 Agustus
2018 vyang menerangkannama peserta plasma Asbiati Lan yang tercatum
dalamlampiranl SuratKeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor :
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada nomor urut 82
adalahbenarAsbiatiANdan namapesertaplasmaMurisyah yang tercatum
dalamlampiranl Surat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor :
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada nomor urut 85
adalahbenarMurisaBinti AnagAgus,dimanaperbedaannamayang tercantum pada
KTPdan Surat KeputusanBupatiadalahkekeliruanpengetikandan kedua
namatersebut diatassudahdilakukanverifikasiolehtimPemdaMusiRawas  Utara
sewaktumelakukanverifikasi  lapangan  dan validasi objek  kepemilikan

lahanpelasmapada tanggall4November2015(BuktiP-2);

Menimbang,bahwapara Penggugat telahpulamenghadirkansaksi-saksi
untuk  memperkuat daliinya sesuai keterangan saksi Indra Guna yang
menerangkanbahwasaksimengetahuiPenggugatl dan Penggugatll masuk
dalampesertaplasmapemilikkebun  kelapasawityang tercantumdalamdaftar
lampiranSurat  KeputusanBupatiMusi Rawas Utara  Nomor
100/153/KPTS/I/IMRU/2014tanggal03 Oktober 2014 sesuaidenganlampiran

padanomor urut82dan nomor urut85dimanamemangada kesalahandalam

Halaman47dari60PutusanPerdataGugatanNomor15/Pdt.G/2018/PNLIg

Disclaimer
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penulisan nama namun telah diverifikasi dan tim verifikasi menyatakan

Penggugatl dan Penggugatll memiliki lahan yang beradadi lahan plasma kebun

PT.Buana SriwijayaSejahteradimanalahanmilikPenggugat Idan
Penggugatllberasaldaripemecahan lahanyang merupakanbagiandarilahan
miliksdrAsik;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat juga menghadirkan
saksiMuhammadRusli,yang menerangkanbahwasaksiadalahpendamping  dari
timverifikasilahanplasamDesaBiaroLama dan benarpenulisannama Pengugatl dan
Penggugatll tersebutpadaSurat KeputusanBupatiNomor
100/153/KPTS/I/IMRU/2014tanggal030ktober 2014 ada kesalahandantelahdi
verifikasidenganmengecek kelapangantentangkepemilikanlahanPengugatl dan
Penggugatlldimanapara Penggugattelahmenyerahkanlahanmelaluisdr ~ Asikdan
sepengetahuansaksidiDesaBiaro Lama tidakada yang bernama

AsbiatiLanselainPenggugatlyaituAsbiatiAN;

Menimbang,bahwaselainitupara Penggugat jugamenghadirkansaksi
Drs.KasirMasuliyang menerangkanbahwasaksiadalahanggota timverifikasi
dimanatimverifikasidibentukkarena  adanyaketidaksesuaiandaftarnama  yang
terteradi dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014
tanggal03 Oktober 2014 dan timtelahbekerjamengeceklangsungke lokasi
tentangkepemilikan lahan yang diserahkan masyarakatke padaPT Buana
SriwijayaSejahteradan saksitahu Penggugatldan Penggugatlimasukdalam
daftarnamalampiranSurat KeputusanBupatitersebut padanomor urut82dan nomor
urut 85 namunada kesalahan penulisan namayang kemudian telah
diverifikasiternyatabenaratasnamaPenggugatidan Penggugatll,disamping
itusaksimengetahuitidakada nama lainselainPenggugatidanPenggugatll

yangtinggaldiDesaBiaroLama selainPenggugatidan Penggugatll;
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Disclaimer
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii.
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he
Dalam hal Anda menemukan inakurasi in” siy. ~rmuat p. Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K< nue M ~an Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagu’

Menimbang, bahwaterhadap hal tersebutdiatas maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkansebagaiberikut:

Menimbang,bahwasesuaiBuktiP-1 dikaitkandenganBuktiT.1.2-T-1,
BuktiT.3-1 telahdiperolehfaktabahwabenarBupatiMusiRawasUtara  telah
mengeluarkanSurat KeputusanNomor:100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal03
Oktober 2014 tentangpenetapannama-namapeserta plasma pemilik  kebun
kelapasawityang  dibangunolehTergugatl PT. BuanaSriwijayaSejahteradi
lokasidesa KecamatanRawasllir,Nibungdan Karang Dapo KabupatenMusi Rawas

Utara;

Menimbang,bahwaatasdalilpara  Penggugatyang menyatakanbahwa
Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014
tanggal 03 Oktober 2014 yang tercantum dalam lampiran | nama peserta plasma
nomor  urut 82 tertulis namaAsbiati Lan dan Nomor urut 85 nama
Mirisyah,adalahbenarnamadariPenggugatidan Penggugatll telahbantah
olehTergugatl, Tergugatll, danTurutTergugatdimananama-namayangtertulis
dalamlampiran nomor urut 82 dan nomor urut 85 nyata-nyataberbeda dari nama-
nama Penggugat | dan Penggugat |l baik tulisan maupun lapas
penyebutandan bilabenarharussesuaidengankatukependudukan, kemudian
terhadapbantahanpara  Tergugat tersebutpara  Penggugattelahmengajukan
buktiBerita Acara yang dibuat padahari Sabtutanggall4 BulanNovember
2015 dan ditandatanganiTimFasilitasserta telahdilakukanvalidasiobjek
kepemilikanlahancalonplasmaPT.Buana SriwijayaSejahteradan timfasilitas
penyelesaiansengketaantaramasyarakatBiaro Lama denganverifikasidan
validasinamapemilik AsikEfendiBinLatifnomor urutdalamSKBupati74yang terletak
di Pematang Silan Desa Biaro Lama Kecamatan Karang Dapo
KabupatenMusiRawasdenganukuran  Luas48,6 Hektar dengannamacalon

keluarga(CalonPeserta Plasma)yang merupakan bagiandari pemecahan
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lahantersebutadalahNo 82 namacalonpesertaAsbiyatiAnnomor urut SK Bupati82,

dan No 1 namacalonpesertaMurisya Nomor urut SK Bupati85 (BuktiP-9dan P-10);

Menimbang, bahwa kemudian bersesuaian dengan bukti surat
pernyataansdrAsiktertanggall0  Februari2018 dimanamenyatakanbahwa paket
sawitatasnama AsbiatiLandan atasnamaMurisyah yang terteradalam lampiranSurat
KeputusanBupatiMusi Rawas Utara  Nomor:
100/153/KPTS/I/MRU/2014 dengan nomor urut peserta 82 dan nomor urut
peserta 85 adalah benar hak milik sdrAsik berdasarkan atas tukar guling
denganpihak perusahaan(PT. BSS) yang terletak di blok K24/K25 tanah
tersebutdibelidari sdr Komardiyang surat jualbelinyaterlampiryang ukuran
tanaht6,5HadannamaAsbiatiLantersebutsebenarnyaatasnamaAsbiatiAN serta
namaMurisyah tersebut sebenarnya atas nama Murisakarena salah
penulisandidalamSurat Keputusan BupatiMusiRawas Utara Nomor:
100/153/KPTS/I/IMRU/2014tertanggal030ktober 2014 (BuktiP7dan  BuktiP-8)
sertaBukti Surat Keterangan dari saksilndra Guna selaku Ketua  Koperasi
TritunggalJayamenjabatdaritahun 2005 sampaidengantahun 2016 tertanggal
30 Agustus2018 yang menerangkannamapesertaplasmaAsbiatiLan yang tercatum
dalamlampiranl SK BupatiMusirawas Utara Nomor
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada nomor urut 82
adalahbenarAsbiatiANdan namapesertaplasmaMurisyah yang tercatum
dalamlampiranl Surat KeputusanBupatiMusi Rawas Utara Nomor :
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada nomor urut 85
adalahbenarMurisaBintiNangAgus,dimanaperbedaannama yang tercantum pada
KTP dan SK Bupati adalah kekeliruan pengetikan dan kedua nama tersebut
diatassudahdilakukanverifikasiolehtimPemdaMusiRawasUtara
sewaktumelakukan verifikasi lapangan dan validasi objekkepemilikan lahan
plasmapada tanggall4November 2015 (P-2);
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Menimbang,bahwaatasbukti-buktisuratyang diajukanpara Penggugat
berupa P-1, P-2, P-7, P-8 P-9 dan P-10 diatas telah diperkuat dengan
keterangansaksi IndraGuna yangmenerangkanbahwasaksimengetahui Penggugatl
dan Penggugatll masukdalam pesertaplasma pemilik kebun kelapa sawit yang
tercantum dalam daftar lampiran Surat KeputusanBupati MusirawasUtara Nomor
100/153/KPTS/I/IMRU/2014tanggal03 Oktober 2014 sesuai dengan lampiran pada
nomor urut 82 dan nomor urut 85 dimana memangada
kesalahandalampenulisannamanamun telahdiverifikasidan tim
verifikasimenyatakanPenggugatldanPenggugat  limemilikilahanyangberada  di
lahan plasma kebun PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dimana lahan milik
Penggugatl dan Penggugatll tersebutberasal dari pemecahanlahan yang
merupakan bagian dari lahan milik sdr Asik dan juga diperkuat dengan
keterangan saksi saksi Drs.  Kasir Masuli yang menerangkan bahwa saksi
adalahanggotatimverifikasiyang dibentuk karenaadanyaketidak sesuaian daftar
nama yang tertera didalamSurat KeputusanBupatiNomor:
100/153/KPTS/I/MRU/2014  tanggal 03Oktober  20l14dantimtelah  bekerja
mengeceklangsungkelokasitentang kepemilikanlahanyangdiserahkan
masyarakatkepada PTBuanaSriwijayaSejahteradan saksitahu Penggugatl dan
Penggugatll  masukdalamdaftarnamalampiranSurat KeputusanBupati tersebut
pada nomor urut 82 dan nomor urut 85 namun ada kesalahan penulisan
namayang kemudian telah diverifikasi ternyatabenar atas nama

PenggugatldanPenggugatll;

Menimbang,bahwadaribukti-buktiyang diajukanolehpara  Penggugat
tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh
Tergugat |, Tergugat Il, Turut Tergugat yaitu saksi Pais  Harkamil yang
menerangkansaksitidakmengenaldenganAsbiatLan dan Murisyah, dimana

saksimengenal AsbiatiANdan saksitidak tahu kalauada kesalahannama
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Disclaimer

dalamdaftarnamanomor urut 82 dan nomor urut 85 dalamlampiranSurat
KeputusanBupatiMusiRawasUtara tersebut dan saksimengetahuikalau
PenggugatlAsbiatiANtermasukdalamkeanggotaanplasmadimanadilihatdari  Surat
KeputusanBupatiNomor:100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal03Oktober

2014 dan saksi tahu lahan yang dimiliki Penggugat | Asbiati AN sudah
diserahkan kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan yang menyerahkan tanah
tersebut adalah sdr Asik karena sdr Asiklah yang mempunyai lahan tersebut dan

sdr Asik telah membagikannya kepada Penggugat | dan Penggugatll;

Menimbang, bahwaselain itu telah didukung pula denganketerangan
saksiErsanyang menerangkansaksijugamemilikilahanseluast47Hektare dan
telahserahkanke PTBuanaSriwijayaSejahterasebagaipesertaplasma dan lahan
saksi seluas * 47 Hektaretersebut telah dibagi menjadi 13 (tiga

belas)namadarinamakeluargasaksi;

Menimbang,bahwadaribukti-buktiyang diajukanolehpara  Penggugat
tersebutdiatasdapat  disimpulkanolehMajelisHakimbahwabenarPenggugatl  dan
Penggugatll adalahanggotaplasmapemilikkebun kelapasawitdilokasi desaBiaro
Lama KecamatanRawasllir KabupatenMusi RawasUtara yang merupakan
bagiandaripemecahanlahanmiliksdrAsikberdasarkanSurat Keputusan Bupati
Musi Rawas Utara Nomor: 100/153/KPTS/I/MRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014
tentang penetapan nama-nama peserta plasma pemilikkebun sawityang
dibangunolehPTBuana  SriwijayaSejahtera,sesuai dengan data  nama-
namalampiraninomorurut82dannomorurut85,walaupun
terdapatkesalahanpengetikanyang tertera didalamlampirantersebut,namun telah

diverifikasidan telahdivalidasiternyata benaratasnamaPenggugatidan Penggugatll;
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Menimbang,bahwa selanjutnyaakan dibuktikantentangapakahpara

Tergugat telahmelakukanperbuatanmelawanhukumsebagaiberikut:

Ad.2 Apakah paraTergugat telah melakukanperbuatanmelawanhukum
denganmencoretatau menghilangkannama Penggugat! dan
Penggugatll dari data keanggotaanKoperasiTriTungal Jaya dan tidak
memberikan  dana talangan kepada Penggugat | dan

PenggugatlisejakbulanApril2016sampaidengansekarang?

Menimbang,bahwayang dimaksudPerbuatan melawanhukum dalam
Pasall365 KUHPerdataberbunyi “Tiap-tiapPerbuatan Hukumyang  membawa
kerugiankepadaseoranglain,mewajibkanorang yang karenakesalahannya

menerbitkankerugianuntukmenggantikerugiantersebut”

Menimbang, bahwa sesuaiDoktrinhukumyangdianutdilndonesia Seseorang
atau Badan Hukum dapat di kwalifisir Melawan Hukum harus memenuhi unsur —
unsur Melawan Hukum dan salah satu atau beberapa kategori
PerbuatanMelawanHukumyaitu:

1. Adanya suatu perbuatan.

2. Perbuatantersebutmelawanhukum.

w

Adanya kerugianbagikorban.

»

Adanya hubungankausalantaraperbuatandengankerugian.

Menimbang,bahwaKategori atau KriteriaPerbuatanMelawanHukum,
sebagaiberikut:
1. Bertentangandengankewajibanhukumsipelaku;
2. MelanggarHakSubyektiforang lain;
3. MelanggarkaidahTataSusila;
4. BertentangandenganAsasKepatuhan,Ketelitian,sertasikap hati— hati ( PATIHA)
yang seharusnyadimiliki seseorangdalam pergaulan dengan sesamawarga

masyarakatatau terhadap harta bendaorang lain;
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Menimbang,bahwapara  Penggugatmendalilkanpara  Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum  dengancara  mencoret  atau
menghilangkan  namaPengugatl dan Penggugatll dari daftar keanggotaan
KoperasiTriTunggalJayadan para Tergugattidak samasekalimemberikan dana

talangantersebutkepadaPenggugatlidanPenggugatll;

Menimbang, bahwaterhadapdalil Penggugat tersebuttelah di bantah oleh
para Tergugat dimana para Tergugat tidak pernah mencoret nama
Penggugatldan PenggugatlidaridaftarlampiranSurat ~ KeputusanBupatiMusi
RawasNomor  100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal03  Oktober 2014 dan para
TergugattelahmenyalurkandanatalangansesuailampiranSurat Keputusan
MusiRawasUtara tersebut sertatidakada penambahandan pengurangandari

lampirantersebut;

Menimbang,bahwaterhadapbantahanpara Tergugat tersebutpara
Penggugattelahmenghadirkansaksi MuhammadRuslisertasaksiDrs. Kasir
Masuliyang menerangkanpara  saksimengetahuikalaunamaPenggugatidan

Penggugat Il telah dicoret dari keanggotaan Koperasi plasma selain itu
Penggugatl dan Penggugatll belum samasekali menerima danatalangan tersebut
dikarenakanPenggugatldanPenggugatlitidakmemilikikartu ~ keanggotaan, yang
telah pula bersesuaian dengan keterangansaksi para
TergugatyaituketerangansaksiPaisHarkamil,saksi Yusuf Affanyang menerangkan
pemberiandana talanganolehPT.BuanaSriwijayaSejahterake seluruh anggota
plasma berdasarkan KeputusanBupati Musi Rawas Utara
Nomor:100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal030ktober 2014  yang telah

dilaksanakansejakbulanApriltahun 2016;

Menimbang,bahwa selainitumelihat buktiyang diajukanolehpara

Tergugatberupa buktiT.1.2.T-3 berupaKartu Keanggotaan KoperasiPetani
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PlasmaPT. BSS DesaBiaroLama KecamatanKarang Dapo KabupatenMusi
RawasUtara terteranamaMurisyah NAP:42 dan namaAsbiatiLan NAP:43
dengandemikandiperolehfaktabahwa keanggotaankoperasiatasnama Penggugatl
dan Penggugatll masih menggunakan data namayang sama dengan nama yang
tercantum dalam  Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor:
100/153/KPTS/I/IMRU/2014 tanggal 03 Oktober 2014, dan belum diperbaiki
sesuai dengan nama yang sebenarnya dari Penggugat |  dan
Penggugatliwalapuntelahdilakukanverifikasidan validasiobjekkepemilikan
lahanplasmaolehtimverifikasi(BuktiP-2, P-7, P-8, P-9 dan P-10) dengan demikian
dapatdisimpulkan Penggugatl dan Penggugatll belum menerima

kartukeanggotaankoperasitersebut;

Menimbang, bahwakemudian melihat pula bukti T.1.2.T-4 vyaitu daftar
tandaterima danatalangan pesertaplasma  yang disalurkanTergugatl dan
disalurkanTergugatllkepada pesertaplasmaperkebunankelapasawitdiDesa Biaro
Lama Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibangun
PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dari bulanApril 2016 sampai bulanMei2018
dan terteran namaAsbiatiLannomor  urutO7NAP39dan nama Murisyahnomor
urut0O6NAP42namunfaktanyadilihatdaritandatangannama-
namapenerimadanatalangantersebutdarinomor lsampaidengannomor 8 ternyata
tandatanganya identiksama, sehingga dapat disimpulkan pula Penggugatldan

Penggugatlltidakmenadatanganipenerimaandana talangan tersebut;

Menimbang,bahwaolehkarenanya majelishakimberkeyakinanbahwa
adanyatindakan para Tergugatkhususnya Tergugatl dan Tergugat Il yang
berupayamenghilangkannamaPenggugatldanPenggugat lldaridaftar
keanggotaanKoperasiTriTunggalJayasertatindakanTergugatidan Tergugat Il yang

jugatidak memberikandanatalangantersebutsama sekalikepada
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Penggugat | dan Penggugat Il dengan demikianperbuatan para Tergugat
tersebut melanggar hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melawanhukum, dengandemikian peritum para Penggugatpoint2 dapatlah

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point 2 dikabulkan maka
sepatutnyapulapetitumpointdtentangmenghukum para Tergugatuntuk

membayargantikerugianMaterildan Immaterilakan dipertimbangkansebagai berikut:

Menimbang,bahwa dariketeranganketerangansaksilndraGuna, saksi Fais
Harkamil, Yusuf Affan dan saksi Redi Supianto menerangkan dana talanganyang
diberikanolehPTBuanaSriwijayaSejahtera(PT.BSS)diterima olehanggota
plasmaberdasarkanSurat KeputusanBupatiMusiRawasUtara Nomor:
100/153/KPTS/I/MRU/2014tanggal03 Oktober 2014 sejakbulanApril tahun 2016
sebesar Rp300.000,00 (tiga ratusribu rupiah)/bulan maka para Tergugat
olehkarenatelahdinyatakanmelakukanperbuatanmelawanhukum sehingga patut
dihukum membayar kerugian rill yaitu kerugian materil yang dideritaPenggugatl
dan Penggugatll sebesar Rp300.000,00(tigaratusribu rupiah)/bulanx 33 bulan =
sebesar Rp9.900.000,00(sembilanjutasembilan ratus
riburupiah),sedangkankerugianimmaterilolehkarenatidakdapat dibuktikanmaka
patutlahditolaksehinggadengan demikianPetitumpara

Penggugatpoint4dikabulkansebagian;

Menimbang,bahwaterhadappetitumpoint3 yang  menyatakanbahwa
segalabuktiatau alashak yang dimilikidan digunakansebagaisuatualashak yang
tidakbenardan karenanya dinyatakanbatalatau setidaktidaknyatidak

memilikikekuatan mengikat;
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Disclaimer

Menimbang,bahwa terhadappetitumpoint3tersebut MajelisHakim
berkesimpulan oleh karena bukti-bukti surat para Tergugat sebagian ada
kaitannyadenganbuktiyang diajukanolehpara Penggugatmaka sepatutnya

petituminidinyatakanditolak;

Menimbang,bahwa  terhadappetitumpoint5yang menghukumturut
Tergugatuntuk tunduk dan taat padaisiputusandalamperkarainimaka oleh
karenasebagianpetitumgugatanpara  Penggugattelahdikabulkan sehingga
terhadappetitumgugatanpara  Penggugat  padapointbberalasanhukum  dan

dapatdikabulkan;

Menimbang, bahwaselanjutnya terhadappetitum point 6 yang
menyatakanbahwaputusaninidapat dijalankanterlebihdahulumeskipunada

perlawanan,bandingdankasasi;

Menimbang,bahwamengacupadaPasal191 ayat (1) R.Bg., maupun Surat
Edaran MahkamahAgung RI(SEMA) Nomor :3 Tahun 2000 maupun SEMA Nomor
4 Tahun 2001, ternyata gugatan  para Penggugat tidak
memenuhipersyaratansebagaimanayang ditentukandalampasall9layat (D
R.Bg,sehinggaMajelisHakimberpendapatbahwapetitumpoint6tersebuttidak

beralasanhukumdanharusditolak;

Menimbang,bahwaterhadappetitumpoint7menghukumParaTergugat
secara tanggungrentenguntuk membayar segala biaya yang timbul dalam
Perkaraini, olehkarenaadanyagugatan = Rekopensiakan dipertimbangkan

dalamKopensi dan Rekopensi;

Menimbang,bahwa berdasarkanseluruhuraianpertimbanganhukum di atas
maka dengansendirinya petitum point 1 dari gugatanpara Penggugat

haruslahdikabulkanuntuksebagiandan menolakuntukselebihnya;
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Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak
dipertimbangkandalamperkaraini dianggaptidakrelevandalampembuktian

sehinggaalat-alatbuktitersebutdikesampingkan;

DALAMREKOPENSI:

Menimbang,bahwamaksuddan tujuanPenggugatRekonvensi/Tergugat

konvensiadalahsepertiyangdiuraikandalamgugatanRekonvensi;

Menimbang,bahwaolehkarenagugatan PenggugatKopensi/Tergugat
Rekopensi dikabulkan sebagian, maka sepatutnya gugatan Penggugat
Rekopensi dinyatakan pula menurut hukum tidak dapat diterima(Niet

OnvankelijkVerklaard);

DALAMKONPENSIDANREKONPENSI;

Menimbang, bahwa karena Gugatan para Penggugat dikabulkan
sebagian,maka sesuaidenganketentuan Pasall92ayat (1)Rbgbiayaperkara baik
dalam Konpensimaupun Rekopensi haruslah dibebankan kepada para
TergugatKonvensi/PenggugatRekonvensiyangtelahditentukan sebesar

Rp4.181.000,00(empatjutaseratus delapanpuluhsaturiburupiah)

Mengingat,pasal-pasaldalamR.bg (Hukum Acara Perdatauntuk Luar
Jawadan Madura) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnyayangberkaitandenganperkaraini;

MENGADILI:

DALAMKOPENSI

DALAMEKSEPSI

1. Menolakeksepsipara Tergugatuntukseluruhnya;

DALAMPOKOKPERKARA
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1. Mengabulkangugatanpara Penggugat untuksebagian;

2. Menyatakanpara Tergugattelahmelakukanperbuatanmelawanhukum;

3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Rill berupa
kerugianMaterilyangdideritapara PenggugatsebesarRp.Rp9.900.000,00
(sembilanjutasembilanratusriburupiah);

4. Menghukumturut ~ Tergugatuntuk tunduk dan taat padaisiputusandalam
perkaraini;

5. Menolakgugatanpara Penggugat selaindanselebihnya;

DALAMREKOPENSI

1. MenyatakangugatanPenggugatRekonvensi/TergugatKonpensitidakdapat
diterima(NietOnvankelijkVerklaard);

DALAMKOPENSIdanREKOPENSI

1. Menghukum para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi membayar
biayaperkarasebesar Rp4.181.000,00 (empatjutaseratusdelapanpuluh satu

riburupiah);

Demikian diputuskandalamsidangpermusyawaratan MajelisHakim
PengadilanNegeri Lubuk Linggau,padahari SENIN,tanggall9 November
2018, olehkami, FerdinaldoH.Bonodikun,S.H., M.H.,sebagaiHakimKetua, Tatap
Situngkir,S.H.dan HendriAgustian,S.H.,M.Hummasing-masingsebagai
HakimAnggota,yang ditunjuk berdasarkanSurat PenetapanKetua Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Llg tanggal 02 April 2018,
putusantersebutpada hari SENIN, tanggal 26 November 2018 diucapkan
dalampersidanganterbukauntukumum olehHakimKetua dengandihadirioleh para

HakimAnggota tersebut,BoyHendraKusuma,S.H., PaniteraPengganti
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Ii. ~he mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p. k, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam he S oam aungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sa . he = cerus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi in” siy. srmuat p.  situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K¢ nie: M ~an Agung RI melalui : Halaman 59

Email : kepaniteraan@mahkamahagu’ . lp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasapara Penggugat,KuasaTergugatl, Tergugatll,dan TurutTergugat

sertaKuasaTergugatlll;
HakimAnggota, HakimKetua,
Tatap Situngkir,S.H. FerdinaldoH.Bonodikun,S.H.,M.H.

HendriAgustian,S.H.,M.Hum

PaniteraPengganti,

BoyHendraKusuma,S.H.

Perincianbiaya:

1 PNBP .o, ‘Rp 30.000,00;

2. Panggilan........cccccvveeiiiiiiiiiiiinnns ‘Rp 4.060.000,00;

3. ProSES....oooviiiiiiiieieei ‘Rp 80.000,00;

A, Materai.......ccvueeieneiiiiieieeieiaieen ‘Rp 6.000,00;

5. Redaksi.....ccccovvviiiiiiiiiiiiiii, ‘Rp 5.000,00;

Jumlah ‘Rp 4.181.000,00;
(empatjutaseratusdelapanpuluhsaturiburupiah)
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